Menimbang

Mengingat

KETOA PENGADILAN NEGER] BRERES

EEPUTUESAN EETUA FENGADILAN NEGERI BREBES
NOMOR : 47 JEPN.WI12-U11;/8K{O0T1.2/VIL/2026

TENTANG
STANDAR PELATARAN PERADILAN
FENGADILAN NEGER] EREEES

EETUVA PENGADILAN NEGER] BREBES

a,

10,

11.

Falwa dalam rangka mewyjudkan pembaharygat
peradilan  diperluban peningkatan muti: pelaranan
vang bailk bagl masyarakat;

Bahwa pelayanan publik yang efektif dan  efisien
mergpaket bagian dari komitmen Pengadilan Negerd
Brebes dalam melaksanakan Reformasi Birckrasi di
linglungan Badan Peradilan Umum;

Bahwa sthubungan dengan hal tersebiit di atas, maka
perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan pada
Fengadilan Mepgeri Brebes;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informam Fublik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Perubahan HKedua atas (ndang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahbkamah Agung RI;
Undang-Undang Homer 25 Tabun 2009 tenteng
Pelayanan Pubiik;

Undang-Undang Nomor 45 Tzhun 2009 tentang
Kekussaan Kehaldman;

Undang-Undang nomor 49 Tabun 2009 tentang
Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 2 Tahun
1985 tentang Peradilan Umam;

Peraturan Petnerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2003
tentang Keterbukaan Informasi:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Nepara
dan Reformasi Bireloasi Nomeor 15 Tahun 2014 4entang
Pedornan Standar Pelayanan;

Feraturan Mahkamab: Agung Fl Nomor 9 Tahun 2022
tentang Ferubahan Kelima atas Pergiuran Mahkamah
Apung Nomor 7 Tabhun 2015 tentang Crganisasi dan
Tata Kerja Kepaviteraan dan Kezekretariatan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamabh Apung RI Nomer
07&e/EMASK/VI/ 2004 tentang Pedoman Pelakssnaan
Fenanganan Pengaduan di Linglungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Ketva Mahkamah Agung Rl Nomor
D26/FKMASSK{N/2012 tentang Standar Pslayanan
Perudilan;

Keputusan HKetna WMahkamsh aAgung R[  Nomor
2-144/KMA /SK/VIT[f2022 tentang Stendar Pelayansn
fartrazl Publikc di Pengadilan;



Menstapkan

Kesain

Kedua

Keempat

12, Eeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umom
Mahlzamah Apung KI Homor
1586,/DJU/SK/PSO1/9/2015  tentang  Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Mesvarnkat Pencari EKeadilan dan  Standsr Meja
luformasi di Pengadilan.

13, Keputusan Ditektur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung FRepublit Indonesia Homor
114/DJU/SK.HM].1.1/[/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinta (PTSF)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

14. Keputuzan Direktor Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung PFepublik ndonesisa HNomor
1060/DJU/SK.TIL.1/VI/ 2025 tentang Perubahan SK
Direktur Jenderal Badan FPeradilan Umum HNomor
P14DJU FBSE.AML L /172024 temtang  Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinta (PTSP)
pada Pengadilam Tingg dan Pengadilan Neger.

MEMUTUSKAN

KEPUTOSAN EKETUA FPENGADILAN NEGER! BREBES
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN
NEGERI BREBES

Meancabut Surat Keputusan Eetua Pengadilan Negeri Brebes
Homor 10/KPN W12-1011 /3K /0T 27172026, tanggal
2 Januari 2026 tentang Standar Pelayanan Peradllan Pada
FPengadilan Negen Brebes;

Memerintahkan kepada selurah pegawai Pengadilan Negeri
Brebes untuk menjalankan Standar Pelavanan yang telah
ditetaplean  stbagaimans  tercantum  pada  Lampiran
Keputugan ini;

Keputusan ini mulai betlaku =ejak tanggol ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun
kelcurangan alan diperbaild seperlunya;

SJaelinan  Keputwsan ini  diberikan  kepada  yang
berkepentingan untuk dilakssnakisn sebagaimana mestinya,

Ditetapkan d4i  : Brabes

Pada tanepal o T Juli 2026
. F Fengadllan Negeri Brebes,




Lampiran

Keputusan Earua Pengadibon Nepeti Brebes

Nomor :  JEPNW L2-ULLSE/OTL2 A0 2026
Tenggal - 7 Jul 2026

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN FERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN
BESUK SECARA ELEETRONIK/E- BERFPADU

1.

Ho

. Homponen
Dasar Hulun

Draian

| 1. Undang-Undang Momor 49 Tahun 2000 {ankeng

Pernubahan Kedus atas Lindang-Undang Momar 2 Tabun
18BE terviang Peradllan Urrum,

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 ieniang
Foskuasan Kahakimean.

3 Undang-Undang Homor 1 Tahun 2023 tentang Kitsh
Linetar-Uindang Hubkuen Pidans

4. Undang-LUnlong Momor 20 Tahun 2025 tentang Kiak:

Undang-Lindang Hutkum Acara Pidana.
S, Undar-Undarwg Nowys 1 Tahun 2025 isntang
Fenyesusian Fidang.

& Persluron Mahkamah Agung Momor 7 Tehun 204%

tentang Chganizas) dan Tala Keja Kepaniterssn dan
Kesskretariaten  Pengadllan  sabagamana Ialah
beberapa  kali  diubah  terakbir dengan  Pematuran
Mahkarah Agug Homer 1 Tahun 20825 tentang
Farubaban Kesnam alas Peraturan Mahkamsh AgQumg
Homar 7 Tahun 205 terdang Crganisasi dan Tata Karja
Kapanieraan dan Keseksetaiatan Pengadlan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Momor 4 Tahun 2020

tentaryy Adronizirasl dan Fersidangan Perkars Pidana di
Fengadian Secara Elbironik sebagaimana tslsh dinbah
dengan Perstran Mahkamah Agung Nomar § Tahun
2022 tanlang Paubahan Atse Paraturan Mahkamah
Agung Normor 4 Tahun 2020 1erdang Administrasi dan
Persxlangah Perkara Pidena di Pengadian Secara
Elsktronii.

B Perahwan Menler Pendayagunasn Aparatur Hegora don

Reformasi Birokrasi Momor 3% Tahun 2012 tentang
Pedoman Parwusunan Slandar Qparasional Prosedur
Administrasi Pemerntatian

9. Perautan Marten Papdayagunaan Aparatur Hegara dan

Refomasi Birckrasi Mo 15 Tahen 2014 {antang
Padoman Standar Pelayanan.

10 Sural Edarsn Mahhameh sgung Momor 1 Tahun 2025
teriang FPemberakuan Rumusan Hasil Rapal Pleno
Kamar Mahkamah 2gung Tahun 2025 Sebagal Padomzn
Pelakzanazn Tugas Bagi Pengadilan.

11. Sural Edaran Mahhamah Agung Momor 1 Tahun 2026
tanlang Pedoman Impiementssi KUHP 2023 dan KUHAP
2028,

12, Héputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  fNomor
Q2EAMAIEINNI201Z  tenteng  Dlandar Pekayanan
Feredian.

12, Keputusan Kalua Mahkamah Agung Nomor 355 Tahun
2022 tentang Petunjek Tedmis  Adminisimsi  dan
Persdangan Parkara Pigdana di Pongadilan Secara
Ekkironik.

14. Persiuran Sekrelafis Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 lenlang Pedoman Pemyusunan Standar
Operagional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Paraddan yang Berada dibzrvabnya,

15 Kepulusan Dirsklur Jenderal Badan Paradian Lmum
Momor 108DIISK. T AAVIZ2025 entang Pertahan



[ 4.

: Fersyeratan

3, | Bisletn, Mckanisme

L LT

| Blaya,/Taril
| Prodak Pelayanan

dan Frosedur

" Jangka Wakm

Pelayanan

Fenanganar:
Pengaduan dan Sazran

o e

TR

&

 h,
Lj

| Tidak dipungut biaya

Heputusan Direkhe Jenderal Badan Pecadilan Unum
Momar 1148 USK HM 1 4 10/ 2024 tantang Pembaruan
Pedoman  Standar Pelayanen Terpadu Salu  Pirdu
(PTSF} pada Fengadilan Tinggh dan Fengadiian keged,
Buktt [dentidas pemohon
Mengis formulirt izin besuk pada e-berpadu
Femohon masuk k2 aplikasi E Berpadu
Mengisi data dan formulir
Petigas/panmud mensrima surat pecmohonan
imm beguk dan pemohon dan melakukan verifkasi
Stal Membuat izin besuk
Fanitera mengkortkm dan membenkan paraf
Majelis Hakitm fHaldm mealakulkan
penandatonganan pencrapan lzin besgk
Peiagas menguplaad penetapan Lzn besuk melalui
E Berpadu
Perrhorn menerlna notifllasi melalui WA email

satu) Jarn

| Peretapan izin besuk ktpada Pemohon

L.
2.
3.

%,

Meilali aplilzasi STWAS -

www siwas, hiahkamehagung po. id

Melahli Website Pengadilan Negeri Brebes -
www. pi-brebes. go.id

Melalvi romor lpen Pengodidan Negerd Grebes
0283-67 170G

Melalni noinor WA Pengadilan Negeri Brebes -
085545540888

Melalli email Pengadilan Negeri Brebes -
pi.brebe sivahoo.com



STANDAR PELAYANAN PINJAM PAKAL BARANG BUETI SECARA
BLEKTRONIK/E-EERPADUY

No | Eomponsn
1. Dasar Hokom

[1.

10

1

12.

13.

14

135.

Uralian
Undang-Uncang Momor 49 Tahun 2009 tertang |
Perubishan Kedua atas Undang-Undang Momor 2
Tahun 1986 temang Peradiln Unum.
Undang-Undang Homor 43 Tahun 2009 tertang
Fekuasan Kehaskinan.
Undang-Lindang Homaor 1 Tahun 2023 tamang Kltab
Undang-Lincerg Hukurm Fidana.
Undang-Lndang Momor 20 Tahun 2025 tandang Kitab
Undang-Undang Hukurn Acara Pidana.
Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2026 temiang
Penyesuaian Pidana
Peraburan Mahkamah Aguryg Momoar ¥ Tahon 2015
fentang Organbrasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekrataniglon Pengadian sabagaimana  aish
beberapa kall diubah terakMr dengan Peraburan
Mahkamah Agung Momer 1 Tahun 2025 tenlang
Ferubahan Keanam stos Peaiuren Msblamah Agung
Moowyr 7 Tabun 2015 tentang Crganisxsi dan Tata
Ketja Kepanlieraan dan kasekretarnatan Pengadilan.
Farsturan Markamah Agung Nomor 4 Tabun 2020
1ardang Adminisiras] dan Pesidangan Parkara Pldana
di Pangadifan Secars Clekironik sebagaimana ialsh
dhubiei dengen Peraluran Mahkamah Agung Namor &
Tahun 2022 tantang Perobahan Atas Peraturan
Mahkamah Adgung Momer 4 Tahun 2020 tertang
Adminisiras: dan Persidanigan Perkam Pldang o
Fangadilan Secara Elaktronil.
Fersturan Menien Pandayagunaan Aparsiur Negara
dan Relormasi Biwckasi Homor 35 Tahun 2012
lantang Padoman Penyusunan Standar Operasionsy
Frosadur Admidstrasi Pemerintahan.
Persturan Menian Pendayagunaan Apamtur Negara
dan Reformasl Birckras Nomor 15 Tatwn 2014
{=nlang Padoman Stardar Patayanan, '
Surad Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025
taniang Pamberkakuan Rumusan Hasd Reapet Plenc
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai
Padoman Pelaksanaan Tuges Eagl Pengacian.
Surat Edaran Mahkamab Agung Momos t Tahun 2026
teriamg Pedoman Implsmentnsi KUMP 2023 dan |
KLUHAP 2025, '
Kepuusan Helua Mahkamah Agurg  Momor
DZEMMASSKIIZZ 1entang  Stancdar  Palayanan
Paradian,
FKaputiean Kehsa Mabkamah Agung Momor 288
Tahun 2022 tsntang Patunjuk Telnis Administras] dan
Farsidengan Ferkara Fidana of Pangadilan Secars
Ebettronik,
Peraturan Sekrsdans Mabkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 lentang Pedoman Paayusunan Standar
parasional di Lingkungan Mahkamsh Agung dan
Balan Peradilan yand Berada dibewahnya.
Keputusan Direkiur Jenderal Badsn Peradilan Umum
Nameor TBMGILSK. TH ANIK202S lentang

Pemubahan Kepitusan Diredur  Janderal Badan
Peradlian Uooum Homor 1 1400USK HM1 1. 1412024 |

entang Pembansan Pedoman Standar Pelsyanan



2,

3.

o

= 3t

| Zistem, Mekatisme

' Fersyaratzn

dan Prosedoy

. | Jangks Wakty

| Pelavanan
| Biaya)/Tarif

- | Prowduk Pelavanan

Penanganan
Fengaduan dan Saran

fa—

o .

T,

Terpadu Salu Pty {PTSP) peda Pengadilan Tinggi |
dar Pangadilan MNaperi.

- Bukti Idsnttas pemohon

Metyrisi formulit izin pinjamn pakai barang bolkti
pada c-berpadu

. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpariu

Mengsi data dan lormular

Pctugas/panmud menerima surat pecmolian
izin pinjam pakai bareng bukt dar peraghon dan
telaliukan verifikasi

_ Staf Membnat Pinjam Barang Bult
. Panitera mengkoreksi dan membenikan paral
. Majelis Hsakim f Hakim melakukan

prnandaiangaren penetapan iZin pnjsom pakai
batarg bkt

Petugas wrngupload penetapan Tzin  phojam
pakai barang bukti melelui E Berpady,

8. Pemohon menerimg notifikas melalui WA /email |

2.

3.

| 8 [delapan) Jam

| Tidak dipungut biaya
| Penetapen izin besuk ikepada Pemohon
1.

Melalui aplikasi STWAS -

waw. siwas. mahkamahagyg. go.id

Mclalui Website Pengadilan Negerd Brebes -
Melalui nomer teipen Pengadilan Megerl Brebes -
0283-671790

. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes -

OB564 5540885

. Melalui email Pengadilan MNegeri Brebes -

pn.brebesfiyahoo.com

A
=




STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBANTARAN PENAHANAN SECARA

ELEKTRONIK  E-BERFADU
No Komponan Urninn _
1. | Dasar Hokum 1. UndangUndang Momor 49 Tebun 2009 teriang

Ferubahen Kedua @las Lindang-Undang MNomos 2
Tahun 1286 tenlang Faradifan Umaim

2. Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tertang
Kakoiazan Kabgidman,

3. Undang-Undang Momor 1 Tabun 2023 1adang Kitab
Ungang-Undang Hukurh Pidana.

| 4. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2025 tertang
kxkab Undang-Uritaryg Hukomn Acara Pidana,

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tertang
Paryéduaian Pidana.

§. Persuran Mahkamah agung Momor 7 Tahun 2015
tantang Organisasi dan Tata Keda Kepanitaraan dan
Kesakretariaton Feangadilan  sebagaimana  telsh
beberope kali divbah lerakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tenlang
Ferubahan ¥eensan miss Peraluran Mabkamah

| Agung Momor 7 Tahun 2016 tantang Organisas! dan
Tata Kenja Kapaniteraan dan  Kesskretariotan
Pergadilen,

7. Pargluan Mahkamah Agung Momor 4 Tahun 2020
tentang Adminisirasi dan Persidangan Pedkara
Pidana di  Pengadilan  Secara  Elekiromik
sebageimana  tMah  dubah dongan  Peraluran
Mahkamah Agung MNomor & Tahun 2022 tenlang
Porubahan Alas Ferstwan Mehkamah  Agung
tamor 4 Tabun 2020 tendang Adminkstrasi dan
Parsidangan Perkara Pidana df Pengadilan Secara
Elekdronih,

B Permiwan Merer Pendayagunaan Aparatur Hegera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Paryusunan Siandar Oparasional
Prosadur Adminiztrasi Pamarnbahean,

9. Pematuran Mentsi Pandeyagunsan Aparabyr Megore
dan Reformasi Birokrasi Momor 15 Tahun 2014
terdang Padoman Standar Pelayanmn,

10. Suiat Edaran Mahkamah Agung Momer 1 Tahun
2025 tentang Pembedakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mshkamsh Agung Tahun 2025
Sebagayi Pedoman Pelaksanasn Tugas Bagi
Pangaditan,

11. Surat Edaran Mahkamsh Agung Namar 1 Tahun
200 taniang Pedoman Implementasi KUHFE 2023
dan KUHAP 2025,

12 Kepuiusan  Kelua Mahkamah  Agung  fNomor
DIBHMASSKAFZ012 1entang Standar Pelayanan
Paradiian.

13. Kepuluzan Katua Mehkamsh Agung MNemgr 365
Tahun 2022 tentang Pelunjuk Taknis Adminiatrasi
an Persidangan Perkara Pidana i Pengadilan
Secara Ekknumik

14. Parsturan Seknstaris Mahkamah Agung Nomaor 002
Tahun 2012 fentang Padoman Peryusunan Standar
Dparasional di Lngkungan Mahkamsh Agung dan
Badan Peradian yang Berada dbawahmys.



2.

pi=

he

=1 G

| Persyaratan

Jangka Waktua
| Pelayanem
| Biaya/Taril
| Produk Pelayvanan

| 15 Kepaiusan Oiveltur Jenderal Badan Paradilan

| Qisten, Mckenisme dan |

Prosedur

Penanganan Pengadoan '
dan Saran

ol ha

o

&

3.

Unwin Nomor 108NDJUSK T 18172025 tartang
Parubohen  Keputusan Direltur Jendaral Badan
Paradilan Urfium Nanor
T14MJUASK HM1 1. 112024 tentang  Pembanan
Psdoman Standar Pelavanan Terpadu Salu Pindu
(FTSP}! pada Pengadilan Tinggi dsn FPenoadian
MNageri.

Akun e-berpadu Pelugas Rutsn fTapas
Softcopy Surat! pembertabuan m@wat ipap
Terdalows dirumah sakit

Saftcopy Surat Keteranpgan riimah sakit
Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu
Mengisi dats dan fommulir

Petirgas/panmud mentrima surt prrmobonan
lzin pembantaran dan pemchon dan melakukan
verifikasi

Stal Membuat zio pembantarar

Penitera mengkoreksi dan memberikan parad
Magjelis Hakim / Hakim  melakuksn
penardatanganan penetapan i2in pembattaian
Petugas menpuplosd penctapan I[zin besuk
mlalui E Berpadu

Pemohon menerima norifikasi melakui

WA /email

| 8 idelapan) Jam

i Tidak dipungut biava

Fenetapan Ixn Pembantaran

1.

2.
3

Melaluwi aplikasi S[WAS -
wWww aiwa s, mahbkamaha gung. go.id
Melalui Website Pengadilan Negen Brebes -

www. pn-brebes.go.id

- Melalui nomor t=lpon Fengadilan Negerl Brebes

s 028367 1T

helahy nomor WA Pengadilen Negeri Brebes -
085645440888

Melalui enpadl Petigadilan Negeni Brebes -

pn. brebes@mvahoo.com



Peradilan Umury Mamnor
TADJUSR 112024 tertang  Pembaruan
Pedoman Standar Pelavanan Tarpadu Satu Pt
| (PTSP) pada Pengadilan Tinggl dan FPangadilan
. Hegeri,
[ 2. fFersyamtan | 1. Akun e-berpady Petugas Rutan/Lapas
Sofvcopy  Surat pemberdtahven rawat ioap
i Terdakws dirumah sakit

L

; 1. Softcopy Surat Keterangan ruumah saliit
| 3. | Sistem, Mekerisma dan | 1. Pemohon magsuk ke aplikasi E Berpadu
Prosedur 2. Menglsi dala dao foroaulic
J. Petugas/panmud fenerims surat permolonan
irin pembantaran dard pemohon den melakukan
verifikasi
4, Staf Membual izln peobsilaian
2. Panitera mengkorsksi dan memberilan paral
6. Maielia Hakim f Hakim melakukan
penandatangatan pehctapan isin pembantarnn
7. Pelugas mengupload perxtapan [zin besuk
imelnlui E Berpadua
8. Pemohon menedma nodifkasi melalni
EL i . WA/email o
4. | Jangka Waktu B [delapan) Jam
. | Pelavanen - _ - o
| 5. Bla'.ﬂ..-T.El.l'l.f | Tidak dipungut biayva o
f- Pm-dult Pelayanan PE“EtElpH.ﬂ Izin Pembantaran
li @ Pena,nga.nan F'Et‘.l.g&duan 1, Melalud aplikasi S{WAS -
dan Saran wuwar siwa s toabkamahagung. poid

2. Melalui Website Pengadilan Negerl Erabes -
e pi-brebes. po.dd

3. Melalul nesnor t:lpon Pengadilan Hegerd Brebes
O283-6T1TeG

4. Melalul norer WA Pengadilsn Negeri Brebes -
0856458405088

2. Melalui email Pengadilan Negerl Brebes -
pn.brebesiivahoo.com




| Na
1,

STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN EEREAS PERKARA SECARA

| Eomnponsn
Diazar Hukum

ELEETRONIE | R.RERPADU

. __ Uraian .

1. Undang-Undang Momor 43 Tabin 2006 anlang

| Perubahan Kedua alas Undang-Uindang Momor 2
Tahun 1285 lentang Feradilan Lium,

| 2. Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2009 fenlang
Kekuagan Kabuakimean,

3. Undang-Undang Momer 1 Tahun 2023 tarisng
kikabh Lndang-Unesiang Hukum Fidana

4. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2025 1smang
Kitah Undang-Undang Hukum bScara Pidana,

5. Undang-Undang Homer 1 Tahun 2026 1stang
Ferysausian Pidana,

G, Feraluran Mahkamah Agung Homor 7 Tahun
2015 terang Organisasi dan Tsa Kefja
Kepanisrsan dan Kesekrstariatan Pengaiflan
sabagaimana telah babacapa kali dubah 1erakhic
dengan Pergtaress Mahkamah Agung Momor 1
Tahun XZ6H emang Ferubshan Kesnan atas
Faraluran Mahkamah Agung Momor 7 Tahun
2095 tentang Organisast dan Taa Kerga
Kepariteraan dan Kesskraiafatan Pangadiian,

T. Persturan Mshkamsh Agung Nomer 4 Tahun
2020 tentang Administrasl dan Perskangan
Ferkara Prlana di Pengadilan Secar Elekinni
sehagaimana 1slah diubhah denpan Persluran
Mzhkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 aatang
Perubahan Atas Pergluan Mahkarmah Agung
MNomaor 4 Tatun 2020 weniang Administrasi dan
Fersidangan Perdkara Pidana 4 Pengadian
Secara Elektronik.

3. Peraturanr Mewderd Pendeysgunaan  Apamahs
Megara dan Reformasi Bivobrasi Momor 35 Tahun
2212 lenang Pedoman Panyusunan Standar
Cperasional Prosedur Adminigiras
Femerintaban

9. Peraluran Menteri  Pendaysgunaan  Aparatr
Megara dan Reformiasi Birokeast Mormor 13 Tahun
2014 tantang Pedoman Standar Palayanan,

10 Surat Edaran Mehkamah Agung Mormor 1 Tahun
2025 terdang Pamberdaliuan Rumwsan  Hasil
Rapat Flane Kamar Mehkamah Agung Tashun
2025 Sebagal Pedoman Felaksanaan Tugas Bagi
Fengadiian,

11, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomar 1 Tahun
2025 1anban g Fadorman Implamantasi KUHP 2023
dan KLHAP 2025

12 Keputusan Ketus Mahkamsh Agung  Momor
D26 MASKALZ012 tenlang Standar Palayanan
Peradian,

13. Keputuzan Kstua Mahkamsh Agung Momor 385
Tahun 2022 tertang Petunjuk Taknis Adminisirasi
dan Persidangan Parkara Pidana i Fengadilan
Secara Elektronik,

14 Peraturan Sebrataiz Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 terang Padoman Penyusunan
Slatdar Operssional d Lingkungan Mahkarmah
Agung dan Eadan Peraditsn yang EBarada
dibaweshnya,



15, Keputusan Direkbur Jonderal Badan Peradian
Umuem  Homor  106QGANSK TH ANI2025 |
temtang Perubaban Wapylusan Dirskdur Jendaral
Badan Peracdian Jmum Momor
TTHODPNGE HM 1.1, 112024 tamang Pembaruan
Pedoman Slandar Pelayanan Terpadu Saly Finlu
(FTSP) pada Fangadilan Tinggi dan Pengadilan
Magert.

Akun e-berpadu Peraatlt o

Softcopy berkas perkara

Bendel berkas perkara _

Pemohion masuk ke aplikasi E Berpadu i

Mengisi data, fprmullr, dan mengdpload

softcopy dokumen berkas perliatn

| 3. Petugas/panmud menerima sumt berkas

| elektroruk dan melakukan veriffkesi

[ 4 Stal mendownload Jdan atan  menerima |
berkas dari PU

3. Penmud menclii kelengkapan berksas perkara

termmoasuk barang bukh

[ &, Stal lnpul SIFF dan penomoran perkara,
persatatan dalam repgiscer

| 2. | Persyaralan

| 3 Sistern, Mckanisme dan
Prosedur

b

et

| Jangka Wakeu Pelayanan | 1 (sany Jam _
- Biaya / Tarif | Tidak dipungut biava |
Froduk Pelayanan | Berkas perkara mendapatkan nomor perkara,

| penetapan Majelis Halcim, Panitern Penggam,
_ - | Jurnzsta Pengpanti, dan Penetapan Hard Sidang
7. Penenganan Pengadusn | 1. Melalul aplikasi STWAS - :
dan Sarsn [  wow sivas mahkemahapung. po.id '
2. Melalui Website Pengadilan Neaerri Brebes -
www.pn-brebes.go.id
3. Melalui romcr letpor Pengaditan Negeri
Brebes : G283-6717%6
4. Melalui nomor WA Fengadilan Negeri Brebes |
- BES6A5EHDERT |
| 5. Melalii emadl Pengadilan Negeri Brebes -
pn. brebesfiivahoo.com |



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENAHANAR DAN PERPANJANGAN
FENAHAHANR SRCARA FLEKTRONIK /E-BERPADU

| No | Komponen : - Urgian

1. Dasar Hokum _ Undeng-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tenteng
| Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomar 2
| Tahun 1986 tentan Peradin Lmom

2 Undang-Undang Momor 48 Tahur 2008 tentany

| Kekuasatn Kahakiman

3 Undang-Undang MHomor 1 Tabun 2023 tentang
Kitak Unclanog-Undardg Hutumn Pidana.

4. Umdang-Ungang Momor 20 Tahur 2025 tentang
Kitab Lnidand-Undang Higoum Acars Pidana.

5 Undang-Lindang Momar 1 Tabwn 2026 tantang
Paryssusinn Pidana.

4. Persluran Mabkamah Agung Nongr 7 Tahun
2015 tentang Omankan dan Tata Kerja
Kepardterazn dan Kesekretaralan Pengadilan
sabagaimana talah bebarapa kali diabah tarakhir
dengan Persturan Mehkamet Agung Mamor 1
Tahun 2025 tenlang Ferubahan Keenam aas
Peraboran Mahkamsh Agung Momor ¥ Tahun
2015 tentang Orpenisas dan Tata Karja
Keapaniteraan dan Kesakmtaistan Pengadian.

7. Parslucan Mahkamsh Agung Homar 4 Tahun
2020 1entang Administasi dan Farsidangan
Farkara Fidana di Fengadiian Sacara Eksktronik
sabagamana telah disbah dengan Perabixsn
Mshkarah Apung Nomor 8 Tabwn 2022 tantang
FPatubahan Atas Peraluran Mahkamah Agung
Homor 4 Tahun 2020 tentang Admingiasi dan
Perddangat Parksra Pidana i Pengadilan
Sacars Elsitonik.

B. Persturan Mender Pandavagnasn  Aparadur
Nagara dan Raformasi Biokrasi Nomor 36 Tahun
2M2 tentang Pedoman Penyusunan Slandar
Oparssionl Prosedur Adminisiras
Fermerinishan

§. Persuran Meanter Pandayagonasn  Aparatur

| MNegara dan Rafermasi Brokrasi Nomor 15 Tahun |
2014 tentatyy Pedoman Standar Patayanan,

| 10, Sural Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2025 tertang Pemberakusn Rumgaan  Hasd
Rapai Plena Kamer Mahkamnah Agung Tahun |

| 225 Sebagai Padoman Palaksanaan Tugas Bagi

| Pengadilan. |

11 Suidd Edasan Mahkamah Agqung Nomaor 1 Tahun
225 tartang Padoman Implemsen tasi KLIHP 2023
den KLHAF 2085,

12. Kepulusan  Ketua Mahkamah Agung  Momor
026/FMASSISIN2012 tenlang Standar Pelsyanan
Paradilan.

| 13. Kapulusan Kedua Mahkamah sgung Nomor 365 |
Tabun 2022 tentang Pehun|uk Teknis Adminisirasi
dan Parsidangan Perkam Pidana ol Pengadilan
Sacara Elekironik.

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 lentang Padoman Penyusunan
Fander Cperagional di Lingkungan Mahkamah |
Agung dan Badan Perachian yong Beraca
dibawzhnya,

- |




| a.

| 3.

= Ehiwe

| Perayaratan

| Sistem, Mekanisme dan

FProzadlix

 Jangka Waktu Pefavanan
| Bigva,/Tarif

Froduk Pelzgyvanan

| Penanganan Pengaduan

dan Baran

[1.

2.

3

| a.

L

15 Kaputusan Direktur Jenders Badan Peradian

Umum  Mamor  10S8QDUJLSK TH AM2025
terlang Perubahan Keputusan Dirsktur Jendarad
Badan FPeradilan Liram Memow
T4 ANSK HM 1. 11112024 temang Pembanan
Padoman Standar Pelayanan Terpadu Saly Pirly
{PTS5P} pada Pengadilan Tinggl dan Pangadilan
MNeger.

Akun e-Derpedu Peoyidik / Penuntut Umum
Mengizi  formoullr pertoohonan pada  e-
berpada

Mengupload berkas-berkas permohonzn
pada e-borpadu

Pemohon FPenyidik/ Penuntut Umita masuk |
ke aphikasi E Berpadn

- Mengizi data dan formulic

Petugas /panmiug e ACrioe autat |
permohenan dard pemobon dan melskukan
verifikasi

. Staf membual penetapan ptrmnjangan|

Penahanat;

Fanmud mengoveksi dan memaral fonsep |
pereiapan

Panltera koreksi dan paraf pcnctapan|
perpanjangan penahanan

KPN/WKPN mensndatangani perpanjavgan
Penahanan

. Btaf mencatat kedalam register perpanjangan

penshanan
Penmud /Petrigas mengupload penciapan
perpanjangan penghanan

Panmuet menyimpan arsip pepetapan

| & (delapan) Jam
| Tidak dipongut Maya

perpanjangan pensdhanan

Penctapan Penahanan [ Perpanjangas |

1

.

3.

| Penahanan
. Melalui aplikasi SIWAS - |

W, siva s, mahkamohagung go.id

Melalui Website Pengadilan Neperi Brbes -
www.pn-brebes. po.id

Melaloi txmior telpon Pengadilan Neger
Eiehes ; 0283-67 170

Melalul nomor WA Pengadilan Negen Erebes |
= Q3615840584

. Melalai email Pengadilan Megeri Brebes -

pn. brebesiivahoo.com



No |

1.

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN
PERGGHLEDAHAN SECARA ELEETRONIE /E-BERPADU

| Komponsn
Dasar Huium

Urainn

| 1. Undang-Undang Momar 4% Tahan 200 lenlang |

10.

11

12

13.

14

Ferubahan Kedua atas Undang-Uindang Moo 2
Tahun 198E Lentang Feradian Usnum.

- Undang-Undang Homaor 48 Tahen 2009 1antang

ok mevny Kahiokimen,

. Undang-Undang Homor T Tahun 2023 isntang

Han Undang-Undarg Hukum Pidana.
LUrdang-Undang Homor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acars Fidana,
Undarg-Undang Momor 1 Tahun 2026 1anlang
Fenyesuaian Pilana,

Faraiuran Mahkameh Agumg Nomor 7 Tahun
2015 {entang Organisasi dan Tata Keda
Yaparcheraan dan Kesakretanatan FPemgadilan
Sebagairnana lelah babampa ol dubah terakhir
dangan Paraluran Mahkamah Adgung MNemor 1
Tahun 2025 fentang Perubahan Keenam atas
Faraduran Mahkamah Agung Nomor 7 Tabim
2015 {entang Organisasi den Tals  Keda
HKaparileraan dan Kesskratanialan Pangadilan.

- Parsluran Mahkamah Aguy Nomor 8 Tahun

2022 fentang  Perubaban Ates  Peraturan
Makkamah Agung Momar 4 Tahun 2020 1srdandg
Adminisirasi dan Parskangan Perkers Pidana di
Fangaciian Secaca Elektnonik.

Peraduran  Manisd Pandayagunaan  Apsrtur
MNegara dan Reformast Birokrasi Momor 35 Tahon
2012 tentang Padoman Penyusunan Standar
Cperasiconal Frosedur Adnnind siras)
Parerirdaduan,

Paraturan Mentert Pandayagunasn  Apawatar |
Negera dan Reformes| Birokrssi Momaor 15 Tahun
2014 tenlang Pedoman Siandar Peloyanan.

Surat Edaran Mahkamsh Agung Nomor 1 Tahun
2025 iardarg Pemberdskuan Rumusan Hasil |
Rapat Plano Kamar Mahkamsh Agung Tahun |
202% Sebagai Pedoman Palaksemnaan Tugas Bagi
Pengaditan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Momor § Tahun

2028 lentang Padoman fmplementasi KUHP 2023
dan KUHAP 2025

Kapulusan Ketua Mehikemah Agung MNomor

02GHAMASSHALZ01Z lentang Slanden Pelayanan |
Paradiiaon. _
Kapidusan Ketua Mabdamsh Agung Momaor 365 |
Tabwn 2022 lentang Patunpak Teknis Admnistraai

dan Parskdangon Perkara Pidana df Peygacdilan

Secary Elakironk,

Paraturan Sekretaris Mshkamah Agung Nomoar

002 Tahun 2012 1antang Pedoman Femusunan |
Standyr Opzmsional di Lingkungen Mabkamsah

Agung dan Baden Pemdian yzng Barada

adibawahnya.



i

e

b b

| Persyaratan

' Siatem, Mekatiame dan

Frossdur

| Jangka Wakts Pelayanan
' Biaya /Taril
_Produk Pelavanac

Prnanganan Pengaduen
dan Saran

| 15.

L.
2.
3,
L
2.
i

+.

Q.

10.

Kepulusan Direktur Jendaral Badan Peradilan
Lwum  Noenar 10600USE TS 10 1F2025
terdang Ferubahan Kepudusan Direkbur Jandeml
Badan Paraditan Lirmuam homor
T14JUISK, HMT 1, 1472024 srtang Pembansn
Padoman Standar Palayanan Tempacu Saiu Pirita
(FTEP} pada Pongadian Tinggi dan Pengad|lan
Negeri.

Akun ¢-bempadu Penyidik / Perantut Vs |
Menhgisl [ormolr permobonEn pada  e-
berpadn
Meogupload  berkas-Derkas permohonan
pada e-berpadu
Femohon Penyidik f Penwgntut P'mum masulk
ke aplikasi E Berpadu
Mcogisi data dan formulir
Petugas) panmud e nerima surat
peimohonan dar pemohon dan melakuksan
verifikasi
Stf membuat penetapan  perpaiiangan
penahanan
Panmud mengorksi dan memaral konaep
Penetapan
Panmitera koreksi dan pamf penctapan
perpanjangan penahanan
KPN/WKPN menandatangani perpatiasigan
petahanan
Stafl e Akt kedalam repisber
perpEDjangat penabatan
Panmud/Petugas mehguplad penetapan
perpenjangan penghanan
Fanmud menyimpan arsip penetapan

perpaniangan penahsnan

| & (delapan) Jam

Tidak dipungut biayva

Fenetapat J2in /| Pesenitjuan Geledak

Melalyi aplikasi SIWAS -
waw. siwas mahkamahspurne, mo w0l

- Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes -

wivw, pr-brebes go.id
Melalui nomor telpon Fengadilan Negeri
Drebes - 0283-67 1796

. Melah nomor WA Pengadilan Negeri Brebes

» DESOISEANE5E
Melatui email Pengadilan Negsri Brebes -
pn.brebesiivahoo.com



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN 1ZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN
SECARA ELERTRONIK/E-BERPADU

Ho | Eomponen Urnian
1. | Daszar Hukum 1. Undang-Lndang Momor 48 Tahun 2000 tentang
Perubahan Fedua stas Undang-Lindang Nomor 2
Tahun 1986 tenlang Paradilan Unum.
2. Undang-Lindang Nomor 48 Tahun 2003 lamtang

Keakussan Kebakanman.
3. Undang-Undang Nemor 1 Tabun 2023 tendang
Kitak Undang-Undeng Hukwmn Fidsna.

4. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2025 tendang
Kitat: Lindandg-Undang Hukum Acara Pidana,

3. Undang-LUndatg Normar 1 Tahon 2026 tenlang
Peryeduzian Pidana.

6. Peratumanr: Mahkamah Agung Momor 7 Tahun
2015 tentang Organisssi dan Tata  Kans
Kepanieraan dan Kesakretanatan Pangadilan
sabagaimans takah babarapa kadi ciubah targkhir
cangan Pasturen Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2025 taniang Perubahan Keenor atas
Paratursty Mshkamah Aqung Maemor 7 Tahun
2015 temlang Ovgenisasi dan Tata Kera |
Eapaniteraan dan Keselretantaian Pengadilan.

7. Paraturan Mohkaenah Agung Momer 8 Tahun
2022 temang Ferubahan Alas  Peraturan
Mahkamah Agung Mamor 4 Tabun 2020 terdang |
Administras| dan Persidangan Parkara Fidana di |
Fangdilan Secara Elekironlk

8. Peraturan Menlerd Pendeyagunaen Aparatur
Negera dan Reformas Birckras Momaor 35 Tahon
2012 1emang Padoman Penyusuban Standar
Opaiasiona Frosadur Adrmnsirasi
Pamarintahon

9. Peraturan Menlsd Pendayagunasn  Aparsiur
Megera dan Reformasi Birckoras: Nomor 15 Tahun
2014 tantang Pedoman Stardar Pelayanan,

10. Surat Edarmsn Mahkamah Agung MNomor 1 Tahun
2025 {ertang Pamberdakusn Rurmugsan Hash
Rapat Pleno Kamar Mahkameb Agung Tahun
2025 Sabagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bag
Pangadian.

11, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tebun |
2026 lentang Padomen Implemerntasi KUHP 2025 |
dan KUHAP 2025.

12. Kepuluzan  Kstua Mahkamah Agung MNomor
KMAOILSK V2008  tamang  Pemberlabosn |
Buku Il fertang Pedoman Palsbsanaan Tugas |
dan Adminigiras Peredilan.

13 Fapulusan Ketus Mankamah Agung ™Nomor
D26MMASSKA L2012 tantang Standar Palayanan
Peradian.

14. Kapuluzan Katua Mahkamah Agung Nomoe 355
Tabun 2022 tentang Pedurwak Teknis Adrmnisiras
dan Parsidangan Perkara Pidana di Pengadian
Seqra Elaktvonik,

15, Peraturan Sakrelars Mahkamah Agung Marmor |
002 Tahun 2012 tertang Pedoman Penyusuynan
Stander Operasional di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Bsdan Peradian yang Bersds
dibawahnys.




2,

3.

M|

18,

' Fersyaratan

| Sistem, Mekantsme dan

Prasedur

: Jangks Waktu Pelavatan
| Biava /Taril
_ Produk Pelavanan

Penanganan Pengacuen
dan Saren

Tinggi dan Pangadiian Megan,
Akun e-berpadu  Penyidik / Penuntut |
Umuin _

2. Meongis! formuollr permobonan pads  e-
Berpadu |

Z Mengupicad berkas-berkas ptrmahuna.n

_ pada c-berpado
1. Pemaobon Perpddik /Penuntut Umummasuk
ke aptikazi E Beipadn

2, Mengalai data dan formulir

3. Petugas/panmud OOy surat |
permwhenan dan pemolion dan melaoukan
verifikasi

4. Staf membunt penetapan perpanjangan
penahanan I

3. Panmud mengoreks dan memarat konsep
penctapan

G. Panitera korelsi dan  paraf penstapan
PETPEMjangat penahahan

7. KPH/WHPN menandatangaind perpanjsngan
Penahanan

5. Staf mencatat kedalam register
perpEnjangan penahanan

3. Panmud/Petvugas mengupload penctapan
pecpanjangan penaiianan

10. Fanmud menyinpan atsip pentEpan
perpaniangal penalEnan

B (delanpan) Jam

Kaputusen Dhreller Jenderal Badan Peraddan
Umim Momor  1060DIUMSK TH 1IA202E

tantang Panibahan Keputusan Dirsktur Jendaral |

Badan Peradilan Limum Nemor
T1HTILNSKLHM A L 102024 Temany

FPernbanyan  FPedoman Siandar  Pelayanan |

Terpadu Sau Pietu (FTSP) pada Pangadilan

| Tidalk dipungut binva

1.
2
3.
4

>

| Penetapan 1zin | Perselujuan Sfta

Melalui apliltas SIWAS -

wawy. siwa s, mahkamghapang. go.id

Melalui Websire Pengadilen Nogeri Brebes -
www.pn-brebes. go.id

Melalui nomer wipon Peogadilun Megeti
Brebes : (283-67179

Melalui nomer WA Pengadilan Megeri
Brebes - Q#8564 5840868

Melalui email Pengadilan Negeri Brebes -
pn. brebestivahoo.com



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN [ZIN PENANGGUHAN PENAHANAN
SECARA ELEETRONIK /| E.BERPADI

Mo | Eomponen _ Uraian _
1. | Daszar Hukum 1. Undang-Lindang MNomor 49 Tahun 2005 lentang

Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 2
Talhwm 1985 tenptang Paredilan Urmem.

Z. Undang-tndang Homor 48 Tahun 2000 tentang
Kalkazan Kakakinan,

3. Undang-Lindang omar 1 Tabun 2023 tentang Kiab
Lindang-Undang Hukum Pildana,

4. Undang-Lindang MNemor 20 Tahun 2025 tentang Kidab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

S, Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 20268 metaog
Panyasusian Pidana,

6. Peralwan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
fantang Organisas don Tata Keja Kapanieraan dan
Kesakratangtan  Pengaditan  sebagaimana  tedah
beberzpa kal diubah terakhir dangan Peraluran
Mahkamah Agung Momor 1 Tahure 2025 temang
Ferubahan Keenam alas Paraluran Mahkamah Agung
Mamor 7 Tamn 2015 tenlang Onganisas daon Tata
Kerja Kepanieraan dan Kesekrelanatan Pengadilan.

7. Perstursn Mahkamah Agung Nomor B Tahun 2022
tentang Parubahan Atas Paraturan Mahkamsh Agung
Nomor 4 Tahun 2020 lentang Admnisioas: dan
Farsiciangan Parkara Fidena d Pangedian Secara
Elekironik.

& Peraloran Manlen Pendaysguiaan Aparaiur Negera
dén Reformazi Birokrasi Homor 35 Tobun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Stanpdar Operascnal
Frosedur Admingires Fesmeadmahan.

Y. Peraturan Menteri Pendayaguraan Aparalur Negera
dan Pefornas Birokrasi Momos 15 Tahun 2014
tertarg Pedomaen Standar Palayancn,

10, Sural Edaran Mabkamesh Agung Homar 1 Tahun 2025
1=rtangy Pembesiaki=n Romusan Hasl Rapat Fleno
Kamer Mahkamah Agung Tahun 2025 Saboga
Padoman Pelaksanaon Tugas Baygi Pangadian

14, Surat Edaran Mabbamaeh Agung Homar 1 Tahun 2026
l=ntang Pedoman implenentasd KUHF 2023 dan
KLHAP 2025,

12.Kepulusan  Kefua  Mshkamsh  Agung  Nomor |
DZ6MMASKAY2012 teniang Sisndsr  Palayanan
Parad|kan,

13. Kepulusan Keta Mahkamah Agung Nomor 365
Tahun 2022 feptaty Patunpik Taknis Adminisiras dan
Parsidangan Parkara Pdana di Pengadilan Secara
Elsktrond.,

14. Peraturan Sekretarls Mahkamash Agung Momor 002
Tahun 2012 nlang Pedoman Pemnvusunan Standar
Operasionsl 4 Lingkungan Mahkameh Agqung dan
Badan Peraditan yang Barada dibawahnya,

15. Keapuiuzan Dirsktir Jandensd Badan Paradiian Llnom
Mornar 10GWDANSE TH AN 2025 tenlang
Parubahan Hepuhman Diekiur Jenderal Sadan
Paradilan Lmym Nomar 114DJUSK HMY 11152024
lentang Pembaruan Pedoman Standae Palayanan
Terpaduy Salu Pmiu (PTSP) pads Pangadian Tinggs

_ . . «an Pangadilan Negeri.

| 2. | Pergyaratan 1. Mengisi formmulir permchonan pada e-



| berpadu
2. Mengupload  berkas-berkas persyeraten
I B | permohotian pada e-berpadu
3. | Sistern, Mekamsme 1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu
d:m Prosedur 2. Mengisi data dan formulir
3. Petugaz/ panmu IMenerima surat
permobiopnan deri pemehon dan melakuksn
verifikaai
4. Staf membuar penetapan
5. Fanmud mengoreitsi dan memaraf konsep
peneiapan
0. Panitera koreksi dan paraf penetapan
7. KPN/WEKPN menandatangani penetapan
8. Stal mencatat kedalam registerfS1PP
| 9. Fanmud / Petugas mengupload penetapan
| 1. Panmud menyvimpan arsip penetapan
| Jangka Wakin B8 Jam

+,
| Pelayanan |
5. |Bisyaf/Tand | Tidak dipungut hiayva
i, | Produk Felayanan Penstapan izin Penanggguhan Penahanan
7. | Penanganan 1. Melalui aplikesi 3I'WAS - -

| Pengaduan dan Samn W.Ei“’&ﬁ.}ﬂﬂ]lkﬂ.lﬂﬂhﬂ:ﬂ]_ﬂf;@'ﬂ,ﬂ

2, Melalui Website Pengadilan Negerf Brebes -
WWW. pri-Bretes, po.id

3. Melalui namor telpon Pengadilan Negeri
Brebes : 0282-67 17946

4., Meladui nomor WA Pengadilan Hegeri Brebes
- IB3645340885

2. Melalul email Pengadilan Negerl Brebes -
pn.brebesgivahoo.com



STANDAR PELAYANAN FPENCABUTAN PEENOHONAN BANDING PIDANA

Ho | Hoitnponen _ Uraian .

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Lindang Normar 49 Tahun 20048 tamdang
Panabahan Hatus stas Lindang-LUindang Nomar 2
Tabwm 1998 lerdong Peraddan Umum.

1. Undang-Lindang MNomor 45 Tabon 2009 feriang
Fekuasan Kehakiman,

3, Undang-Undang Momaor 1 Tahun 2023 teniang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidsne.

4, Undang-Undang Nosnor 20 Tahun 2025 2miang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Fidana.

5. Undang-Undang Homor 1 Tahun 2026 tsriang
Foryesusian Pidana.

6. Pargluran Mahkameh Agung Homor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi don Tala Kera
Heporwleraan dan Kesakrelanalan Pengadiln
sshagairana 1sah babarapa k58 diubab 1arakchir
dangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2025 lentang Perubahan Kesnam atlas
Faraiuran Mahkamah Agung Nomae 7 Talan
215 ientang Ormganisasi den Tala Keda
Kepandaraan dan Kegskretanatan Pangadian.

7. Poraturan Mahkamah Agung Nomoe 4 Tabum
2020 tenlang Administresi dan Persidangsmn
Farkan Pidaca di Pengadilan Sacara Elekimnlk
sebagamana telab dichah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Momor & Tahun 2022 1enlsmg
Perubshan Atee Porgturan Mahkamah Agung
Homos 4 Tahun 2020 tenlang Admmistrasi dan
Farsidangan Perkara Pidana o Pengadilan
Sacara Elakiranlk

8 Peragluran Merterd Pendayagunaan  Apasshar
Negara dan Reformasi Bholrasi Nomor 35 Tahun
2012 bentang Pedoman Famyusunan Standa
Operasional Prazadur Adminisirasi
Parnentahan.

2. Peraluran  Morted Fendsyegunamn  Aparsbur
Megara den Reformasi Blrhrasd Momor 15 Tahun
2014 antang Fedoman Standar Pelaysnan,

10. Sural Edaran Mabkamah Agung Nomar 1 Tahun
2025 terlang Pesnberdakuan Rurmman HasH
Rapal Plaps Kams Mahkamah Agung Tahun
2025 Sebagal Padoran Pelaksanaan Tugas Bagi
Pangadian,

11. Surid Edaran Mahkamah Agung Momor 1 Tahun
2026 tandarg Pedonnan Implamaniash KUHP 2023
dan KLUHAP 2025

12, Keprutussn Keluz Mahkamah Agung  Momor
Q2B MASKINZ0N 2 tanlang Standar Pelayanan
Paradilan

13. Keputuean Kealug Mahkamsh Agung MNomor 365
Tahun 2022 tenlang Peiunpuk Teknls Administieai
dan Persddangan Perkara Pidana & Fengadian
Secara Elakironik,

14. Peraluran Sekredaris Mahkamah Agung MNomor
002 Tahun 2012 fanfang Pedoman Panyusunan
Standar Operaslonal d Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang EBerada
dibawahnya,



2.

3.

bl

Persyaratan

| Bistrm, Mckanisme dan

Frosedur

: Jangka Waktu Pelayanain
| Biaya/Tarif
| Produk Pelayanan

Fenangansan Peopaduan
dan Saran

[

G,

| 15, Kaputusan Direktur Jendersl Badan Peradian |

Umum  Nomor  10GYDANSE T ANEZD S
lentang Perubahan Kaputusan Dirskdur Janderal
Badan Feracdion LI Momor
114DJNEK HMT, 11172024 tardang Pambatuan |
Pedoman Standar Palayaran Tarpadu Salu Pinlu
{FTSP) pada Pangadilan Tiggi dan Pangadiian
Hegeti. .
Surat Permohonan Pencabutan Banding
Surat Kuasa Jika ada
Petugas menerima dan memerikso |
permabhonan pencabutan banding

. Papiteta Muda meneliti peérsyaratan

perimahonan pencabutan banding

Staf pidana membuat konsep akta
pencabutan penyataan bending
Panmud korelsi dan paraf akta
pencabutan periyataan banding
Panitera penandatanganan akta
pencabutan  pernyataan vang telah
ditandaiangant pemghaon

Staf menyerahkan pencabutan
permohonan  banding dan  mencatat
pada regiater induk pidana dan register
permohonan banding

Mengirim alita pernyatsan pencabutan
permohionen handing ke Pengadilan
Tinggl

Menginput pencabutan  panyatasn
banding kedalam SIPF dan tnencatat
dalam register

Mengarsipkan akta pernyataan
pencabutan permmohonan banding

:Bdam

Tidak dipungut biave

L.
2.
2.
4.

=8

| Tanda Terlma Akta Pencabutan Banding

Melalui aplikasi SIWAS -

wavw ajwvas abkamabagung go kd
Melalui Website Pengadiian Megeri
Brebeg - www.pn-brebes.go.id

Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri
Brehea : H283-67 1706

Melatui nemer WA Pengadilan Negeri
Brebes - 0BS6458408858

Melalui email Pengadilan Negeni Brebes -
pty brebesavahon.com




STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN FERMOHONAN KASAS] PIDANA

Ho | Komponen

1. | Traaar Huliwm

Uralan

Parubahan Hedua stss Undang-Undang Nowmar 2
Tahun 1986 eatang Peradilan Umum.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 lantang
Keakuasan Kehakimar.

%  Undang-Undang Nomeor 1 Tabun 202% 1entang
kitah Undlang-Undang Hutum Pidana.

4. Undeng-Undang Homor 20 Tahun 2025 tentang
Kitak Undang-Undaog Hukurm Acam Pidana,

5 Undang-Uncdang Nonor 1 Tabun 2026 rentang
Pamyesugion Pkians.

&, Peraturan Mshkamah Agung Momer 7 Tehun
2015 tertary Omanlsasi den Tata Kea
Kapaniterssn dan Kesskretanaian Pengadian
sebagaimans telah babarapa kol diubah terskhir
denpan Persfuran Mahkamsh Agung Mamoe
Tahun 2025 temiang Perubshan Keenam atas
Peraturen Mahkamsh Agung Momar 7 Tahun
2013 tentang Organlsam dan Tam  Karja
Kepanteraan dan Kesekmtanatan Pangadilan.

7. Persturan Mahkamah Agung Homor 8 Tahun
2002 tentang Perubahan Alas  Pergluran
Mahkarah Agung Momor 4 Tahun 2020 lentang
Adrministrasl dan Persidongan Perkara Pdata of
Pengadian Secars Elekironik,

8 Persturan Mahkamah Agung Womer B Tahun
2022 tertang Admidstrazl Pangapian Upara
Hukum dan Persidangan Kasast dan Peninjauan
Kembali di Mahicamah Agung Secara Esidronil,

3. Peraturan Mentedi Pendsyagunaan  Aparatur
Megara dan Ralormasl Birokrasi Momar 35 Tahun
2012 tandang Pedoran Panyusunan Slandar
Cperazhonal Prosedur Adminisirasi
Pamaninkahan,

10. Pérstursn  Menteri  Pendavagunaan Aparstur
Megara dan Reftwmasi Birokirasi Momor 15 Tatwn
2014 tartang Pedoman Standar Pelayanan.

1+. Gurat Edaran Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun
1998 tantang Peryelesaian Perkam,

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Mamor 1 Tahun
2014  tentang Perubshan Suret  Edaran
Mahkamah Agung Momor 14 Tabun 2010 tantang
Dolumen Elskiionlk  Sebagal  Kelengkapsn
Farmohonan Kasas dan Penmjsuan Kambal,

13, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomar 2 Tahun
2014 tenla)  Penvelesaian  Param  di
Fangadilan Tingkat Parnama dan Tingkst Banding
pada 4 {empet) Lingungan Peradilan.

14, Surat Edaran Mahksmah Agung Nomer 1 Tahun
2025 tentang Pembeériakuan Rymusan Hasi
Rapat Fieno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2025 Sebapai Padoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan,

15. Surat Edaran Mahkamanh Agung Momar 1 Tahun

2026 1eriang Pedomsah Irnplsmenias) KUHP 2023
dan KUHAF 2025,

1. Undang-Undang Momor 49 Tahun 2009 keotang |



2. | Perayaratan

3. | Sistem, Mebadsre dan

4. | Jangka Waktu Pelayanan

Troseduay

o. | Blaya/Taxli

6.

Froduk Frlayanan

16. Kepuhuzan Ketua Mabkamah Agqung Momor 2- |

14 SEANIFZ022 tariang Sandar
Palayanan Informest Publik 4 Pengaditan.

17, Kapuluzsn Katus Mahkamah Agung Nomar 355
Tahun 2022 tamang Patunjuk Teknis Adininistra s
dan Persidangan Patkara Fidans d Pengadilan
Sacara Elwkirnk,

18 Kaputusan Ketua Mahkamah Agung Nomnor
20FKMAISK HK2OU0Z2  tertang  Pelunjuk
Taknis Administrasi Pangajuan Upaya Hukum
dan Persidangan Kassmi dan Peninjavan Kembali
dl Mahkamah Agung Secara Ekdronilc

12 Peraban Sekretaris Mahkamsh Agung Moror
002 Tahun 2012 fentang Padoman Pemyusuran
Slandar Oparasional di Lingkungan Mahkamsh
Agung dan Eaden Feradilan yang Berada
dibawahnya.

20. Sural Direktur Jenderal Badan Persdilan Umum
Nomor ATADILES 00r32020 hal Parsidargyan
Parkara Pldsca Secara Teleconfarence.

21. Kaputusan Oireklur Jenderal Badan Peradilan
Ummumn Nomexr 105YDANSE. T ANVK202S
tamtang Perubahan Keputrsan Direldur Janderad
Eadan Paradilon hermarm Momaor
T14DANSK HM A 112024 {eanlang Pembarsan
Fedoman Standar Feloyanan Terpadu Satn Finle
{FTSF) pada Pengaditan Tinggi dan Pengadilan
Magan.

'1. Burat  Permohonan Pencabutan |

Permohonen Kasasi
Surat Kuasa Jiks ada

1, Petugas menerima dan  memeriksa |

penmohonan pencabtitan kazasi

2. Panmud roeneliti perayaratan
permohonan pencabutan kasasl

3. S5taf membuat kenisep akta pencabutan
perniyataan kasasi

4. Panmud kereksi  dan  paral akta
pencabutan pernyataan kasasi

3. Panitera penatdatanganan akia
pencabuian pernyataan kasas bersama
pemohon

6. Petugas menyerahkan akia pemyatasn
pencabutan permohonan kasasi kepada
pemohon

7. Staf  mengitim akta pernyataan
pencabutan  permohonan  kasael ke
Mehlcamah Apung Rl

8. Siaf mengimput pencabutan penyitaan
kazasi kedalam =2IFP dan mencatat
dalam register

3. Panmud Mengarsipkan akts

Pertivataan pencabatan pettnohonan
kasasi.

8 Jam
| Tidak dipungut biayva

Tanda Tatima Akta Pencabutan Parmyataan
| Permohonen Kasasi



7. | Penanganan Pengaduan
| dan Saran

. Melalui apiikasi STWAS -

www, siwas, mahkamahapgung. go.id

Melalii Website Fengadilan Megeri Brebes -
www. pn-brebes. go.id

Melalui nomaor telpon Pengadilan MNegord
Brebes @ 0283671790

. Melahy nomor WA Pengaddan Negeri Brebes

- DESGHS240258
Melalui email Pengadilan Negeri Brebes -
pn.brebessivahoo.com




No |

1.

STANDARE FELAYANAN PENCARUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN

| Komponen
Dasar Hokum

KEMEBALT PIDAMA

Uralan

| 1. Undang-Undeng Momer 49 Talwm 2009 tarang |

Parubahan Kedua alas Undaog-Undang Momor 2
Tatiun 1325 tentang Peraddan Lum,

2. Undang-Undang Momor 48 Tahwun 2009 fantang
Hehrasan Kahakiman,

3. Undang-Undsng Momr 1 Tahun 2023 {eniang
Witab Undang-Undang Hukum Pidena.

4. Undang-Undang Momor 20 Tahon 2025 lanlang
Kitab Undang-Undang Sukum fcsea Fidans.

5. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2026 1sniang
Fenyesuaan Pidana,

4. Pergturan Mahkamah Agung Momare 7 Tahun
2045 tlentang Ovgandsas: dan Tala  Keda
Kepaniersan dan Kesakretastan Pengadian
sebagalmana telan beberapa kali giubah lerakhir
dengan Paraturan Mahkamah Agqung Mormor 1
Tahun 2025 tanlang Parubghan HKasoam atas
Feraluran Mahkamah Agung Momor 7 Tahun
2075 tentarg Organizas dar Tala Kega
Kepanidersan dan Kasehralaizian Pangadian,

7. Peraturan Mahkamsh Agung Momer § Tahun
2022 tordang  Perubahan Al Peaxiuran
Makkamah Agung Momor 4 Tahun 2020 lentang
Adriniksras dan Parsidangan Parkara Pldana di
Partyaditan Sscara Ebakbronik,

8. Persgturan Mahkamsh Agung Mamor & Tahun
2022 jentaty Administrasi Pengajuan Upaya
Hukum dan Persdangan Kasas! dan Peninjauan
Kambali d Mahiamah Agung Secara Elskironik,

2. Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparatur
HNagara dan Reformasi Brokras Homor 35 Tahun
2012 terang Pedomen Penyusunan Standse
Crperazional Prosadur Adminisiras
Femanntahian.

10 Peraluran  Menberi  Pendaysgunadn  Aparatur
MHagawra dan Reformasi Bicokrast Monae 15 Tabwn
2014 tentang Pedoman Standar Pelaysnan,

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Mormar 3 Tahun
1998 entang Panysiasaian Parkara.

12, Surat Edarsan Mahkamah Agung Momar 1 Tahun
2074  lntang  Pamubahan  Surst  Edaran
Mahkamah Agung Nomor 14 Tabun 2010 lesntang
Dotwumen Elekiionlk Sabagal  Kelengkapan
Fermohonan Kasas den Persjsuan Kembal,

13. Surat Edaran Mahkamah Agung Momar 2 Tahun
2014 teptang Penyelzainn  Parkara b
Fengadilan Tinglkat Pardama dan Tinghs Banding
pada 4 {ampet} Lingkungan Peradilan

14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomar 1 Tahun
2025 terang Pembedakuan Rumusan Hasd
Rapst Plano Kama: Mahkamah Agung Tshun
2025 Sebapai Pedornan Pelaksanaan Tugas Bagi
Fengadilan,

15, Surat Edaren Mahkamah Agung Momar 1 Tahun

Z£02% tamang Pedoman Inmplementas KUHF 2023
dan KUHAP 2025,



2.

3.

b b

o

| Petsyaratan

| Sistem, Mekanlsme dan

Prosedur

| Jangka Wakta Pelayanan
| Biaya, Taril

Produk Pelayanan

' Penuanganan Pengaduan

dan Saran

| 16, Hepulusan Ketua Mahkamah Agung Momor 2-

THAKMASIAMII022 terrang Slandar
Palayanan Infermasi Publik i Pengaiian,

17, Kepiisan Kelua Mahkamah Agung Momor 3565
Tahun 2022 temlang Petunjuk Teknis Admnisiras! |
dan Pessicangan Pericaa Pidans di Pengadian
Secara Elekironik.

16, Keputusan Kalue Mahkamah Agung Nonor
207KMASSK HIZIN/Z023  lenlang Pelunjuk
Takms Administrasi Pendajuan Lipaya Hukum
dan Parsidangan Kasas dan FPeniniguan Kembsli
h Mahkamsh Agung Secara Elekironic

19, Peraluian Sakmlaas Makkamah Agung Momor
003 Tabn 2012 tentang Fadoman PaniuSuna
Stander Operasionsl di Lingkungsn Mahkanah
Agung dan Badan Peradilan vang Bersda
dibewehmye.

20. Suwat Diredttar Jenderal Badan Peradilan LUmom
homor 3TAHUILYPS.M2020 hal Persidangan
Pariara Pidans Secora Taleconisrence.

21, Kapulusan Dirsktur Jendaral Badan Pervadilan
Umim  Nomar  1060DNSEK T AVIZ025
tentang Pernubaham Kepuiusan Direkiur Jandenal
Badan Peraditan Urusm Momor
1140 JURSK. HA1 . 53024 tertang Pembarean
Padoman Standar Palayanen Terpacy Satu P
(FTSP} padla Pengadiian Tinggk dan Pengadilan
MNegedi |

1. Bwrat Permwohonan Perncabutan Peninjauan

Kembali
2. Surat Kuasa Jika ada

1. Petugas mencrima  dan memerksa |

permehonan Pencabutan  Peninjauan
Kembali

2, Panmud mencliti permobonan pencabutan
Penimgavain Kembali

A 3iaf membust konsep akea pencabitan
Petdrgasen Kembali

4. Paonnud korcksi dan parel ekta Peninjauan
Kembali

5. Panitera penandatanganan aktsa
pencabutan Penitjanan Kembali bersama
pemnolon

6. Petugas menyerahkan alta  pertvataan
pencabuten permohonan kazasi Repada
pemobon

7. Btal me ngiving akia pencabutan
permchonan  Feninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung RT

%, EBiaf mengimput pertyvataan  Peninjzuan
Kembali kedalam SIPP dan mencaiat dalam
HEginter

9. Panmud Mengarsiphan akia petnvatasn
pencabitan permahnnan kasasi

| & Jam
| Tidak dipungut biaya

Akta Pencabutan Permehooan Feningauan
Eerobeah Pxlang
1. Melalui aplikasi SIWAS -
wiver. siwas mahlkamahagung go.id
2. Melalui Webaile Penpadilan Negeri Brebes -
oy, pi-bre bes, po.id



- Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri
Brebes - 0283671706

. Melalui nomor WA Pengadilan Nege
Drebes - 0853645840588

- Melalui emadl Pengadilan Nepsti Brebes -
pn. brebesivahoo.com




 No
1.

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA FIDANA PEMILY

_ Eomponsn
Dasar Hokum

Uraian

' 1. Undang.Undang Nomor 49 Tahun 2009 tapang |

Papubatizn Kedua ates UndangUndang Memer 2
Tahun 12685 lentang Peradiian Unom,

2. Undang-Undang Nomaor 45 Tahun 2009 entang
Kekuazan Kahakinan,

3. Undang-Undang Momor 1 Tahon 2023 tentang Kitsh
Undang-Undang Hukum Pidana,

4, Undang-Undang Momor 20 Tahun 2025 Lendang
Kitah ndang-Undang Hukum Acara Fidana.

E. Undang-Undang Memaor 1 Tabun 2028 terdang
Fenvesuaian Fidana.

&. Persiuwran Mahkamah Agung Hamaor 7 Tahu 25
tenlang Crganisasi dan Tata Kena Wepaniteraan dan
Kesakretanatan Fengadian sebagaimana tadah
beberaps kali diubsh terakhic dengan Peraluran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 berdang
Forubshan Weenam stas Paraturan Mahkamah
Augiang Momor 7 Tahun 2015 temteng Organisasi dan
Tala Kana Kepankarasn dan  Keseknstanatan
Fengadiian.

7. Perzluran Mahkamah Agung Momor 4 Tahon 2020
temtang Adminisirasl dan Persidangen Perkara
Fidana d Pengadian Secara Eleidmni
sebagamany  telah  dwbah dengan Peraburan
Marwamah Agung Nomor & Tahun 2022 tentang
Ferubahan Alas Pacalurzn Mahkamah  Agung
Hermor 4 Tahun 2020 tentang Administras) dan
Fersidengan Ferkara Pidana o Fengacdilan Secara
Elaktronik

£. Persturan Mantan Pandayagunasn Aparatur Negara
don Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tobuh 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Oparasonst
Frosadur Adminisirasi Pamenntahan.

8. Peraluran Menten Pandayagunsan Aoaratur Negara
dan Raforrmasi Binokrast Momor 15 Tahon 2014
tentang Pedoman Slandar Palayanan,

10, Siwal Edaran Mahkamsh Agung Named 1 Tahun
2026 emang FPemberatuan Fumusan Hasil Rapst
Fleno Komar Mahkamsh Agung Tahun 2025
Sebapgai Pedoman Pelaksenzan Tugas Bagi
Paogadilan.

11, Swat Edaran Mahkamah Agung Momor 1 Tabun
202¢ laplang Padorman Implermemissi KUHP 2023
dan KUHAP 2025,

12. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Momar
O2GAMMASSEAVZ0NZ fenteng Slandar Palayanan
FPerodian

13, Kapulusan Katua Mahkamah 2ping Nomor 265
Tahun 2022 tentang Patunjuk Teknis Administeasi |
tan Persicingan Parkarma Pldana i Pangadilan
Secara Elkirenik,

14 Pesaturan Sekretans Mahkamah Agung Momor 002
Tahun 2012 fantang Pedoman Penyusunan Slandar
Oparasional di Linglungan Mahkamah Agung dsn
Badan Paraddan yang Bareda dibawahnya.

15, Kepuiusan Dircklur  Janderal Badar Peradian
Umum MNomor 106RDANSK. T 1AVI2025 tamang
Ferubahan Kepulusan Dirskiur Jenderd Badan



2.

3. | Sizstem, Mekanisme dan

' Persyaratan

Proscdur

Jangka Waktu
| Pelayanan
| Blayva/ Tarit
| Produk Pelayanan

[ 1

Peradian Urnaam Momor
TATILVSK HA 1 1142024 tendang  Pambaryan
Padoman Standar Palayanan Tampadu Satu Pimu
(FTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan |

Meagen.

. Akun e-berpadu Perantut Uranm

2. Softcopy berkas perkara
| 3. Bendel berkas perkara
1. Petugas menerima bericas perkara
2, Panmud menslil kelesghkapan bercas perkarz
. berroasudk harang buldi
3. Sl input SIFP dan penomoran perkara, psocatatan
dalam register
. Panmud menycrghhan berkas perkara yang sudah
tengkap
B, EPN melakulan Penuninkan Makebs Haldm
. Panilers  medakukan  penumjukan paniters
PenggantiPH
7. Stal peteatatsn penunjulan Haldm dan PP ke dalam
Buly register
#.  Stel menyerahlkan berias perkara kepada majclis
Hakim untuk dibuat penetapan hab sidang
Y. Hakim mcmbuat penectapan harls aidang dan
penabanan jika ada
L0, Pandters Pempganti mensrima berkeas perkara dari
Halim dan mengrim pesstapan lkepada stal untk
dikiritn ke PU dan dicatat kedalam register induk
11. Hakim melakulean proses persldangan
LZ. Paniters Pengganti menjusun Berita Acara lengkap
untuk peuyagunen polusan
13. Hakim mengadaken sidang pengucapan putisan
magelis
14. Paniteta Pergganti membuoat petlkan putysan
1% Panmud menyampallan  petkan dan saliten
putuzan  keparda  PFenvidik, JPU, Terdalowa,
KEFU/KPUD dan Lagas
15, Panitera Pengganti menyerahkan berkcaz
peTleara s M inutas
17, Hakin menginpuat amar dan  tangal potusan
kedalam SIFF
LE. Fanitera Pengganth treenginpit pertimbangan holagm
dan ¢-0OC kedalam SIPP
1%, Fanmud mengihpul tanggal minntasi pada SIPP
dalam registar maneal
20, Panmud Mykum menerima berkeas perkcara tersshu,
dari Fanmud Fidane votyk diarsiplkan.
25 Har

| Tidek dipungut biaya
Tarda Tertma bulkt pelimpshan perkcare

Penanganan Pengaduan 1.

dan Saren

2.
4.

o

Melaltii aplikasi STWAS -

wrw_sneas mahkamahagune o0

Melalui Website Penpadilany Negeri Erebes -

W ot bk poGid

Melalui nemor telpon Pengadilan Negerd Brebes
23571708

Melalui homor Wa Pengadilan Negeri Brebes -
ORS6-1SR40958

Melalud emneail Pengadilan Negeri Brebes -
pn.brebesiiyahoo.com




STANDAR PELAYANAN FPERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJUAUN

No I Komponan
1. | Drasar Hubkum

KEMBALI

Uradan

|1 Undang-lindang Nomor 49 Tahun 2009 tertang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nonwor 2
Tahun 1956 emang Peradian Umum.

2, Undang- mdang Nomir 48 Tahun 2009 tentang

Kakuasan Kehakiman.

3. Undang-Undang Momaor 11 Tahun 2017 testang

Sizdem Pargdiden Pidana Anak,

4, Undang-Undsng Momar 1 Tahoh 2023 temiang

Kilab Ursiarg-Undang Hulum Pidana,

5. Undang- ndang Nomcor 20 Tahun 2025 ientang

Kilab Undary-Undang Hukom Acara Pldana,

8. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2028 tentang

Peryesuaian Fidana

T, Paraturan Pamerintah Momkw 65 Tabun 2015

tenlang Pedoman Pakksanaen Diversi dan

Penanganen Anak yang belum Bansmur 12 (dua
balas) Tahun.

8. Paratran Mahkamah Agung Momor 4 Tahun

2014 terdang Pedoman Petabsanaan Diversh
Dalam ‘Sictern Peradilan Pidana Anak.

9. Pergturan Mahkamah Agung Momor 7 Tabun

2015 tenlang Orgenisasi dan Tata  Kenja
Fepankeraan dan Kasskretaistan Pangadien
sabagamana talah beberapa kali diotah terakhjr
dengan Feraluran Mablamah Agung Momor 1
Tahun 2025 fonteng Perubahan Kesnam atas
FPeraturan Mahkamah Agung Homot 7 Tahun
2015 tanlang Omanisasi $an Tata Kega
Kepanikeraan dan Kesakrstaniatan Pengadilan.

10. Paratiran Mahkamah Agung Homor 4 Tahun
2020 tenang Administras den  Persidangan
Parkeva Fidana i Pengadilan Secara Elakironik
sabagamona telah dubab dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 8 Tabun 2022 temang
Parubahan Atas Peraluran Mahkamah Agung
Mowmor 4 Tahen 28020 lardang Administrasi dan
Parsidsngasn Perkara Pidana di Papgadidan
Secara Elektronil,

11. Paraturan Menian Pendayannasn  Apacatur
Neara dan Refarmas) Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tertang Pademan Penyusunan Standar
Cparasional Progedur Al siras)
Pameiniahan,

12. Paratoran  Menken  Pendayagunasn  Aparsiur
hNegerz dan Raformas Birkrasi Mormor 15 Tahun
2014 tenleng Pedoman Standar Pegayasan.

13. Surat Edaran Mahkamash Agung Nomor 2 Tahun
2014  leptang Penyslesalan  Porkaie  di
Panpaditan Tingkat Pertama dan Tingkal BEanding
pada 4 jempat) Lingkungan Paradilan,

14. Surat Edaran Mahkamah Agung Momor 4 Tahun
2016 tentang Pemberiakuan Rumusan Masi
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2016 Sebagai Fedoman Pelskesnaan Tugas Bag|
Pangadilan.

15 Kagulusan Heluz Mahkamah Agung Nomor
EMAMMAEHAY200E  tentang  Peambedakuan



Buku Il iantang Padoman Peslaksanaan Tugas
dan Adewinishasi Peradilan.

16. Kepulusan  Katua Mebkamab Agung Hormdr
026KMASKIIN2012 tenlang Standar Paelayanan
Peradian.

17. Hepulusan Ketua Mabkamah Agung Momor 2-
14K MASKATIA22 teriang Standar
Palayanan Informasi Publik o Pangedilan,

I 18, Keputusan Hetua Mahkamah Agung MNomor 3585
Tahun 2022 tantang Patunuk Teknls Administrast
dan Pergidangan Perkara Fidana di Pangaditan
Secara Elekironik.

19, Pergturan Gekretars Mahkamah Agug Honeor
{02 Tahtn 2012 tentang Pedoman Penyuysunan |
Stahdar Oparasional di Lingkungan Mahkamah |
Agund dan Badan Pamdilan yang Berada
dibmuahrya.

| 20, Surat Direkiur Jendaral Badan Peradilan Umurn |
Nomos 37T0JUFS.00/3/2020 hal Parsidangan
Parkara Pilana Secara Talaconhnancs,

21, Kepuiusan Diebtur Jendersl Badsn Peracilan |

| Lmum  MNomor  180DIVSK T AA1F2025

‘ {entang Porubahan Kepulusan Direklur Jendersa)

[

[

|

Badan Fearadian Imum Momor
114DISE H1 11172024 tentang Pambaruen
Padoman Standsr Palsyanan Tarpadu Sahy Pinto
(FTSP) pada Pangadilan Tinggi dan Pengadilan
| _ Magen,
2.  Fersyaratan | 1. Burat permohonan peninjavan Kembali
2, Putusan  vaog dimohonksn Peninjavan |
Kembali
3 ZBurat kuasa jika ada
| ] | 4. Memon Peninjauan Kembali
3. Sistem, Mekanisme dan 1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa |
Prodedur Femahon FKE dan Feleas Pmberitabugn 1si
Putugan Kasasi
2. Petugas PISF menyiapkan Ak Pernyataan
FE dan Akta Penverahan Memon PH untuk
| ditanda tangen! okh Kuase Pemohon PK
3. Petugas FTSF menyerablan Alta Pemvataan
| TK dan Akia Penyerahun Menor! FK kepada,
Fanitera untuk i tanda tangani Jdan
diserahkan kembali ke Kuasa Pemobon PK
4. Petugas PTSP menginpat tanggal pernorataan,
PE dan Penyverahan Memori PE ke dalam
SIPF
5. Fenitera Muda Pidana menunuk Staf Pidana
untuk memproses Perkata PK teraehuar
& Saf Perdata myelaleyyboam Proacs |
Pemberitahuwan PE, Memori PE Jdan Kantma
Meowpri PK kepada Para Fibak
7. Stal Pidana menyiapkan Berkas Prrisata .
tersebut untuk dikitim ke Mahkamah Agung |

. | RI
3. | Jengka Waktn Pelayanan | §Jam S
5. | Biaya /Tarf | Tidak dipungut Baya
6. | Produk Pelavanan | Akta Prrmohonen Upava Hukum PK
7. B

Prnanganar Pengaduain | 1. Mclalui aplikasi SIWAS - - i
clail Suran waw siwas mahkamahopurg o ki _
2. Melahd Website Pengadilan Heperi Brebes -

Www. pn-bre be s, @0 id



. Melalui nomor telpon Pergandilan Negerl
Brebes : 0233-67 1706

. Melalyi nomer WA Pengadilan Negesi
Brebea - 083045640388

. Melahii emeil Pengadilan MNegeri Brabes -
n.brebesiivahoo.com




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PRERALTHAN PENAHANAN SECARA
ELEETRONIK

| No HKomponan ] Trminn

| 1. | Dasar Hulbam 1. Urgang Unekang Momor 49 Tahun 2008 tentang |
Fanubahan Kedus alas Undang-Limiang Nomor 2
Tahun 1986 tantang FPearad/ian Umum.

2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang
Eakussar Kahekimeah.

3. Undang-Undang MNomar 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Lindeng-Undang Hukum Fidana.

4. Undtang-Undang Nomar 20 Tabun 2025 tenlzing
Kilab Lindandg-Undang Hukom Acara Pidana.

5. UndangLindang Momar 1 Tahun 2026 feniang
Peryesusian Pidanay.

8. Paraturan Mahkamah Agung Momgr 7 Tahun
2015 temang Omgankassi dan Tata Herna
Kepankersaan dan Kesekmtadalan Pangadion
sebagaimana tadah bobarapa kali diubah tarskhiy
dengan Peraturan Mahkarmsah Agung Homor 1

[ Tahun 2025 tentang Ferubahan Kesnam atas

- Paratwan Mahkamsh Agung Momor 7 Tehun

2015 temtang Owganisasi dan Tata Kara
Fepaniteraan dan Kesaketanatan Pengaditan.

7. Peraturan Mahkemash Agung Nomor 4 Tahun
2020 tentang Adminisbrast dan Fersidangan
Perkara Pidana i Pengaditan Secara Elakironik
sahagaimana kah diabsh dangan FParatucan
Mabkamah Agung Homeor B Tahun 2022 terlang
Farubahan Atas Perdlumn Mahkamah Agung
Homor 4 Tanun 2020 1entang Adminkghrasi dan
FParsidangan Perra Pidana di  Pangadilan
Secaa Elkironic

g Pargbwan Merdedi Pendaysgunaan  Apacalur
Negara dan Raformasl Birokirasi Normaor 35 Tahun
2012 temang Pedonwn Penyusunsn Standar
Oparasional Prosedur Adoistrast
FPemaririshan.

9. Pamsturan Merderi Pendayagunaan  Aparaiur
Megara dan Raformasd Binokrasi Momor 15 Tahun
2014 tantang Padoman Standar Patayanan,

10. Surzt Edaran Mahkarnah Aguig Momor 1 Tahun
2025 tendong Pemberakuan Rumusan Haed
Repal Plena Kamar Mahkamah Agung Tahun
2025 Sebagai Fedoman Pelaksanaan Tugas Bagl
Pengadilan.

11. Surat Edaran Mahkanah Agung Nomor 1 Tahun

[ 2026 tentang Padoman Implemantasi KLHE 2023

| don HUHAFR 2025,

| 12. Kepiusan Ketya Mahkamsh Agung  Momor

| DZEMMASSKAL201Z tantang Standar Pelsyanan
Femadilan.

13, Keputusan Ketis Mabkamah Agung Momor 385
Tabwn 2022 tentang Pelunpk Taknls Adminisiresi
dan Femsidangan Parkora Pidana di Pengadilan
Secara Elkldmnik.

| 14, Pargluran Sekretaris Mabkamah Agung Namor

| 002 Tahun 2012 teptang Pedorman Panyusunan

Slandar Operasional & Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Barady

hbanradinya,



| Persvaratan
Sistem, Mekanisme dan
Frosedur

[

| Jangka Wakiu Pelavanan
| Biava/ Taxif
Froduk Pelayanan
Penangatan Pengaduan
dan Saran

sl

L B b |t

=

h Ln

| 15, Kegutusan Dielur Jenderal Badan Peradilan |

Limurn  Momor HEWDASK. T 1A112025
tantang Perubahan Kepulusan Dirakiur Jandisis)
Badan Paracklan Unium MNomor
T14DJURSK HMY 11172024 temang Fembaruen
Pedoman Standar Palayanan Terpacu Satu Pinta
(FTSP) pada Pengadilan Tinga den Pangadilan
Nageri

Akun E-Berpadu

Femohon megakses K Derpadn

Pemohon Mengisi dan formular

Fetugas/Fanitera Mmda menerima dan

melakukan ventilas permohonan

Fanmud mmemstruskan surat pommucivorun

Paliban penahanan

Panitets membai izin peralihan penghanan

Majelts Hakim/ Hakim menandatangani dan

membaca penetapan peralihan pembhan

Ftnahanan

Fetugas mengnplkoad kembali ke E Berpadu

dan menyerahkan penetapan

peralihan/ penangguhan penzhanan

kepada pemohon

& Jam
. Tidak dipungut biava

Penetapan Peralihan Penghanan

1.
2,

3

Melalui aplilcasi STWAS -

wwwL siwes. o ahkamahagsng, oo, id

Metalui Website Pengadilan Nogerl Brebes -
www.in-brebes. go.id

Melalui nowor i¢lpon Pengadilan Negeni
Brebes | 0283671796

Melalul ngmdry WA Pengadilan Negeri
Brebes - 085645830858

Melalui email Pengadilan Meger Brebes -

__pn.brebes@vahoo.com



Mo
1.

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PRAFERADILAR SECARA
ELEXTRONIK / E-BERPADU

| Eomponen
Dasay Hulouim

10.

1t

12

12,

14.

15.

Urainn

. UndangUndang Nomor 49 Tshun 2000 feriang |

Pernjbahan Kedua slas Undarg-Lndang Momor 2
Tahun 1965 terang Paradilan Lhinam. '
Undang-Undang Homor 48 Tahun 2309 erdang |
Kakuasan Kebakimzn_

Undarg-Undang Memar 1 Tahun 2023 terlang Kitab
Unwlavg-Unrdang Hukumn Pidana

Lindang-Lndang Momaor 20 Tahun 2025 tertang Kitsh
Lnickast)- Ui chanvy Hukum Acera Pidana,
Undang-Undang Momor 1 Talwn 2026 ienlang |
Pamyesuaian Pidana.

Paraturan Mahkamah Agung Momor 7 Tahun 2015
tentang Crganisasi dan Taia Kara Kepanieraan dan
Kesslretanatan Pengadilan sebsgaimana  telsh
beberspa kali diubah lerpkhic dengmn Parstucan
Mahkamsh Agung Momor 1 Tashun 2025 forteng |
Ferubahan Keanam atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Chrgandsast dan Tata
Karnja Kepanilaragn dan Kesakrelaiatan Pangadian.
Fersturan Mahicamah Agung Nomor 4 Tahue 2020
1entarg Adminishas den Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan 3ecara Elekironik sebagaimana tetsh
dibah dengan Peraiuran Mahkamah Agung Momor 8
Tahun 2022 terlang Perobahan Atax Fengharsn
Mahkarmah Agung Momor 4 Toehon 2020 iartang |
Adminisirasi dan Persldangan Perkara Pidana di |
Fangadian Secara Eklni;

Feraturgn Mameri Fendayagunaan Aparaiur Hegara
dan Relomasi Brgkrasi Momor 25 Tabun 2042
lentang Pedoman Ferwusunan Stander Oparasions]
Prasadur Administrast Pamarintahan.

Fexaburan Memeri Fendayagunaan Aparsiur Hegara
dan Reformasi Birckrast Momes 15 Tabun 2094
terdady) Pedoman Siancher Peloyanan.

Sural Edaran Mabkamah Agung Momor 1 Tahun 2025
tentang Fembertakuan Rumisan Hasl Rapal Fleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagal
Pedoman Pelaksanasn Tuges Bagi Pergaditan.

Sural Edaran Mabkamah Agung Momor 1 Tabun 2006
termang Padoman Implamertasi KUHP 2023 dan
KUHAP 2025,

Kepulusan  Kelua Mahkamah Sy Nomor
U2eHMASKIAEHMZ  tendang Standar Pelayanan
Pearadilan,

Meputuzan Kelua Mahkamsh Agung Momor 365
Tahur 2022 tentang Pedunjuk Taknis Adrminisirasi dan
Farsangan Packara Pidana & Pengailan Secaia
Etaktronik.

Peraluran Sekretaris Mahkamah Aqung Nomoe 002
Tahun 2012 tentang Padoman Penyusunan Standar
Operesicnal i Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada dibawahmya,
tepulusan Direkiur Jandacal Badan Peradilan Limum
Mamar 108WDLILNSE T 1A 112025 Bniang
Pambahan Kepatusan Direkiur Janderal Badan
Paradilan Urnum Nomor 114/0DJ0FSK . HM1. 1, 1/152024 |
tentang Pambaruan Pedoman Standar Pelayanan |



£

il

| Persyaratan

| Ristem, Mekanisme

dan Prosedur

: i-.la.ngka Waktu

Pelayanan

Blma,.’Tanf
Produk Pelay anan

. | Penanganan

| Pengaduan dan
| Saran

ok

ol ol o

Tamadu Satu Pintu {PTSP) pada Pengadian Tinggl
dan Pangadilan Nagan

Alsun Berpadu

Softcopy berkas

Hofteopry surat kuasa

Softcopy permohonan praperadilan

Pemohon mengakses « Berpadu

Mengisi data dan fomulic

Prtugas mendovwndoad Jdan menerima bekas

perusherian praperadilan
Fanitera Muda melakukan verifikasi

- Ponmnd menelit kedengkapan permolonhan pra,

peradilan dan membuat (andaterims

| 1 Jam

Tidek dipungut biaya

Suraet tanda terima Ptrmnhﬁnan Fraperadilan

1

2.
[ 3.
%,

5.

. Medalui aplikasi STWAS -

wany. sivwas. mahkarmahapang go.ld

Melalui Wobsite Pengadilan Negerd Brebes -
www. pn-brebes. go.id

Melalui nomor telpon fengadilan Megeti Brehes
0283-671790

Melaloi nonor WA Peagadilan Negen Brebea -
DBS6455408588

Melalui emadl Pengadilan Negéri Brebes -

pn. brebesmvahoo.com




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUETM BANDING PEMILY

No Eoinponoen _ Uradan _

1. | Dagar Hulkuin 1. Undang-Lindang Momar 48 Tahin 2008 =niang
Parubahan Kedua atas Undang-Lindang Moo 2

Tahua 193¢ tentang Peradilan Uhoum.
2. Undang-Undang Momar 48 Talun 2009 faniang

| Kekuasan Kahakiman,

| 3. Undang-Undang Momer 1 Tahun 2023 fankang

Eltab Dedang-Undeng Hukum Pidana.

4. Undang-Undang NHomor 20 Tahun 2025 18nkang
Kitab Undang-UIndsng Hukum Acara Fidana,

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2028 taniang
FParweauaian Pidana.

%. Peraluran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahon
2095 terdang Organisasi dan Tails  Kefa
Kepardlaraan dan Kesskretariatan Pendgedilan
sebwafaimana ialah babarapa koli dubah tevakiar
dangan Pamaturan Mahkamah Agung MNomor 1
Tahun 2025 lentang Perubahon Keeram alas
Paraluren Mahkamsh Aguag MHomor 7 Tahun
2M5 temang Organisasi dan Tala Kena
Kepanitersan dan Kasskraionatan Pangacilan.

7. Paraluran Mahkamsh Agung Momor 4 Tahion
205 1entang Adminisiras den  Persidangan
Parkara Pidata di Pengadilan Secara Elkekbront
sehagamana islah diubah dengan Peraluran
Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2022 Bntang
Perubahan Alas Persturan Mabkamah Agung
Homix 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Fersifangan Perkara Pidana di Pengadian
Secara Elekiranik.

8. Perglurgn  Merded Fendayagunasn  Aparatr
Hegara dan Reformasi Biobrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Fedoman Papyusunan Standar
{Operasional Progedur Adminksirasi
FPernanntahan.

9. Peraturan Morted Fendayagunaan  Aparsshr
Hegera dan Refermasi Binokrasi Homor 16 Tahuan
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

10. Surat E¢laran Mahkamah Agung Momor 1 Tahun
2025 terang Permberdskusn Runwsan HasH
Fapal Plens Kamar Mabkamash Agurg Tahon
2024 Sebagal Pedoman Felaksanaan Tugas Bagi
Fengadilan,

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Momor 1 Talun
2026 tentang Padomen Implamanas KUHP 2023
dan KUHAP 2025,

12 Keputusarr Ketuz Mahkamah Agung MNomor

028K MASSKIN20 92 tamdang Standar Pelayansn
Peradian.

13 Kapubesan Kelue Mahkameh Agung Nomor 365
Tahun 2022 tentang Pelunjuk Takniz Adminisirasi
dan Persidangan Perlcara Pidena d Pengadilan
Sacara Blekimnik.

14, Peraturan Sakretaris Mahkamsh Agung Momor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyutunan
Slenda Cperasional d Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan vang Berada

| ibrwrahiny 3.



| 4,

| &,
.

=

= Perayvaratan

| Sistem, Mekanisme dan

Frozedur

| Jangka Waliy

| Pelayanan
Blma 'Tarif
F‘mﬂ_uk Pelayanan

| Penanganan Pengaduan

fdanSa.mn

TN FITEIE T

| 15, Kaputusan Dwektur Jenderal Badan Peradilan |

Unwm  Nomor  106KDAVSK. T 4AVI2025
tentary Perubahen Kaputean Dirsgiur Jandasl
Badan Paradd an Urnum MNomor
T14DIURSK HMY 11172024 teniang Fembaruasn |
Fedoman Standar Pelayanan Terpady Satu Pintu |
(FTEP] pada Pengadilan Tingg dan Pengaditan
MNegeri.

. Burat permohgnan banding

Berkas perkars pibisan

. Jurat kuasa jika ada

- Tenpgang waldu 3 honi kega setelah putusan

Petugas menerima perohonan Bamling '

staf membuar akes pernyataan Banding

Panmud mengkoreksl dan memparaf akta

Panitera menandatangeni Alkta Pernyatsan

Banding

3_ Btaf input data permohonat; banding di SLPP
dan dicatat dalam reglater

' 1 Hari Kera

' Tidek dipungut biaya

1. Burat tanda terima permoheran banding
A Menar/ Kontra Banding
3. Akta tanda terima mierrorni )/ konima banding

1. Melalui aplikasi STWAS -

www. sina s mahkamahapung . go.id

1. Melalui Website Pengadilan Neperi Biebes -

www.pn-brebes.po.id

3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negedd
Brebes @ 0283-67 1796

4. Melalwi romor WA Pengadilan Negerd BErehes
- 08504580888

5. Melalui email Pengadlan Negeri Prebes -
pu.brebesivahoo.com



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKOM BANDING

| Wo | Komponen ! Uralan .

1. | Dasar Hukom 1. Umiang-Undang Nomor 40 Talwn 2000
ttntang Perubahsn Kedua atas Dodang-
Undang Nomor 2 Tahuon 1986 tcntang
Peradilan Urkaum,

2. Undang-Undaung Homor 48 Tahun 2009
tentang Kekoasan Kehakiman,

J. Undang-Undang bNomor 1 Tahun 023
tentang Kitab Undang-Undang Hokum
tidana.

| 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentane  Kitab Undeng-Undang Hukum
Acarg Pldana,

. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2036

tentang Penyrsuaian Pidena,

| 6. Peratmran Mahlamah Ageng Homaor 7 Tahun

| 2015 tentang Organisasi dan Tata Kexa

Eepardberaan dan Ecaelretarialan
frogadilan sebagsmmany telah beberapa kall
diubah tergkhir dengan Persturan
Mahkamah Apung Notaor 1 Tahun 2025
tentang Ferubohan Keenatn atas Persfuran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tabun 3015
tentang  Ocrganisasi dan  Tae Keda
Krpaniteraan dan Eeseboretariaton
Pengadilan.

T. Peratyran Mahkamah Agung Nomar 4 Tahun
2020 tentang Adminisirasi dan Persidanpan
Perkata Pidans di Pengoedilan  Secara
Elektrondk  schagaimanc  telabh diubsh
dengan Peraturan Mahkamah Agang Nogoer
4 Tahun 2022 tenlang Perubalun Atas
Teratucan Mahkamah Agung Homer 4 Tahun
2020 tentang Administrasi dan Fersidangan
Ferkara Fidana di Pengedilan Secars
Eltitronik.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Hegara dan Reformasl Bimbrasi Nomor 35
Tahun 2012 wentang Pedoman Penyusonan
Standar Operasional Proacdur Administrasi
Pemetintahan,

9. Peraturan Menteri Pendayaganaan Aparstur
MNegara dan Peformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Ielayanan.

10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2025 tentang  Pemberlakuan
FEumusan Hasil ERapat Pleno Kamar |
Mahkamah Agung ‘Tahun 2025 Sebagal |
Pedoman  Felaksansan  Tugas  Bagi |
Penpgadilan, I

11.8urat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1|
Talut 2026 tentang Pedomen Trplamentasi
KITHP 2323 dan KUHAP 2025,

12 Keputigsn Ketna Mehkamah Agung Nomor
026 HMASSK L2012 tentang Standar
FPelayonan Peradilan.

13- Keputusen EKctua Mahkamah Agung Nomer

I J65 Tabum: 2022 tentang Petunjuk Teknis

, Adminisirasl <un Persidangan Perkara

Fidans di Pengoadilan Secars Elektionik,
19.Peraturan  Zekretatls Mahkamah  Agung
Nomor (K32 Tahun 2012 tentang Pedomen
Peryusunan Standar  Opermsional  di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan vang Berada dibawahnya.



| 15.  FKeputusan Dircktur Jenderal Badan

R Persyaratan
| !

| 3. | Bistem, Mekanisme dan
Prosedut

G

S e

g B

@ h o

Feradilan mum Momwor
10600 FSK T 1 VI 20025 tentang
Perubalmn  Keputnssn Direktar Jenderal
Bavdan Feradilan Umiam Momor
114/ DJUYSK HM1.1.1/1/2024 beTitang

Pembaruat Pedoman Standar Pelayanen
Terpadu Satu Pintu {PTSP pada Peagadilan
Tinggi dan Pengadilan Neperi.

Akun E-Berpadu

Surat permohongn Banding

Futnzan yang dimohonkan Baoding

Sumt kuacsa jilka ada

Memori fXontra Banding

Femohon menginput permohonan banding
via e-berpadn

Fetugas menerima petmohonmn Banding
Staf membual akta pervyataan Banding
Panmud mengkoreksi dan noeinparal akin
Farniteta menandatangami Akia Pernyatasn
Banding

Staf input data permohonan banding di STPP
da dicatat dalam register

4. | Janpka Waktu "1 Hari

dan Saren

| Tidak dipungut biaya
4. | Produk Pelayanan | L.

. | 2.
7. | Penanganan Pengaduean | 1.

2,
3.

Surat Tands terima Permobonan Banding
Surat tanda terima Memon /Kontra Banding |
Melalui aplikasi SIWAS -

wivw. siwas mahkamahapung, go.id

Melolui W ebsite Pengadilan Mogeri Erebes -
www. in-brebes. go.id

Melalui nomor elpen Pengadilan Negesi
Brebes : DI83-67 1790

4, Melalui pomor WA Pengedilan Negeri Brebes
5.

- OASGASH4DIER
Melalwi ¢ioail Prngadilan Negeri Brebes -
pn.brebesiivahoo.com



ETARDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HURKUM KASASI

| Na | Eompaonen

1. Dasar Hukum

[1.

10

11.

12

13

Uraian
Undang-Uindang Namor 4% Tahun 2009 entang |
Farubahan Kedua alas Undang-Undang fomor 2
Tahun 1988 temang Persdilan Limnam.
Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tantang
Kehuasan Kahakiman.
Ungang-Undang MNomor 1 Tahun 2023 terdang
Kitab Undang-Undang Hukum Piiana.
Undang-Undang Homor 20 Tahun 2025 tartang
Kitaty Undang-Undang Hukum Acams Pidana,
Ungdang-Undang Momor 1 Tahun 2026 tentang
Periyesunian Pidana.
Peraluran Mahkamah Aguyg MNarmor 7 Tahun
2015 tenfang Omanisas dan Tala Kena
Kepaniteraan dan Kesakretaraten Pengadian
sabagaimans telah beberspa kali dubah terakchic
dengan Peraluran Mahkamsh Aqung Momoe 1
Tahun 2025 temtang Parubshan Keenam atas
Parsturan Mahkawmeh Apung Momar 7 Tahun
2015 teadang Orgenigasi dan Tata Kaeija
Képaniteraan dan Kesakralarstan Pendadilan,

. Paratren Mahkarmagh Agung Nomor 4 Tahun

200 tendang Adminisirash dan FPersidangan
Parraca FPidana & Pengadilan Secara Blektronik
ssbagaimana (sah chubah dangan Paratoran
Mahkarnah Agung Momor & Tahun 2022 tentang
Parybahan Alas Parshucan Mabkamsh Agung
MNomor 4 Tahun 2020 tantang Adminisirasl dan
Parsidangan Pediaa Pidana di Pepgadilan
Secara Elaktronk,

Parsturan Mahkamah Agung Momar & Tahun
2022 tardang Administas Pengajuan Lpeyya
Hukurs dan Persidangan Kazasi dan Pann)awen
Kembad di Mahkameah Agung Socara Elskdranik.
Parstwan Merleri Pendaysgunaan  Apacatuy
Megara dan Reformas: Birokraal Nemor 35 Talun
2012 wtang Pedoman Panyusunan Standar

Operagiconal Prosedur Admanistras)
Pemenniahan,
Persiwan Menteri Pendsyagunaan  Apavatur

MNegara dan Reformas Birokiasi Mormor 15 Tahun
2014 1arang Pedornan Stanct: Palavanan
Surat Edaran Mahkarmah Agung Momer 3 Tahun
1938 Leniang Penyaissalan Parkaca.

Surat Edaran Mahkamah Agung Momor 14 Tahun
2010 fendsng Dokumen Bektronk  Sebagsi
Kalengkapan  Permohonan  Kasasi  dan
Pemnjeuan Kembali sebagpimana telah diubeh
dengan Swiat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Talwn 2014 fentang Perubahan Surat Cdaran
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 eriang
Dokursn  Elkbrond  Sebagal  Kelkenghkapan
Permchonan Kasash dan Peninaoan Kembali
Surat Edaran Mahkarash Agung Momor 2 Tahun
2014 lentang Fenyslesalan  Perdara  db
Pengadilen Tingkat Partama dan Tingkat Banding
pada 4 {smpat) Lingkungan Feredien.

| 14. urat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2025 fantang Pamberakyan Rurusan Hasil



2, | Persvaratan

Rapat Pleno Kamar Mahkameh Agung Tahun
2025 Sebagai Padorman Pelaksanaan Tugas Bagh
Pevegadilon,

15. Sural Edaran Mahkamah Agung Nomor t Tahun
2026 wntang Fedoman fmplamentasi KUHP 2023
dan KUHAR 2025.

16, Kepulusan Helua Mahkarnah Agung Memor 2-
144 MASS KA L2022 WG Standar
Pelayanen Informasl Publik of Pengaddan. |

17, Kapilusan Ketua Mahkamah Agun) Nommer 365
Tahun 2022 tentang Pedunul Teknks Administrasi
#4an Pergdangan Perkara Pidana & Pangadilan
Secara Elakbrondk,

18 Kepulusan Kolua Mahkamah Apung MNamor
SOTHMASK HKZ2LUZ023  terdany  Pelunjuk
Taknig Adminlsirasi Pengapan Upaya Hukurn
dan Parsidangan Kakasi dan Peninjauan Kembali
oi Mahkamah Agung Secaea Elgltonik,

19. Parsturan Sekrsexis Mabkamah Agung Momor
002 Tahun 2012 1entang Padoman Panyusunean
Standar Operasional of Lingkungan Mahkamah
Agung dan Bazdan Feradian yang Berada
dibawahnya.

20, Surat Direidur Jenderml Badan Peradilan Lum
MNomor IFSMDIUPS 00020 hal Pamidangan
Parkara Fidana Sacars Talesconfsmsncs

2. Kspiusan Dirsktur Jenderal Badan Peradilan
Urmwm  MNomer 106D LS. T 4812025
lentang Penbaban Kepoiusan Dirgkiur Jancems
Badan Peradian Urium oy

1 AOJUSH HA1 1. 1012024 tertang Pembanus
Pgdoman Standar Palxyanan Terpack: Satu Pinta
(FTSP] pacla Pengadian Tingg dan Pangadilan
Negei

1. Surat permohonan Kasasi

2. Burat kvasa jika ada

3. Memonl [ Kontra Kasasi

3.  Sistem, Mekanisme dan | 1. Friugas menerima pemiohonan Kasasi

Frosedur

4,  Jangka Waktu
Felayzman

5. Siava/Taril

6. FProduk Pelayanen

7. Penanganan Feﬁgadum
dan Saran

2. S1af membuat skis pernysatasn Kesasi

3. Panmisi  mengkoreksi  dan  memperaf |
Pemyataan Kazaxi

4. Panitera menandalangani Akla Permvatzan
Kasasi

5. B1al input data permobonan banding di 3PP |
de dicatat dalam register |

1 Hari

Tidak dipungut biaya
1. Burat Tanda terima Permohonan Kasaki
2. Burat tanda teritoa Memori/ Kontrs Kagasi

[ 1. Melalui aplikasi SMFAS -

v siwas. mahkamahagung go id

2. Melalui Website Peagadilan Negeri Brehea -
AW, pri-brebes. go.id

& Melelol vomor 2lpon Pengadilan Neperd
Brebes . 0283-87 1706

4. Melalul noaagr WA Foogadilan Negeri Brebes
- BBAS8305588

3, Melalui email Pengadlan Negeri Brebes -
pn.brebesiiyahoo.com



1.

| 2,

STANDAR PELAYANAN FENYELESAIAN PEREARA PIDANA BIARA

Eomponen
| Dasar Hukum

| Persyaratan

10,

11,

12,

13,

14

15.

(DEWASA|

Uralan

Undang-Undang Nomor 4¢ Tabun 2009 tentang

Permbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 934 tentang Peradilen Umum.
Dndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 teutang Kitab
Lindang-Undang Hukurm Pidana

Undang-Undang Homor 20 Tahun 20235 tentang Kital
Undeng- Undeng Hulbum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomoer 1 Tabun 2026 tenlang
Penyesuaian Pidana.

Peraturan Mahkamah Ayung Nomor 7 Tehun 2015
tentang Orgardsasi dan Tata Kerja Eepaniterasn dan
Kesekretariacan  Pengadilan sebagaimans  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Amang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agong
Momor 7 Tehun 2015 tantang Organisasi don Tata
Eerja Kepaniteraan dan Kegslostariatan Pengadilan,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tehun 2020
teniang Administrasi dan Persidangsn Perkara Pidana
di Pengadilan Secarz Ekkuoondk sebapuimana tclah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agnng Momor 3
Tabun 2¢22 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Momor 4 Tabhun 2020 tentang
Administing] dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secada Elsktronik,

Peraiuran Mentern Pendayequnaan Aparaiur Megara dan
Reformasi Bwokrasi Momor 35 Tabun M2 tentang
Padoman Peryusunan Standar Operaszional  Prossdur
Administrast Pemannahan,

Paraiuran Menterd Pendaysqunasn Aparadur Negam dan
Reformnasi Bwokrasi Momor 15 Talun 2014 lentang
Fedorman Sandar Pelayansn,

Sursl Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tabun 2025
tentang Pambanakuan Rumusat Hagil Rap:s Fleano Kamar
Mahkernah Agumg Tabun 2025 Sebagsi Pedoman
Falaksanaan Tugas Bagi Pangaditan.

Surat Edaman Mabkamabh Agung Momor 1 Tabhup 2028
terdang Pedoman mplemeantias KUHP 2023 dan KUHAFR
2025.

Kepubsan Ketua  Mahkamab  Agung Homor
026HMASSEANN2 tartang Slandar Paleyanan Paradian,
HKaputusan Kelua Mahkamah Agung Nomor 265 Tahun 2522
tentang Pelunpk Teknis Adminisirasi don  Persidandgan
Perkars Prdana di Pengadilan Secara Eleldronik.

Paraturan Seknitaris Mahkemah Agung Momor 002 Tahun
2012 foniang Pedoman Panyusunan Stondar Operasional d
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan FParadidan yvang
Barada dibawahnya,

Kepulusan Direkha Janderal Badan Peradilan Uimwm Nomor
TOEWDJSH TH AAA202S tantang Parubahan Keputusan
Direldur Janders) Badan Peradilan Umum  Nomor
114DINSK HW1 1.18/2024 lsnlang Pembanan Pedornan
Standar Palyonan Tepadu Satu Pinu (PTSP pada
Pengadilan Tingal dan Pangadian Nager.

' 1. Akun E-Berpadu

2. Berkes Perhara
3. Tanda Bukti Pelivn pehan Pectarn



| 3. | Gistem, Mekanisme
dan Prossduar

4.  Jangka Wakin
. Peiayanan
5. | Biava/Tarif
6.  FProduk Pelayanan

7. | Penanganan
Perpaduan dan
Baran

1.

10,

1.
12.
13

b4
15,

16,
17.

18.
19,
20,

21.

1.

2,

2

;& W

Fetugas menerima berloas perkara

Fanmud meneliti | kelengkapan  berckas perkara
termasuk berita acara penitipan harang baktd

Stal mengmput data SIPP dsn penomeran perkara,
pencatatan dalatn pegister

Parunid menyerahken berkas perkara vang sudah
kngkap

KPN melakukan penunjukan Mepunjuk majells Halim
Panitera melakuka peauwnjdken Panitera Pengeanti
Staf mencatal penunjiiksm Haldm dan Panicera
Penggantl kedatam bukn egister

Stuf Menyerahkan berkoas perkara kepada majelis
Hakim untuk dibuat penetapan hasi siding

Hakitm membuat penetapan hars sidang dan
renahanan jika ada

Panitera Pengganti menerima berkas perkara «dand
Hakim dan mengirim pereiapan kepada staf vk
dilivirn ke FU dan dicatat kedalan register induk
Hakim memproses persidangan

Panitera Pengganti Menyusan Berita Acara Sideng
Panitera Fenggant menyerahkan Berita acars kengkap
untuk peorusunen putusan

Hakim melaklkan penyusonan konsep putusan
Hakit melaksenakan sidang pengucapan putdsan
majelis

Faniter Penggant membuat petikan putusan

Panmud melakukan penyampalan petkan dan salinna
putusan kepada Penyidik , JPU, Terdakws dan Lapsas
1aking Menpmput amar dan tanggal putusan kedalam
SIFF

Peniterg Penggantl menginput perticbangan hulkum
den e-dac kedalam STPF

Penmud mctiecimg Minutasi porkara dari Pandlers
Penggnonti

Penmud Pidana menyerahkan beikns ke peomud
hukura

| 5 Bulan 2 Hari

| Tidak dipungut Baya

Surat Tandg 1etima Peimohooan Kasasi
Surat tands terima Memordl/ Eontra Kasasi

Melalud aplikasi STWAS -

www, siwas, mahkamahageng, go.id

Melahil Webaite Pengadilan Negeri Brebes - www pn-
brebes.po.id

Melaltli nwrnor telpon Pengadilan Megerl Brebes - 02873
GY1796

Melahul netpor WA Prngadilan Negeri Brebes -

0B854 5890385

. Melalui eraait Pengadilan Megeti Brebes -

pn. brebesiivahoo.com




STANDAR PELATANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA FIDANA ANAK
JIEA t/PAYA DIVERSI BERHASTL

Mo | Kom ponen Ursian .
t. | Bragar Hukum 1. Undang-Undany Homor 49 Tahun 2005 tentang
Parubetian Kedus alas Undang-tindang Homor 2
Tafwin 1585 tentang Paradiian Umu.
2. Undaag-Lindandg Homor 48 Tahun 2809 tentang
Kk easa Fonhakiman.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tantang
Shistem Peradilan Fidana Anak,
4. Undang-Undang Homor 1 Tabun 2023 tentang
Kiab Undargd I Hukurn Pidana,
E. Undang-Lindang MNomor 20 Tahun 2025 teitang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidena,
&, Undang-Lindang Momos 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana.
7. Peraturan Pemesintah Momor 65 Tahun 2015
lentang Padomsan Palaksanaan Dhasi dan
Panarganan &nak yang belum Bemmur 12 {dua
belas) Tahun.
8. Paraturen Mankamah Agung) Nomar 4 Tahun
20%4 lentang Pedoman Pelaksanasn Divers
Datam Sizten Peradlan Pidana Anak.
2. Pergturan Mahkamah Agong Momar 7 Tahun
2015 tentang Organisasl dan Tata Here
Kapanhitersan dan Kesekeladalan Peapgadilan
sehagamana telah bebwrapsa kali diobah $araidir
dengan Feraturan Mahkamah Agung Momor 1
Tahin 2025 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Makkamah Sgung Momor 7 Tehun
2015 tamtang OCrgonksasi dan Tala Herna
Kepankeraan dan Kesekretaristan Pengadilan.
10, Paraturan Mahkamah Agung Homer 4 Tabun
2020 tentang Adminksirasi dan  Persidengan
Parkara Pidana o Fengadilan Secars Elakironik
sabaqaimana telah diubah dengan Peraturan
. Mahkzanah Agung Nomor B Tahun 2022 tardang
' Pandahan Alse Persturan Mahkamah Agung
Momor 4 Tahun 2020 lemang Admnisteasl can
Farsitangan Perkare Pidana o Papgadilan
Satars Elkinonik,

11. Parayuran Mendsd  Pendayagunasn  Aparsiur
Hegara dan Reformasl Birokeasi Nemar 35 Tahun
2012 tenlang Pedoman Penyusunan  Slandar
Opzrasional P s Admindstrasi
Pamenintahan,

12 Paraduran WManler Papdayagunaan  Aparaiur
Magar den Reformas| Birpkras Nomor 15 Tahun
2014 tardany Padoman Standar Pelayaman,

13, Sura Edaran Mahkcamah Agung Namor 2 Tahun
2014 iestang  Pepyelesaian  Pedkara 4
Pangadian Tingkat Petams dan Tingkat Banding
pka 4 (empal) Lingkungan Paradilan.

14 Sural Edaran NMahlkamah Agung Nomaor 4 Tahun
2016 iemang Pembedakuan Rumusan  Hasil
Rapat Pleno Kamnar Mahkamah Agung Tahun
2016 Sebagal Padoman Palskeanaan Tugas Bagl
Pongadian.

15 Keputusan Kelva Mahkamsh Agung Nomor
KMADIZIGHTVI2006  tentang  Pamberialuan



2.

=

' Pergyaratan

Sistem, Mekanisme dan |

Prosediir

Suku Il tertang Padoman Pelaksansan Tugas
dan Adminisbrasi Fersdilan.

16. Keputuzan Kslea Mabkaoh Agung  Momor
D26 MASIAKZMH 2 1entang Standar Pelayanan
Ferachlan,

17. Kepnptusan Kalus Mahkamah Agung Namar 2-
14K MASEA2022 tartang Siandar
Pelayanan Informas Pubik of Pengadilan,

18. Keputusen Ketua Mahkamsh Agung Nomor 385
Tahun 2022 tentang Patunjuk Teknls Adiministras)
fdan Persidanpan Parcara Pidana di Pengadilan
Secara Elakbonik,

19, Pargturan Sekralais Mahkamah Agung Momor
002 Tahien 2012 tantang Pedomen Penyusunan
Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Bedan Peradlan vang Bersda
it awahnya.

20, Surat Dirsldur Jendarml Badan Peradilan Lirign
Nomor 3F3DJUPS.0HY2020 hal Persdangan
Perkara Fidana Secars Teleconierance,

21, Kepulusan Dircktur Jenderal Badan Pscadilan
Lrum  Momar  10800UESE, T 112025
tendang Penubishan Kepulussen Drektur Jandarsl
Badan Paradilan Urnum Momor
T14DIUSK HMA 1 112024 1entang Pambaruan
Padoman Standar Palayanan Terpadu Satu Pinta
(FTEP) pada Pangadilan Tingo dan Pengadilan
Neged. _

. Berkas Perkama

. Tanda bulkti pelirnpahen perkara

Petigas menetima permobonan IHeersi

Perrachoban Diversd disamipaikan ke Sub

Tata Usaba onluk ditakukan Disposisi

Fanmud mengkoreksi dan memparalakta

Panitera menandatangani Akis Permyataan

Banding

5. Swal input data permohonan banding <di

SIFF da dicetat dalam regisier

4. Panmud mernruat bporan Banding

7. KPN menandatangani laporan Banding

2. Panmud mogirim laporan Banding

G JS/JIEF mclakukan pemberitzhuan

petiyatasn Banding

10, Stafl menginput pemberitahvan banding di

SIPP dan di catat di register

11, Stal inenerimy inemorikontre Banding

L2, Staf membuat akis  fanda terims

tetnorif kontra Banding

I3 Panitéta menandatanagni akta penerimaan

ineonori) kontre Banding

14, Sl menglopul penerimaan Remori/kontra

handing ke STPP dan dicatat dalam reglster

15. JE/ISF pemberitabuan dan  penyeraan

memorifkontra bonding serta inpwt relaz
pemberitahnan

LS. Seal mencatat dalam register

L7, Panmud mempelajan berkas perkaca

L8 Panitera menandatangani surat penganiar

prrogiroman berkas Baoding

19, Stal wengirkn berkas Banding

bat i b

el

[ 20, Btaf menginput surit pengantar 4 SIPFP dat |



‘ mencatat dalam eegister

21. Panmd mengaraip berkeas pevieaca Banu:lmg
di simpan di arsip aleHf

4. | Jangks Waltu | 48 Jam
| Pelavanan
= Bm»a ;'TEI.rIi T‘ldak dipungut biayva il
&.  Produk Pelayanen | Surat tanda tenima berkas perkara
7. | Penanganan Pengaduan | L Melalyi aplikasi SIVAS .
dan Saran | www siwae. mahlamahegung. go.id
2. Melalul Wehsite Pengadilan Hegen Brebes -

www. pit-brebes. go.id
| 3. Meladul nomor telpon Fengadilan Negeui |
Brebes | 0283-67 1796
4. Melalul swomor WA Pengedilan Negeri Brebes
= DEIGISHMESE
& Melalui #mail Pengadilan Negeri Brebes - |
| pn.brebesiiyahoo.com



STANDAR FELAYANAN FROSES PENYELESAIAN PERHARA PIDANA ANAK
JTKA UPATA DIVEREI TIDAK BERHASIL

Mo | Eemponen Uralan

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Momor 45 Tahun 2008 fsnlang
FPorubahan Kedua siaz {ndangUndang Homer 2
Tahun 1986 lamieng Peredian Umum,

2. Undarg-Ungang Momor 48 Tahun 2009 1anlang
Kekuasan Kehakimman.

A. Undang-.indang Momaor $1 Tahun 2012 taniang Sigtem
Paradilat Pldana Anak,

4. Undang-Undang Homor 1 Tabun 2023 temang Kitab
UndangLUndang Hikum Pidars.

5. Undang-Undang Normar 20 Tahun 2025 tertang Kikab
Undahg-LUndang Hukum Acara Pidana.

6. Undang-Urdany Momos 1 Tahun 2026 wentang
Parnyesusian Fidana,

7. Paraturan Permedindah Mormer 85 Tahun 2015 tentang
Padoman Falaksanagan Cewacs) dan Penanganan Anak
yang balfur Barumur 12 {dua balas) Tahun.

8. Parsuran Mashkamah Agurg Momor 4 Tabun 2014
teriang Fadoman Palaksansan Diversi Dalam Sistem
Pearadllan Fidana Anak,

9. Feraluran Mahkamsh Agung Nomar 7 Tabun 2015
terrang Organisas dan Tala Kerja Kepanllaraan dan

| Hesekrsiariatan Pengadilan sebagaimana  telah
babsrapa kali diubah ferakhir desngan  Pasaturan

. Mahkamah Agung Momor 1 Tahun 2025 tentapg
Ferubahan Keanam sas Peraturan Mabkamah Agung
Momoe 7 Tehun 201 Stenteng Organisasi dan Tala Kaja
Hepaniteraan dan Kessiratanaian Pangsdian

10, Paraluran Mahlcansh Agung Momor 4 Tahun 2020

| teniang Adminisiresi dan Persidangan Perkara Fidang |
di Pengadian Secara Eiskironlk sshagalmana 1sdah |
diukahy cengan Paraturan Mahkamah Agung Nognor 8
Tabwn 2022 wrtang Ferubahan Atas  Fersturan
Mahkamah Agung Mamor 4 Tahun 2020 tentang
Adminisiras! dan Persidangan Perkarp Pidana o
Fangadian Sacars Elekironik

11 Pemmiuran Menteri Pendayagunean Aparatur Negara
dan Paformasl Birokraai Komor 35 Tahyn 2012 tentang
Petiwman Panyusunan Standar Operasional Prosadyr
Adrminisirasi Pamenniahan.

12. Paraiuran Mented Pendayagunaan Aparstur Negaa
dan Reformasi Birokrasi Momor 15 Tahun 2014 jetan
Fadoman Sandar Palayanan.

13. Sural Edaran Mehkamah Agung Momar 2 Tabun 2014
terlangy Perwelesaian Perkara d Pangadiian Thghet
Ferlama dan Tingkal Banding pada 4 (=mpat}

, Lingkumngan Faradlan.

| 14 Zural Edlaran Mahkamah Agung Momor 4 Tahun 2016

| teriang Pamberakusn Rumusan Hasil Rapat Fleno
Karnar Mahkamah Agung Tahon 2018 Sabogo

- Fedoman Palaksanzan Tugas Bagi Fengadilan.

| 15 Keputuzan  Ketos  Mahkamah  Agung  Nomor
KMAMNIZISKAVI2006 tantang Permberdsiuan Buku 1)

| terdang Padomnsn Pelakeanaan Tugas don Administrasd
Faradilan.

6 Keputusan Ketua Mahkamah  Agung Nomor

| 026IKMASSKINZOI2  tertang Svanda  Palayanan
Paraditan.



2. Perayaratan

17. Keputusan Metua Mahkamah Agung MNomor 2-
TN MAISEASIZ0ZT  etang  Standat  Palayandgn
Informast Publik di Pengadilan.

18, Kapuiusan Fetes Mahkamah Aguig Bomoe 385 Tatum
202 entang Fetunjuk Teknis Adminisirasi dan
Fersidangan Ferkara Pldena di Pengadilan Secara
Elekironik.

18, Peraiuran Seluelars Mahkamah Agung Nomor 002
Talwm 2012 tantang Pedoman Peanyusunan Standar
Opsrasicons di Lingdungan Mahkamah Agung dan
Badan Parsdilan yang Berada dibarrahinya.

20. Surat Dinsktur Jenderal Badan Peradan Umun Moemor
I7ONIPS 0032020 hal  Persidangan  Perkara
Pidars Secara Teleconterance,

|21. Kapuiusan Dieekiur Jendersd Badan Peradilan Umum
Momer 100MDJLSE TH AA2025 tardanyg Parbahan

| Fapulusan Crekiur Jenderal Bedan Peradidan Umum
Moo T10JUEK HWV T 11072024 terkEang
Pambaruan Padoman Standar Pelsyanan Terpady

| Salu Pintu {PTSP} pada Pengadian Tinggi dan
Fengadilan Negei.

| 1, Berkas Perkam

| 2. Tanda bukti petimpahean perkara

3, Eiﬂten_l, Mekanigme | 1. Prtugas menerina berkas perkars

dan Frosedur

2. Pupmuwd mencliti kelengkapan berkas perksrs
terinasuk barang bukh

3. Stal menginput data SIPP den  penomeran
perkare, pencalatan  dalam  register  induk
(manual}

4, Panmuod menverahkan berkas perkara vang
audat lengkap

5. HKPN melakukan penunjukan Hakin ! Majelis
Hakina

6. Pandiera  melakukan peounjukan  Paniters
Fenggant

7. Stal mencatat peounjukan Tlakim [ Majelis
Hakim dan Panitea Fengganti ke Buku Register
[nduk (manual]

8. Siaf wmenyerahkan berkas perkars kepada
Hakim /Mejebis Hakim untuk dibuat peoctapsan
penahanan jiks diperluian

9. Hakim melagkukan pembuatan Penstapan

19). Panitersa Penggantl menerima berkas perkara
dari Hekim/Majelis Tlakirn dan menycrahkan
penetapan penahanan kepada, staf untuk di kirim
ke FUJ dan dicatat kedalam megister indul:

11. Halim: mwlakzanakan upaya diversi bagl panpg
memenuhi sygral yang ditentuian,

12, Faniters  Penggzontl  imelakukan  peoiboaian
knnzep peoetapan hari sidang.

13. Hakim melakukan penandatangsnan penetapan
Rar sidang

14. Haldm melnksanakan proses persidanpan

15. Paniters Penzzand menyusan Berlta Acara

1&. Panitera Penggant menyershkan Berite acara
kengkap untuk penynsunan pulusan

17. Hakim melsiukan penyusunan kohsep putusan

18. Hakim melaksanalan sidang pengucapan
puathisan majelis

19. Paraber Pengganti membual petikan putusan

20, Fanmad melakukan penyampaian petikan dan



o] &

| Jangka Walkdtu

| Pelavanan

| Biaye,/Taril

| Produk Pelayanan

Penanganan
Fengaduan dan
Haran

21.

22,

23

2.

salinna putussn  kepada Penyidik |, JPU.
Terdsbwa dan Lapas

Panitera Pcogganti meyerahkan minuiasl
perkera

Hakim Menginput amar dean tanggal putusan
kedalaim SIPP

Fanpitera Fengeanli menginput  pertimbangan
bukum dan &-doc kedalamn SIFF

Panmyd menenma Minotasi  perkara  dard
Pandters Peopgant

23, Fammi Fidana menyerabkan berkas ke panmud

hykum

iETH.ari

 Tidak dipungut biaya

| Swial landa tanima berkas packara

Melalul aplikasi SIWAS -
www.siwas mahkamehagung go.id

. Melahil Wehsite Pengadilan Neperi Brebes -

www, m-brebes. go.id

- Melalui nomor telpon Pengaditan Negeri Brchies |

Q283-671796

- Meladui nomor WA Pengadilan Hegeri Brebes -

DEO4540388

- Meladul #madl Pengadilan Negeri Brebes -

pn.brebesd@yahoo.com




STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PEREARA PIDANA

Mo Komponen
1. | Dasar Hukum

kR

10,

11

12,

13,

14.

SINGHAT

Uraian ;
Undeng-Undang Nomor 4% Tahun 2009
tentang Perubshan Kedua atas Undang-
Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang
Perauilan Vo,

Undang-Undang Nomor 48 Toahut 040
tentang Kekuwasan Kehaliman,
Undeng-Undeng Nomor 1 Tahun 2023
tentang  Kitab Undang-Undang  [ukum
Ficana.

Usnlung-Undene Momor 20 Tabhun 2025
tentang  Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Fenyesuaian Pidana,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasl dan Tata
Keria Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan sehagaimana telsh heberapa
kali diubah terakhir denpan Peraturan
Mahkamah Agung Momor 1 Tahyp 2025
tentong Cerubahan Keenam atas Peraturan
Mahkamah Agang Momor 7 Tabun 2615
tenteng  Organisasi dan Tata Kera
Kepaniteman den Kesekretarialan
Pengadilun.

Perpturan  Mahkaotah Agung Nomor 4
Tabun 20X) tentang Administrasi dan
Persidangan Perkata Pidena di Pengadilan
Secara Elektonfk  scbagaimena  telah
divbah dengan  Peraturan Mahkamsh
Agung Nomor & Tehun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan  Mahkamsh
Agung Nomor 4 Teshum M0 tentang
Adminismasi dan Persidanpan  Perkara
Pidana di Pengedilan Secsra Elekironilk,
Peraturan Menteri Pendayagunagn
Aparatur MNegara dan Feformasi Bivolorssi
Nomoe 35 Tabupn 2012 tenlang Pedoman
Penyusunan Standa Crperasional Prosedur
Administras Pemerinalan.

Peramiran Memeti Ferrlayagunaan
Aparatur Negara dan Hetormasi Birokrasi
Momor 1% Tghun 20194 teftang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor L
Tahnm 2035  tenlang Permberlakuoan
RumusAn Hasil Eapat Flno  Keamar
Mshkamah Agung Tahun 2025 Sebagai
Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi
Pempaditan.

Sursl Edaren Mabdkarmah Agung Mermar 1 Tahur
2026 tnteng Fadoman (mplementasi HKJHF
2023 dan KUHAP 2025,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Momor
OZEAMASSHINN 1 2 tontang Standar Pelayanan
Farsdilar.

Kepulusan Ketus Mahkamah Agung Nomor 365
Tahun 2022  tendang  Pehmivk  Telnis
Administrasi dan Parsidangan Perkara Pidana o
Feacgadilan Secsra Elebaroni.

Fersluran Sekrelars Mahkamah Agung Nemor
002 Tahun 2012 amang Pedoman Penyusunan
Staniar Cperasional di Lingkungan Mahkamah



| Apmg can Badan Peradilan vang Eemda
dibawahnya.
15, Kepulusan Dirskdur Jenderal Badan FPeradilan
Umuym  HNomar  I060DUWSK. T TAIFZ025
| tartang Perubahan Keptusan Drektur Janderal
Eadan Paracan P Mo
1140JUSE, H441 1. 1/1:2024 lartang
Fembaruan FPedoman Standa  Pslayanen
Taipadu Satu Pirtu {PTSP) pada Pangadilan
_ _ _ Tinggi dan Fengadilon Magen,
| 2. | Persvaratan  Berbias Ferkiara,
3. | Sistermn, Mekanisme dan 1. Palugas menerima barkas
Frosedur 2. Panmud manskll kelengkapan Dakas parkara
3. Panmud manyarahkan barkes parkara
4, PN Melskukan panunjuksn Makekis Hakim
5. Pondera melakuken  penunjukan Fanitera
Penggant
g Slof penyerohan berkas parkara kepada Mskim
| 7. Hakim metakukan proses. pumrs s
B Siaf menginpul date SIPF dan penomooran
perkara pancatatan  dalam  egistee  induk
(ranual)
9. Panilera Penggonl malakukan  pembustan
[ertiEn petorEEn
10. Penmmod menyamapakan pefikan dan salinan |
putasan kepada Penyidik, JPU, terdakwa dan
lapas dan Minutasi baras partkars
1. Panflera Penggant menyerabkan  winutasi |
porkars
| 12, Hakim menginput amar dan tanggal putusan
kadalarn SIPP
13, Fanllere Penggatd mengiput  perfimbangan
hukm dar a@-doc kedsia SIPP
14, Panmud  mensdme  minutas  perckam dan
Fanitera Pengganii
15. Panltera  menverahkan berkas ke panrnud
{ _ Hukum
4. Jangka Wakiu 4 Hari
| Pelavanan '
5 BI.EI.'-.E_ ‘Tarif | Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan | Surat tanda terima berkas perkara
7. Penanganan Pengaduan 1. Melalul aplikazi SIWAS -
dan Saran www_siwas mahkargahas pung. po-id
2. Melalui Wehbsite Pengadilan Negeri Brebes -
www.nn-brebes. po.id
3. Melalul nomen tepon Pengadian Meged
Brehes | 0285-6T7 1796
4, Melalwi nonvor WA Pengadilan Negeri Brebes
- 85045840385
2. Meladui ¢mad]l Pengadilan Negao Brebes -
pn.brebesiivahoo.com



ETANDAR PHRLAYANAN PROSES PENYELESAIAN PEREARA PIDANA TILANG

| Ko | Komponon S Uraian ] :
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 lextang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UL LLAJ).
2. Undang-Undang Momor 48 Tahun 2000 bantang
Penubahan Kedua atax Undang-Lindang Nomor 2
| Tahun 1086 tentang Pavadian Umam. '
| 3. Undang-Undsng Homor 48 Tahun 2008 tentang
| Kakussan Kehukiman.,
4, Undang-Undang Momor 1 Tahun 2023 temsng
Kitab Undang-Urdang Hukum Fidsna.
| 5. Undang Undang Momor 20 Tahwn 2025 tenlang
' Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
6. Lindang-Lindang MNomor 1 Tahun 2028 tenlang
Panyesuasian Pidina
7. Peraturan Mohkamah Agung Namew T Tahon
2015 terlang Omanizasd dan Tata Karjs
| Kepenaiteraan den Kesekretarislan Pengadian
sahagamans 1alsh bebarapa kali dubah terakhin
dengan Peraturan Mahkamah Agqung MNomor 1
Tahun 2025 lentang Perubahan Keansm atas
Pgraturan Mahkamah Agupg Momor 7 Tahun
2016 terteng Owjanizasi dan Tela Hera
Kaparit=raan dan Kesskretanaian Pangadian.

8. Psiatursn Mahkamah Agung Homor 4 Tahun
2020 1amang Admmnistrasi dan Persidangan
Parkons Pidans o Pangacdian Secara Eleldronik
schagaimara ialsh duvbeh dengan Peragturan
Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2022 tenlang
Perubehan Alas Peraluran Mahkamash Agong
Homer 4 Tahun 2020 tenang Admindistrasi dan
Persidangan Parkara Fidana 4 Pengadian
Secara Ebskironlk,

9. Permluran Mentari Psndayagunaan Aparatur
MNagara dan Reformas Birokras Momor 35 Tabwn
22 tertang Pedoman Panyusunan Standar
Oparas|onal Prosadur Admininlras
Pemerintahan.

10. Peraluran  Manteri  Pendaysgqunaan  Aparaiur
MNagarg dan Reformeas Birokrasd Momor 15 Tabun
2014 tentang Pedoman Standar Palayvanan.

11, Surd Edaron Mahkamah Agur Normor 1 Tabun
2025 tentang Pembarakuan Rurmusen Hasi
Fapal Pleno Kamar Mahkamsh Agung Tahun
2025 Sebagai Pedoman Palaksanaan Tugas Bagi
Fergaditan.

12. Sural Edaran Mahkamah Apung MNomor 1 Talhun
2326 tendang Pedoman Implamentasl KUHP 2023
dan KUHAF 2025,

13, Kepulusan Katua Mahkamah Agung Homor
DZEHRMASHAK2012 tentang Standar Pelayanan
Feizdilan

14, Keputusan Ketug Mahkamah Agung Nomor 385
Tamun 2022 aniang Pelunpuk Teknis Adminishas
dan Persidangan Perara Pidana dl Pengadian
Secara Ebktirontk.

14, Farsluran Sakratars Mabdkamah Agung Momor
T Tahun 2012 tenlang Pedoman Penyusuhan
Slanda Operasional o Lighungan kMahkamah
Afung dan Badan Peradian yang Barada
dibawahnya,



1B, Kaputusan Olredtur Jenderal Badan Peradilan |
Uwm  Momor 105N AISE. T ANIR2025
izntang Pequbahan Kapitusan Direkdue Jandad)
Badan Feradian Umum Momor |

' T1ADJUSE, H1 1052024 emang Pambansan

| Pedoman Standar Pelayanan Tergsady Satu Pintu
(FTEP) pada Pangacilion Tingos dan Pengadilan
Mengari,

2. | Perasyatratan 1. Berka= Perkara Laly Lintas
_ _ | 2. Soft Copy Berkas
3. | Bistemn, Mekanisine dan | 1. Petugas manerima berkas
Prosedur 2. Panmud manakitl kejergkapan bedoas
3 i mermywsun berkas dan melapisi berkas
dangan kertas karhan
4, KFH melakoken pamsnlapan Fanunjukan Haksn
5. Pandera majskukan  Penunjukan  Pantbera
Pranaan
&, Hakin rslakukan persdangan  pengucapan
[ ILi Sy
F.  Staf menginput putuzan parkars lang ol SIPP
| 8. Panoud mengumumkan denda tlang dipapan
PEHHPUMTANTEAN 3 waabes iha
9. Siaf mengeenkan salnan putuzan dan Harang
bukli ka kejaksasn
10. Panmud  melakukan  pepaimaan  putusan
| paticara1llang
11. Parwrud Pidana menysrabban berdas k2
_ i Famimad Hukumn Uitk diargipkae
4. | Janghks Waktu | 1 Hari
| Pelavanan _
>, Biayva/Tanf | Tidak dipungut biava
6. | Produk Pelavanan | Surat tanda terima berkas perkara
7. Penuanganan Pengadnan | 1. Melaui aplikasi STWAR -
dan Saran www, siwas. wahkamahsa pung po.id

2. Melalui Website Pengadilan Kegesi Brebes -
| www.ph-brebes. go.id
3. Meladui nomor telpon Peogadilan Negeri
Breles | 0283671796
¢ Meladui nomor WA Fengadilan Negerl Brelbes
| = 085645840858
2. Melahi email Pengadilan Negeri Brebes -
pn.brebesidyahoo.com



| Ne

STANDAR PELATANAN PROSES PENYELESAIAN PERHARA PIDANA

Ecmpone

| Dasar Hukum

TIPFIRING

Urainn _
Undang-Lndarng Momor 49 Tahun 2009

isntang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang MWomor 2 Tahun 1986 tentang
Puradilan Umum.

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

temary Kekuasan Kehaldman,

. Undang-Ureiang Nomor 1 Tabun 2023

tendang  Hdab  Yndang-U!ndang  Hukum
Fidana,

. Undangdindang Nomor 20 Tahun 2025

tenlarng Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

. Undang-Lindang Momor 1 Tahwen 2026

tanlang Penyesuaian Pidana.

- Peraturan Mahkamah Agung Homor 7 Tehun |

2015 temtang Organisasi dan Tata Kera
Kepaniteraan dan Kesakrataniatan
Fengadilan sebagaimana teah bedbarapa kali
diubsh terakchir dengan Persturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2025 tenlang
Ferubahan HKesnam atas  Paraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tabun 2015
tentang Organisasi dan  Teta Kene
Kepanieraan dan Kesakratariatan
Penadilan.

. Perabhaan Mahkamah Agung Homar 4 Tahun

2020 tentang Administrasi dan Persidangan
Perkare Piarna di Pengadilan Secars
Elakiranik sebagaimara telah diubah dangan
Feraturan Mahkamah Agung Nomor § Tahuh
2022 wntang Parvbahan Alas Peraturan
Makkamah Agung Momor 4 Tahun 2020
tentang  Administrasi  dan  Persidangan
Perkarz Pidana & Pengadilan Secara
Elakbromik.

. Peralwran Menter Pandaysgunaan Aparatur

Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 20M2 tentany Pedoman Peryusunan
Standar Operasional Progedur Admmnistrasi
Pemermtahan.

. Paraturan Menteri Pendayagunasan Aparatur

Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tenlang Pedoman Standar
Palayanar.

1t Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2025 tantang Pemberakuan Rumysan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mankamah Agung
Tahun 20245 Sebagai Padoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan.

11 Surat Edaran Mahkamah Agung Homor 1

Tahun 2026 lfertang Pedoman implementasi
KUHF 2023 dan KUHAP 2025



112, Kepudusan Ketua Mahkamah Agung Mormar
Q26/KMASKAIFZ 2 tanlang Slandar
Palaysnan Peradian.

13, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer |
365 Tahun 2022 tentang Petunpk Teknis |
Administrasi dan  Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elskironik.

14, Paraturan  Sekretaric  Mahkamah  Agung
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Parnyusunan Stancar  Operssional di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
iFeradilan yang Berads dibawahnya,

15 Keputuzan  Cirekiur  Jetderal Badan
Paradikan Limyrr Nomor
1060/ 0JMSE_TI 1AA2025 tentang
Parubahan Kaputugan Dirsktur  Jenderal
Baden Paradilan Umum Momor
114 DUISH HM 1.1 1162024 tentang
Pembaryan Psdoman Standar Palayanan
Terpadu Sate Pintu (PTSPY pada Pengadilan

_ | Tinggh dan Pengadilan Negei.
2. | Pargvaratan | Berkas perkarg dari penyvidik _
3.  Sigtem, Mekanizme dan | 1. Pelugas menetima berkas perkara darl
Prosadur penyidik
| 2. Pannmud menelitl kelengkapan  berkas
perkars

3. Panmud menyerghian berkas perkars

4. KFN melakukan penunjukan Hakim

3. Panittrm melakukan penunjukan Paniters
Penggant

6. Panmud melakukan penyeraban berkas

perkars kepada Hakdim

Hakim melakukan proses persidangan

3. Stafl menginpuc data SIPF dan penomoran
perkara pencatatan perkara, pencatatan
dalam r=gister induk{mapuo:al)

9, Pamittry Pepggentl melskukan Pengision
Blagiglor putussn

G Panmvd meiyampaikan salinan putusan
kepada penyidil, (IPL, Tetdakws dan Lapas
dan Minutaaf berkas perliara

11. Fanitera Pengganli menyerabbsn soint e

=

pettliarn

12 Hakimm menginput amar dan  tanggal
putuszan kedalam SIPP

13. Pantiera Frenggania mengnpuk
pertimbanngan hukum dan ¢-doc kedalam
SIPP

14, Panmud menginput tangasl mingeasi pada
SIPP dan dicatat dalam reglster marnugl

15, Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas
kepada Panltera Muda Hukom ootok |

|  digrsipkan
4.  Jangka Wakiu | Hart
. Pelayanan _
5. Biayva/Tarf | Tidak dipungut biava
6. Froduk Felayanan | Surat tanda rerima berkas perkars
7.  Penanganan Pengaduan | 1. Welaloi aplikasi STWAS -

dan Saran | www siwas mahkamahagung go.id |



. Melalui Website Pengadilan Megeri Brebes -

www, pn-brebes. po.id

. Malalui nomor telpon Pengadilan Megeni

Erthes : 0283671796

Melalui nomor WA Pengadilan Neged Brebes
- 085943540838

. Melalui ¢mail Pengadilan Negeri Brebes -

pn.brebesiivahoo.com




STANDAR PELAVANAN PROSES PENYELESAIAN PERMOBONAN DIVERS]

Ho | Kotnponen ' Uralan ;
1. | Dasar Hukum 1. Undarg=-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tenang
| Parubshan Kedun mas Undang Lindang Nomor 2
Tahun 1386 tentang Peradilan Limum.

2. Undang-Urdang Momaor 48 Tahun 20009 1aniang
Kekuasan Kehakirman

3. UndangJndeng Mamor 11 Tahwn 2042 18nkang
Sisterm Paradian Fidans Anak

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 leniaig
Kitab LIndandg-Lindang Hukom Pidana.

8. Undeang-Undang Momor 20 Tahun 2025 tantang
Kitab Lindang-Lindang Hukun dcara Pidana,

4. Undang-Undang Homer 1 Tahun 202¢ tantang
Peanyesuain Phiana.

7. Perawuran Pemenmah Mormor 65 Tahun 2015
lentsng Pedoman Palaksanasn Dhersl dan
Penanpanan Anak yang belum Banmur 12 (dua
balzsy Tahun, [

8. Peraturan Mahkamah Agung Homar 4 Tahun
2014 {entang Pedoman Paiaksanaan Diversi
Cialam Sistem Paradilan Pickane Anak.

0. Peratwan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun
2015 fsrang Omgonisasi den Tata Herja
Kepankeraan <an Kesskretanaian Pangaxilian
sabagaimana telah bebaraps Kl dibal taraihir
dengan Peraturan Mahkamah Aguang homor 4
Tshun 2025 jentang Parubahan Keanam aias
FParafuran Mahkamah Agung Momor ¥ Tabhun
2015 tentang COmanisasi dan Tata Kera
Kepantaraan dan Kesshratanatan Pemgedian.

18, Peraluran Mahkamsh Apgung Nomor 4 Tahun
AR tentang Administresi dan FPersidangan
Paricara Pidana d| Pangadilan Sscara Eleldmonik
gsebagaimana telah divbah dengan Pasiuran
Mzhkamah Agung Nomor & Tahun 2022 1sntarg
Ferubshan Atas Peraturan Mahkamsh Agung
Momor 4 Tahun 2020 femtang Administrasi dan
Fersidangan FPerkara Pulana d  Pengadilan
Secara Elaranik

11. Peraluran Manter Pendavagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Bwokrasl Nomor 35 Tahwn
2012 lsntang Padoman Parmpdeunan Standar
Chpaashorl Frosedur Adminiairasi
Permarimahan.

12 Pergduran  Mentsi  Pendawagunaan  Aparatur
Maasara dan Reformas Birokras! Momor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Palayanan,

13, Sural Edaran Mahkameah Agung Nomor 2 Tahun
S04 teriang Penyslesalan  Perkae d
Pengadilan Tmgkat Patama dan Tingkal Banding
pada 4 {ampat) Lingkungan Peradilan, I

14, Surat Edaran Mahkamah Agung Momor 4 Tahun
2015 tenlang Fembedakuan Rumusan  Mssi
Fapat Plent Kamar Mahkamah Agung Tahun
2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagl |
Fangsdilan.

13, Kopudusan Feloa  Mabhkemah Agung Momor
BMAGIISHKIW2MM  eniang  Pamberakan
Buku § niang Pagoman Pelaksonaan Tuua:a

. cen Adovoesisinas Paradilan.



2.  Persyaratan
3.  Bistem, Mekanisme dan
Prosedur

4, Jangka Wakty
_ Pelayanan
5. Biave/Tarif

| Berkas perkara dari penyidik

| Tidak dipungut biava

| 16, Kepulusan Hetua Mabkamah Agurg Nomor |

O26MMASSKAIF2012 tantang Standar Palayanan
Peradilan.

17. Kapudusan Kelua Mahkamah Agung Homor 2-
144 MMASEAYNL20Z2 1entang Stancar
Pelayanan Informeasi Publik di Pangadilan,

18, Kapatusen Kettis Mabkamah Agung Nomaor 365
Tahun 202 lentang Petunjuk Taknis Adminisiras
dan FPemidangan Perkara Pidana df Pengadilan
Secara Elsddrondk,

18, Peraluran Sakratards Mahkamsh Agung Momor
02 Tahun 2012 tenang Padorman Penyusunan
Slandar Cperagional di Lingkangan Wehkamah
Agung <an Badan Paradian yang Berada |
dibawahiya.

20. Sural Direkiur Janderal Badan Fecadilan Umum
Homar 3TVDJLES 007372020 hal Parsidangan
Feckara Pidana Secara Tel=conference.

21, Keputnaan Diedur Jendaral Badan Feradilan
Umum  Momor  10BOMDANSE. TH ANI20Z5
=ntang Farubahan Keapotussn Direddur Jenderal
Badan FPeradian LIrveu iy MHornor
114DJUSE HM T 11072024 tertang Pambanuan
Fedoman Standar Patayanan Tagpadu Salu Pinlu |
{FTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengacikan |
Mepari

1. Fetugas menerima berkas perkara dati |
penyidik

2, Fanmud menelii  kelengkapan herkas
perkire

3. Fanmud menyerahkan berkas perkars

4. KPHN melakukan penunjikan Hakim

[ 5. Panitere melakvksn penonjokan Panitera

Fengganti
& Panmud melskukan pegyerabuan berkas
perkara kepads Hakdm

| 7. Hakim melalrukan proses persidangan
| B, Staf menginput data SIPP dan penomoran

perkara penkcatatan perkara, pencatatan
dalam regster induk|manual

| 9. Panitera Penggantl mebakukan Penopisian

Mangke putuzan

0. Panmud menyampaiken salinan putusan
kepada penyidik, JFU, Terdakwsa dan Lapas
dat Minutasi berkas perkara

L1. Fanitera Pengganti menyershkan minotasi
peckara

12 Hakim menginput amur dan  tanggal
pUtusan kedelar SIPP

13. Panitera Fenggant miEnginpt
pertimbanngan hubuim dan &-dos kedalam
SIFF

14. Fanmud mengmput tanggal mingiasi peda
SIFF dan dicatat dalam register manual

15, Paniters Muda Pidana menyerahkan berkeas
kepada Panitera Muda Hukum untuk
diarsipkan

:E‘--.Ja.rn



| 6. | Produk Pelayanan

7.  Penanganan Pengaduan
dan Saran

| Surat tanda terima berkas perkara

1.

2
3.

Melalui aplileasi SIWAS -

wianw. Siwa s mabkamahagung. pe.id

Melalui wWebsiee Pengadilan Hegerl Bretes -
wonw, pmr- brebes, po.id

Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri
Erebes : 028367 170

- Mclalui nomor WA Mengadilan Hegeri Brebes

- (5545840225

. Melalui email Pengaditan Negeri Brebes -

pn.brebesiyahoo.com




STANDAR PELAYANAN REGISTRAS] PENGGUNA LAIN MELALUT

Na | Eompoosn
1. Dasar Hokuam

2. | Persyaratan

3| Siatem, Melanisnoe
dan Prosegur

E-COURT

Trainn

. Het Hergene Inlandsch Reglement | HIRE ) f

Rechtareglement voor de Budtenpgewesten |Rbg).

- Undang-Undang Nothor 2 Tahtn 1985 tentang

Feradilan Umumsebagaitnsna telah beberapa kel
divbah terakhir dengan Undang- Undang Nomaor 46
tahun 209 tentang Perubahan Kedua atas
Thdéng-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Paradilan Umim.

Undang-Undang Nomer 43 tahun 2009 tentang
Kebuvazaankehaldman,

Peratoran Mahlkameh Agung RE.1 Nemor 1 tahun
2019 Tentemg  Admindstrasi  Perkara Dan
Persidanpgan Di Pengadian Secers  Elelttronik
sebagamana  lah dinbah  dengan  Peraluran
Mehkamaly Azgung Republik Indonesie Nomor 7
Tahun 2022 entang  Perubahan  Proaturan
Mehkamah Azung B Moot 1 Tabhun 2019 Tentang |
Administrasd Petkawra Dan  Perssdangan i
Pengadilan Secara Elekéronils.

Keputusan Hetva Mahkamah Agung Ri Nomor
KMA/OAZfSKESIF /2006 tPntang Pemberlakuan
Buku [I Pedoman Felaksanaan Tugas dan
Adtemistrast Pengaditan.

. Keputusan  Ketua Mahkemah Agung  Nomor

026 /EMA /SN 2012 tentang Standor Pelayanan
Peradilan.

» Kepatusan Kotoa Mahkamah Aguog T MNomor

363/KMA/IK/ XIT; 2022 (entang Pewunjuk Teknls
Admigistrasi dan Persidangsn Perkara Perdais,
Ferdata Agams, dan Tata Usaha Negara di
Fengadilan Secara BEkeltronik,

. Heputugan Direktyr Jenderal Baden Peradilan

Unnira Mot 1060/ DI F S T11.1 /11172025
tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Urnurm Notmar
E14/DJUSSELHM, L 171/ 2024 Tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayatan Terpadu Satu Pinty

[FTRP) pada Pengadilan Tinggd dan Pengadilan

teper,
Surat Heputuzan Direlotur Jenderal Bedan
Peradilan Uroum Momar

1270/ DIV SKAOTLEG TS 2026 tentang Pewnbaruan
Standar Operasionel Prosedur (3OF} Penanganan
Perlcara dan Layanan Pengadilan Pada Pengsdilan
Tinggl dan Pengsdilan MNegeri;

Pricipal

1. Mengisi formulir pengeguna data E-Court
2. Memiiki email aioGf

3. Memiliki namor hp aloif

4. Menunjulsan KTP penggans

Pemerintah dan Badan Hulkam

F  Mengisi formuliv pengguna data B-Courl
4. Memiliki enyall sl

3. Memiliki nomor hpy Ly

Menunjukan KTF, ID Card InstansifBadan
Hukum dan surat kKuasa

. Petugas Ecourt Masuk kehalamarn situs

wrw ecourtmahkamabagung. goid

Petugas Ceourt akan Mengisi acluruh data
sesuai Formulir Pemohon sebagai
Pengguha Lain pads Ecourt

Fermugas ecourt menguplead identitas
remchon Pengguna Ladn pada Ecourt
kemudian memverifikasi



4.

5,
6.

7.

4. Femchon Pengguna lain akan menerima
| notilikasi pada email Pemohon yvang berisd
password untuk akun Pemohon Pengguna

| . 1ain
Jangha Wakty 30 Mondt
| Pelavanan |
| Biava/ Tarf ' Tldak dapungut biayva
| Produk Pelayanan Femohon akan menerima Password pacla el
yany telah didafarkan sebagzai akun untuk
. | Fengguna lain pada E-Cowre
Penangatan L. Meledut aplilias] SPWAS -
Fengaduan dan Saran www.siwas. mahkamahaming so id

2. Melani Webasite Pengadilan Hl:g:ri Brebes -
www. pn-brebes. go.id

3. Melalui nomaor teipon Fengadilan Negerl Brobes :
0233-6717596

4, Melalui nomor WA Pengadilan Wegen Brehes -
0355455840885

5. Melalwi emasil Péngadilan Negen Brebes -
ph. brebesiivahoo.com




STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PEREARA PERDATA PEEMORAONAN

| No | Homponen Vralan
1. | Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandgsch Eeglemens { HIRE ¢
Fechiaregltement voorde Buitangewesten (Kbal,

2, Unelang-1ndang Nomor 2 Tahun 1986 fenfang
Perradilan UTmum stbagaimana telah bebersps
Eali diubab terakhir dengan Undang- Undang
Mames 40 tahun 2009 (endang Perubahan Kedus
atan Undang-Undang Nemor 2 thun 1986

| tentang Peradilan Ulmvm.

3. Uncdorwg-Undang Nomor 42 tahun 2000 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan Mahkamah Agang F.I[ Bomor 1 tehun
2019 Tentang Adoeiniswasi Perkam Dan
Persidangan Di Pengodilan Secama Elektronik
sehagaimana (elah divbab dengan Perabiran
Mehkamah Agung Republik [ndenesa Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perohahan Peraturan
Mahkanrah Asung EI Nomor 1 tahan 2019
Tentang Adminisirasi Perkara Dian Persidanpan
Di Pengadilan Secara Ekktronik.

5. Keptutusan Ketds Mahkamsh Agung BT Nomos
EMASOZL SK V2005 tentemg Pemberlakuan
Gukuw 11 FPedoman Pcolaksanaen Tugas dan
Administrasi Pengadilan,

6. Keputusan Ketua MabhBamah Agung Nomor
026/ KMASKS 2012 tanvtanyg Standar
Pelayanan Peradilan.

7. Keputusan Kema Mahkamah Agung Rl Nomor
363 /KMA S SK 3172022 tentang Petun vk Tekmis
Administrazi dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdatn Agama, dan Tata Usaha Negara i
Pengadilon Secarn Elektronik.

g HKeputuzan Dirckoar Jenderal Dades: Peradilan
Umum Nomor 106¢/DJU/SK.TIL1/M/2025
tentang Ferulwaban Keputusan Direktur Jendera! |
Badan Peradilan Umum Hoamgr
L14/DJIT S HML, 1.1 f1f 2029 Tentang
Pembaruan FPedoman Stendar Pelavanan
Terpadu Satn Pintw {PTSP} pada Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeni,

9. Surat Keputusan Direktur Jendern] Badan
Peradilan Umim Homor
1270/ DU/ SK.OT1.6,/ 111} 2026 tentang

Membaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Perkata Jdan Lavanan Peogadilan
Fada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negerid,

ot

2.  Pergyaratan - E-Mail Pengguna Terdaltar arau

Petigguna lain

2. Suret Permohonan (Word & PDE)
3. Famwopy KTFP Pemohon
4. Fotocopy Akta Kelghiran
5. Forocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Bubku Mikah
7. Fotocopy ljasah
. Suratl Keletangun dari Desa
9. Baftcopy Buktli Pemohon yang telagh di
_ | | berimaterai dan cap kantor pos (PDF) |
J.  Histem, Mekanisme 1. PetLuigas FTSF menetima Surat
dan Progsdur Permohonan dan Persyaratan lzinnys
2. Petugaa masilk kehalaman =situs
www ecolrunahkamahagung. go.id dan

momasukkan C-Meal Pengguna Terdafie:r
atau Pengguna, lain

3. Petugas mengunggah Dokumen ldentitas
FPemohon

4. Petugas mengungzegah Surat Perteohonan



*

M@ o

| Jangka Waktu
| Pelayanan

Biaya/Terll

'_ Produk Pelayvayan

Prnanganan
Prngacduan don Saran

dan Bukti Permohon

=. Data Fhak sudah tecelkam dan lanjut
proses Pembajiraran

& Menerima pendaltaran dar el
kelengkapan dekumnen pada E-Court

o Bethas  perkara mendupdatkan oumor
regiater dalam sistem SIFP

8. Berkas perkara mendapsetkan Penctapan
Hakim., Peounjukkan Fanitera Pengeanti |
Fenunjukkan JuruaitafJunisita Pengganel
dan Penetapan Hari Bidang

9. Proses persidangan max 3 bulan [ SEMA 2
Th. 2014 |

| 120 Menit

' Sesuai denpan SK Biaya Panjar Perkara
| Permohonan
| Penetapan Permahonan

L. Melalui aplikasi SFWAR -

wyw sima s mahkamahagung po.id

Melalui Website Fengadilan Negerl Brebes -
www. pn-brebes. po.id

Melalui nomor (elpon Pengadilan Negeri Brebes
028307179

Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes -
085645840888

Melalui emadfl Fengadilan Nepgerl Brebes -

pn.brebesgiyahoco.com

I



STANDAR PRLAYANAN PENDAFTARAN PEREARA
GUGATAN / BANTARAN/PERLAWANAN

Mo ' Eomponen
1.  Dagsar Hukum

2. Persyaratan

3. | Sistem, Mekanizme Jan
Frosedur

a
L»
d
e
1

2

Oraian

HetHemjenelﬂ]andschReglemem[Hlﬂlj'

Fechtareglement yoor de Buitengeawesten [Rbyp).
Undang-Undang Homor 2 Tahun 1986 tentang
Ietndilay Umuam scbhagalimana telab bebwmpe
kali dinbal terakhir dengan Undeang- Undang
Nomor 49 tahun 2009 (=naop Perabahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
198G entang Peradilan Unur.,
Undang-Undang Nomar 48 tafidn 2009 tentang
Kellasaan Kehakiman,

Peraturan Mahkamah Agung E.I Nomor 1 tahuen
2019 Tentang Administrast Perkam Dan
Persidangan Dh Pengadilen Secara Elektronik
sehapgalmans tlah dinbah dengan Peratican
Mabhkamah Apung Bepublik Indowesia Momor 7
Tahbun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Mohkamah Agung E.] Nomor | tahun 2010
Tentang Administrasi Perkara Dan Perzsidangan
LY Pengadilan Secara Elekironik,

Keputusan Hetna Mabkamsh Agung I8 Mok
KMA/O32/SK TV 2006 erlang Pemberlakuan
Buku [[ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Admristrasi Pengadilan,

Reputitaan Ketla Mahkamah Agung Nomor
026,/ KMA/SESILF2012 tenitang Standar
Pelagranan Pecadilan,

. Keputusan Ketus Mahkamah Agung Rl Momor

-

| 3.

4,

363 EMASSE XIS 2022  tentang Petunjuk
Teknis Administrasi dan Persidangan Peckars
Perrdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha
Mepara di Pengadilan Secara Elektronils.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Pecadilan
Uy Nomor 1960/0JU/SKTIL L2025
tentang FPerubahan EKeputusan Dimekiur

Jernderal Dadan Peradidan Umum Noowor |

114/ DJU/SK HM1.1, 1 /172029 Teotang
Fembsruan FPedoman Standar  Pelayanan

Terpady Satu Pintu {PTSF) pada Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri

Surat Keputuszan Diektur Jenderal Badan
Feradilan Umum Monor
1270/ DU SKOTL O/ 20246 tentang

Femabatruan  Standdar Opemmsional Prosedur
I50F) Penanganan Perkara  dsn Layenan
Pengadilan Pada Penpadilan Tinggi  dan
Pengadilan Megeri;

E-Mail Pengguna Terdadtar atau
Fengguna lain

Surat Gugetan (Word & PDF)
Softuopy ldentitas Fenggugat (FDF}
Sofcopy Sutat Kuasa |FDF)

Softcopy Bulsd awal Penigeugat (FDF)

Petugas PT3F menerima gugatan dag |

memerikkaa kelengkapan berkas

Petugas maslk kehglaman situs

www ecourimahkatnahagung. go.dd dan
memasukkan E-Mail Penpgeing
Terdaftar atanl Péengguna lain

Protuges mengunggalh Dokumesn Surcat
Kugssa dan ldentitaz Para Pihak
Fetugas mengunggah Surat Gugatan
dan Bukti awal Penggugat

| 5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut



proses Pembagraran
& Mcnerima — pondaftaran dan colc
kelengkapan dokumen pada E-Cowurst |
7. Berkaz perkarag mendapatitan oo
register dalam sistem S[FF

&, Ferkas perkara mendaparkan
Fenetapan Majelis Hakim, Penunjultlcan
Panitera Penggantl , Penunjukkan

JuruasitafJuarusita Fengranti dan
Fenetapan Hari Sidang
G, Proses persidangan max S bulan { SEMA

. 2 Th. 2014 |
. | Jangks Waktu 120 mENIT
| Pelayanen _ _ L
Diava[Taril Sesual denpan SKE Blaya Paujar Perkara
! . Fermohonan
.| Produk Felavanan  Salinan Putusan !
Penanganan Pepgaduan 1. Melalui aplikasi S[WAS -
dan Baran www. siwas. mahkamahagung go.id

2. Melaini Website Pengadilan Negeri Brebes -
www, pmn-brebes. go.id

3, Meolalui nomor telpon Fengadilan Hegerd Brebea
P G2BI6TLITIG |

4, Meluivi momor WA Pengadilan Negeti Brebes -
O836A384085E

3. Meladul emadl Fengadilan Meger Brebes -
pn. brebeséivahoo.com




STANDAR PELAYANAN FENDAFTARAR FERFKARA GUGATAN SEDERHANA

'No | Komponen _ Uralan .
1. Dasar Hokum 1. Het Hertimtw Inkandsch Reglement [ HIR | f
Rechtareglement voor de Buiteppesyesten
(Rbeg).

2, Undang-Undang MHomor 2 Tahun 1086
tentang Peradilan Umom  sebagaimana
telah beberapa Lall divbah lerakhlr dengan
Undang- Undang Nomer 49 tahun 2009
tentpng Perabehan Kedua ates Undang-
Undang Nomer 2 tabun 1986 tentang
Peradilan Umum.

% Undeng-Undang Momor 48 tahun 2000
tentang Kekuasaan Kehekiman.

4. Perptaran Mehkamah Agung R.1 Homor 1
tabhun 2010 Tentang Adminiztrasi Perkarn
Dan Pecsdangan [M Pengedidan Scrara

, Elgktronik sebapaimans  telah diuhﬂh|

- dengan  Peratwran  Mahkumah  Agung

- Republik Indonesig Nomor ¥ Tahun 20022
tentang Perubghan Peratucan Mahkamah
Apung R1 Nemor 1 tahun 2019 Tenlang |
Adminisirasi Perkam Dan Persidangan Ti
Pengadilan, Secara Ekektronik.

3. Hepumsan Kema Wahkamah Agung R |
Momor KMA/032/SK/IV/2006 tentang |
Pemberlakuan Bulu il Pedomiamn |
Pelaksanaan Tuges dan  Adeinistrasiy
Pengadidan.

6.  Keputusen Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMASK/ILF 2012  centang Standar
Felavanan Feradilan. .

7. Kepumsan Kema Makkarah RI
Noowr 363/ KMASIK/ XK/ 2022 tmt.angl
Petunjuk  Teknis  Administrasi dan |
Persidangan Perlears  Perdata,  Perdata |
Agama, dan Tata Usaha Wegara di
Pengadilan Secara Elelobrondlk.

%, Keputusan Ditekioe  Jenderpl  Badan

' Peradilav Umum Momor
1060/ W Ty SELTLL LTI 2025 eniang
Ferazahen EKepulusan Direkine Jenderad
Badarn Peradilan Umum Momagr
118100/ 9 HM1.1.1/1/2024  Tentang
Pembaman Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Sat Pinty {FT3F) pada Pengadilan
Tinggl dan Pengadilan Negeri.

9. Peraran Mahkamah Agung Bl Nomor 2
Tahun 20153 Tentasng Tata Carn
Penvelesaian Gugatan Sedarhana sebagai
mana telah divbab  déngan Poraturan
Mahkamah Agung Nowmor 4 Tahun 2009
Tentang Peruluban  Atas  Peraturuan
Muhkamah Agung Womor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Peryelesaian (hugatan

Sederhona.
| 10, Zurat Keputusan Direktur Jenderal Badan
| Peradilan Umum Hormor

1270/DJUf SK_OT 1 .6/ 11 2026 enitang
Pembaroan Standar Operagional Progedar
(S0P Penanganan Perkara dan Laysnsn
Pengadilan Pade FPengadiln Tioggi dan
_ , | Pengadilan Neperi; B

4. | Prrsyeratan 1. E-Mail Fengguna Terdafllar atau

Fengpung lain

2. Surat Gugatan (Word & POR
3. Zolcopy ldentites Penggugat (FDF)



I Sigtemn, Makanisme dan
Prorseduay

0

| 4. | Jangka Wealon Pelayanan
5. | Diaya, Tanit

6. | Produk Pelayanan
Fenanganan Pengadusn
dan Saran

il

&,

| 7.

=3

Softeopy Surat Kuasza (PDF
Softcopy Bukt Pengpugat yang telah
Al herimaterad dan cap kantor pos
{FDF)

. Petugas PTEP menérima  glgatan

sederhana dan mcncrilcaa
kelenglhapan berkas

Fetugas masuk kehalaman ays
vy, scourntmahkamahagung, go.id
dan memaaublan E-Mail Pengguna
Terdaltar atau Pengguna laan

. Petugas mengunggah Crokumet

Surtat Kuasa dan [dentitas Para
Pihal:

Petugas mengunggah Sural Gugatan
dan Bukti Penggugat

Diata Plhak suadah terckam dan lanjut
proscs Pernlayaran '
Menermma pendaftaran dan cek
kelengkapan dolumen pade E-Cotert
Berkas perkara mendapatkan nomor
register dalam sistem SIPF

Berkag perkara mendapatkan
Penetapan Hakin, Penungu lcein
Fanitera Penggantt | Penunjukkan
JurusitafJurusita Pengganti | dan
Penelapan Hari Sidang

Proses persidangan 2% harl gcjale hari
sidang pertama

120 Menit o
| Sesual dengan SK Blaya Panjar Perkara

| Bupatan Sederhana

Salirnan Pubusan

1.
I
3

|3-

Melalui aplikasi SIWAS -

wiw siwas. mahkamahs mng. po. 1d

Melalui Websgite Pengadilan Megerd Brebes -
www. pri-brebes. go.id

Meladui nomor teipon Pengadiian Negerd
Breley ; 0283671796

- Melalul nomer WA Pengadilan Negeri Brebes

- DEBASB40838

- Meladul ¢madl Pengadilan Negeri Brebes -

pn.brebesdivahoo.com




ETARDAFR FELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA UPAYA HUKUM BARDING
SECARA ELEKTRONIK |[R-COURT)

No | Komponen Uraian
1. | Dasar Hulgm 1. Het Herzicne Indandsch Reglement { HIR |
I Fechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbgl,
2, Undang-Undaog Nomor 2 Tahun 19846 tentang
Peradilan Umuin sebagaimana bclah beberapa
kali diubah tecakhir dengan Undang- Undang
Homor <49 whun 2009 @entang Pervbabhan
Kedua atas Undang-Ufndang Nomor 2 tahun
1986 wentzng Peradilan Umum.
3. Unidang-Undang Hotnor 48 tahun 2009 tentang
Kehwasaaty Kebakiinan,
4. Peraturan Mahkamah Aging Rl Nomor 1 tahun
2019 Tentang Administrasi  Perkara Dan
Persidangan T4 Pengadilan Secarn Elektronik
sehagaimana telab dinbah dengan Peramran
Mahkamah Agang Republik [ndonesia Momor 7
Talhun 2022 tentang Ferubahin Feraturan
Mahkarmah Agung R Nomeor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkarn Dan Persidangan
Lh Pengadilan S¢cara Elekionik. 5. Keputusan
Ketaa  Mahkamall  Agung BRI Nomor
KMA/O32 (3K TV 2006 tentang Femberlakuan
' Buku II Pedoman Pelzkszanaan Tugas dsn
Administtasi Pengadilan,
5. Keputisan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/ EMATSK I 2012 tentang Standar
Pelayanan Peradila,
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RT Nomor
363/ EMASSESXI2022 tentang  Petunjulke
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkars
FPerdata. Perdada Agegapa, dan Tata Usahbs
Megara di Fengadilan Sacars Elektronik,
| 7. Keputusan Direktur Jendern] Badan Peradilan
Umum Nomor 1060,DJU/SKTIL1IIf 2025
tentang Ierubaban Keputusan Direkoor
Jonderal Badan  Peradilan Umum  Homor
| 114/DJUSSKHML L 1172024 Trinang
Petnlyuuan  Pedoman  Standar Polayanan
Terpady 3aix Fintu (PT3P) pada Pengadilan

Tingg dan Pengadiat Negeri.

&, Surat Heputusan Darcktur Jenderal Badan
Peradidan Vmum Momot
L2270/ D FSK.OT1 .6/ 112026 tentang

{(30P) Penanganan Perkare don  Layanan
Peogadilan  Pada  Pepgadilan Tinggi  dan
Fengaditan Negeti:

I
| Pembarpan  Standar Operasional  Prosedur
I

2. | Persyaratan | 1. Perkara tingltat pertatna diajuican '
aecara slekironik pada Ecourt;
2. Semua pihak yang berperkara setuju
Iracara secara eleltronik :
3. Wajib memiliki alun Pengguna
Terdaftar bagl Advokat/ pengacara
acdangkan Penggana lafn wajib
memiliki email yang telah terdafrar
pada FEcourt;
4. Salinagn Punisan sudah TTE oleh
Faritera ;
5. Softcopy Surat Kuasa Pembanding
. | (PO ;
3. | Sistern, Mekanigme dan | 1. Mengajukan Pending pada aplikasi
Prvgedur soourt



il il ol I

| Jangka Wakm
| Pelayanan

| Froduk Pelayanan

Eiﬂ}ﬂf'Tﬂﬂ-f

Penanganan Pengadusan |
dan Baran

2. Membayar Panjar biaya banding online
FesuAal yang tercantum pada Virtusd
Aacount yang dikirim kepada aleun
petabatiding

2. Méncoma bultti pembayaran poda
almn pembanding

4. Panitera Muda Ferdals memveniilcasi
Jnersgister perkara pada SIPP,
Membuat Akts Banding dan upload
pada ecourt banding serta verifikasi
memorl banding bila ade;

5. JS5FP ye ditunjuk melakukan
pemberitahuan banding secara
elelaronik Kepada para pihaic

5. Panitera verifikasi berkas untuk
publikasi berkas elelaconii kepads
pars pihak

7. JEP melakukan pemberitahulan inzage
aecara clektronik kepada para plhak
selingga para pihak bias melalkikan
inzage secara elektronik

E. Pandtera melakulkan verifikasi untuke
penginman banding elektronil: yang |
dilanjutkan kazir membayar panjar
bicya sesund &-pamjar yang tercantum |
pada ¢court kemudian Paniters
melakukan pengiriman berkas banding
secara elekronik

| 3G Haty

| Sesuai dengan SK Biava Panjar Perkara Banding |
Salinan Purssan |

1. Melalui splikasi STWAS -
waw. siwas mahkamahapung go.id
2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes -
Www, [ini-brebe 5. go.id |
3. Melahli owxnor telpon Pengadilan Negeri Birebes
: O283-067 1790
4. Melalui nomor WA Fengadilan Negeri Brebes -
CEFHASEMHBRE |
I

5. Mealalvi emaad] Pengadilan Negeri Brebes -

pn. brebesiayvahoo.com



STANDAR FELAYANAN PENDAFTARAN PEREARA UPAYA HUKUM KASAS]

SECARA ELEKTRONIK
No | Komponen Uraian B _
1.  Dmsar Hulom I. Het Hertiene Inlandsch Peglement { HIR |
Rechtsreglement voor de Buitcngewesten
{Rbg).

2, Undang-UTndang HNomor 2 Tahun 1986
lentang Feraddan Umnm seagalmans tolah
Leberape kalk diubah terakhir dengan
Undang- Undang Homor 49 tahon 2000
tentang Perubahan Kedua stas Undang-
Undang HNomwr 2 tabun 1986 tentang
Peradflan Umutn,

3. Undang-Undang Nomer 4% tahun 2000
tentang Kekvazaan Kehaldman.

4. Peraturan Mahkamah Agung RE.J Nomeor 1
tahun 2010 Tentang Administrasi Perkara
Dan Persidatigen [M Pengadilan  3ecara
Elebtromk sebagaimana wlah diubah dengan
I'eraturan  Mahkameakh Agung Eepublik
Indonesia Momor 7 Tahun 2022 tentang
Ferubahan Feraturan Mahbkamah Apung E.1
Nomor 1 1abun 2019 Tentang Adminisiras
Petkara Dan Persidangan D Pengadilan
Secarg Elektronil.

S Keputuzan EKetua Malkamah Aguang RI
Nomor  KMA/O32/SK{TV/2006  tenthng
Pemberlakuan Buku H Fedoman
Pelaksanaan Tugas «Jan Adminlstras
Pengadilan.

6. Keputusan Ketus Mehkamah Agune Nomor
O26/KMA/BE/TI/2012 tentang Standar
Pelayatnan Peradilan,

Y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor  363/KMAJSK{XI/2022  tentang
Petunjuk  Teknis  Admindstrasi  den
Persidangan  Perkars  Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usahs Negara Jf Pengadilan

Secars Elekizonik,

£ Kepomisan Direktuy Jenderal  Badan
Peradilan Umum Homor
060/ DL SKCTTLLE /I 2025 tEntATY

Perubaben  Keputusan Direlitur Jenderal
Badan Perndilen Umurm Moo
114/DJU/SK-HM1.1.1 /172024 Teniang
Fembaruan Podoman Standar Pelayanan
Terpadu Salg Pintu [PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Neger.

¥ Peranuran  Mahkamab Agung Republik
Indonesla Momor 6 Tabup 222 tentang
Adiinistresi pengaivan upaya hukum dan
Persidangan Kasasi dan Peninjavan Kembeli
di Mahkamah Agung secara Elektronik.

1. Surat Fdaran Mahkamsah Agung RI
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dolmmen
Elcktronil: sebagiai Kelenglapan Permohonan
FaseeifKasasi selpgaimana telah diubab |
dengan Surat Edaran Eetua Mahkawah
Agpong KT Momor 1 Tahun 2314 tenlang
FPerubaban Sural Eduran Mahkamah Agung
El Nomwr L4 Tahun 2010 centang Doknmen
Elekironik sehagat Kelenghapan Permohonan
Kasasi/Kasasi.



2. | Persyaratan

' 3. | Sistem, Mekanisme dan
Progedur

|1l Keputusan Hetua Mahksmab Agung

Homor 271/KEMA/SK/ X 2019 tentang
Petunjuk Teknls Administrasi Perkara dan
Pergidangan di Pangadilan Tingkat Banding,
Kagaal dan Peninjauan Kembali Secara
Eleltronik,

11.  Keputusan Ketua Mahkemah Agung
Rcpubilik Indoaseain Homor
207 f KMA/ SK.HK2/X /2023 lentang
Petunjuk Teknis Adminisitasi Pengajuan
Upaya Hukum dsn Persidangan Kesasi dan
Pepinjavan Kembali di Mahkamah Agung
Secara Elektronik

2. kKeputusan Kebua Mahkamabh Apung
Repubhk Indonesia Momor
1 KM A /2K HI2 /I 2025 tettang |
Peruhahan Besaran Biava Priseg
Penyeltaaian Perkara pada mahkamash
Aglitg,

13, Surat Pandtera Mahkamah Agung
REepublik Erdoeisin Mowaor
FIZ/PANSHKR. 2.53/1V/ 20°24 Tanggal 23 April
2024 Perihal FPemberlgkuan Pengajlan
Upaya Hukom Kasasi dan Peninjanan
Kembali Becara Elekmndk:

14 Surat Kepumsan Direktur Jenderal
Badan Frradilan Umutm Nomor
1270/ DS SK.OT L &1L H96 tentang
Pembaruan Standar Operastonal Prosedor
{80P] Penanganan Perkara dan Lavanan
Pengadilan Pada Pengodilan Tinggl den
Pengadilan Megen;

| 1. Perkara tingkat pertama dan Landing '

dlajukan secara elektronik:;

Semua plhak yang berperkara setuju

beracara secara elektronik ;

3. Wajib memililki akun Pengsuna
Teérdaftar bagi Advokat fpengacara
scdangkan Pengguna lain wajib
memilila email yang telabh terdaftar
pada Ecourt;

4. Bofteapy Surat Kusse Pemohon
Kawnsi [FDF} :

5. Pukit Pembayaran Panjar Biaye
Kasasi ke Bank.

L

[ 1. Petugas PTSP memeriksa Surat

Kugss Pemohon Kasasi

2. Perugas PTSF meneritna tanda terima,
Pembayararn Patjar Biava Ferkarg
Kazasl dati Kuasa Pemobon Kasasi

3. Peiugss Meja [T menylapkan Akia
Permyainan Kasas untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pamohon
Kasagi

4. Petugas Meja [I menyerabkan Akta
Pernyataan Kasasi kepada Panitera
gniyK i tandatangani dan
diserahkan kembali ke Kuasa
Pemohon Kasasi

5. Petugas Meja II menginput tanggal
pernyvaraan Kasasi kedalam SIPP

6. Panitera meanunjuk
JurusitafJurusita Pengganti uniglg
Froses Pembericabinan Kasasi,
Mermori Kasas) dan Kontrae Memosi
kazsasi kepada Para Pihak



e o o

Janpgka Wakim Pelavanan '
| Blava/Tarf
| Produk Pelavanan

Penanganan Pengaduan
ddan Saran

¥
2.

A,

Petugas Mefa [1 mengltim Berkas
Perkara tersebut untulk dikirim ke
Mahkamah Agung Kl secara
elektronik

65 Hﬂ.ﬂ
Sesumdﬁnga,n Sk Blava Panjar Perkam Kasasi |
| Sallnan Putasan

Melalui aplikasi SITWAS - i
wyw, siwas. mmahkamahsging. @o_id

Melalui Website Fengadilan Hegerl Brebeg - |
www. pn-brebes. go.id |
Melslui nomor telpon Pengadilan Negerd
Drebes : Q283471796

. Melalyl somor W4 Pengadilan Heperd Brebes

- DASCHSBH0BES
Melaivi email Pengadilan Negerl Brebes -
pn.brebesiivahoo.com I




STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERHARA UPATA HUEUM
PENIN.JAUAN EEMBALIL

No Kompanen
1. | Dasar Hulum

|+

15}

Urainn _
Het Herziene Inlandsch Reglement | HIR }
fechisreglement voor d&e Builengewesten
iRbgj.
Undang-Undang Homor 2 Tabknn 1986
tentang  Peradilan Umum  sebagaimana
telab beberape kali diubab terskhir devgan
Undang- Undang Nomor 49 tghun 2000
tertang Perubshan Keduz atas Ursdang-
Updang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan: L.
Undeng-Undeng Neomor 48 tahon 2000
tenitang Kekuagaan Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung R.| Nomor 1
tehun 2019 Tentang Adminisicast Perkam
Dun Fcorsidangan M Fengadilan Secara
Ekkuviuk sebagaimana telah  diubah
dengan  Peraturan  Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
wnteng Perubahsan Feratoran Mahkamah
Agurng R.1 Nemor 1 iahun 2319 Tentang
Administrazi Perkara Dan Persidangan D
Peapadilan Secacy Eleltronik.
Keputugan Ketua Meahksouah Agung BRI
Nomoer EKMAFSOI2/SK/NV/ 200G  tentang
Pembeilakuan Buku I Fedonare
Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
PengadilaT.
Keputusan Ketua Mahksmal Agang Nogor
026 FHEMA/SK/I /2012 eentang  Standar
Pelayanan Peradilan.
Keputusen Ketua Mabksmah Agung RI
Normor 363/ KMAJSK/XH /2022 tentang
Petunjuk  Tekniz  Adminizirasf  dan
Persidangan Perkara FPerdata, Percdata
Apama,  dan  Tata WUssha HNegam i

Pengadilan Sccara Elektronik.
Keputusan Dircktur Jenderal Badan
Feradilan Ll Nomor

LOGG DI ST 1S 2(KG tentang
Perubahan Keputisan Diektar Jenderad
Badan Peradilan Umum MNomoir
104/DJU/SK HMI.1.1/1/2024  Tentang
Pembaraan Pedoman Standar Felayanan
Terpadu Satyt Pin (PTSP] pada Pengadilan
Tiegei dan Pengadilan Neger,

Peraturan  Mabkamah Agong Republik
Indonesia Nwmor 6 Tahun 2022 tenlaug
Administrasi pengajusn upays bukam dan
Fersidangan Kasasi dan  Peninjauan.
Kemball 4l Mabkameh Agung  secara
Elekironik.

Hurat Edaran Mahkamah Ayung F1 Homor
14 Tabun 2010 tentang  Dokomen
Elekironik sebagai Kelenghkapan
Permohonan Kasas{/Kosagi sebagaimana
telah divbeh dengor Surat Ederem Ketua,
Mehkamah Agung RI Moo 1 Tabun 2014
lenlang Prrubahan Surat Edamn
Mahkamuh Agung FI Nomer 14 Tahun 2010
entang  Dokomen Elekironik  sebpgad
Kelenglapont'ermohonan Kasasi Kasas.



2.

3.

I ES

' FPersyvaratan

| Sistern, Mekanisme dan

FProssdur

 Jangks Waki Pelayinan

Biaya ) Tarif

 Produk Pelavanan

Fenanganan Pengaduan
fan Saran

12,

13.

L I

| 65

| 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Eepuahlik Indonesia Nomor
207 JKMASSK HK2/ X f 2023 tentang
Petupguk Teknis Administrast Pengajuan
Upayva Hukum dan Persidangon Easasi dan
Pendnjauan Kembali i Mabkamah Agung
Secam Elelirondk,

Kepulpsan  Ketua Mahkamah Agung
Fepublik Indonesia Nomor
140/ KMAJSK_HK2/ VLI 2025 tentang
Perubahan  Besarah  Binva  Proses
Penyelesaian  Perkars  pada mahkamah
Agung.

Surat Eeputusan Direkher Jemdecal Badan
Peradilan Lhnum
Hamuor 1270/ T 81K 0T1.6 /0 /20246
tentang Pembaruan Stondar Operagional
Prosedur (SOP] Penonganan Peckora dan
Laranan Pengadlan Pada Pengadilan Tinggi
dan Fengadidun Negerd;

Surat Kuasa Pemchon FPeninjauan
Kembali

. Relaas FPemberitahuan Is1 Putusan

K Aty

. Memori Peninfauan Kembali
. Bukti  Pembayaran Panjer Bilaya

Poninjausan Eembali ke Bank

. Petugas PTSF meomeriksa  Soarat

Kuas=a Femohoh Fi dan Eelaas
Femberitatiman sl PFutusan Kazasi
Petugas PTSP menerima tandaterima
Pembayaran Panjar Biaya Perkara PK
dari Kuaza Pemohon FE

. Petugas Meja [ menyispkan Akta

FPernyataan PK dan Alts Penpyerahan
Memori PK  untuk  ditandatangani
olsh Huitasa Femohon PE

Petugas Mcja 1T menyerahkan Akta
Pernyataan PK dan Akts Penyerahuan
Memnori PK kepada Fanitera untuk di
tandatangani dan diserahkan kemball
ke Kuasa Pemohon PK

- Petugas Mega [0 menginput tangsgal

pernyataan PK dan Penyerahan Memord
FK ledalam SI[PP

Fanitera menunjuk Jurusita/.Jurusits
Fenggantl untuk Proses Pemberitalhman
FPeninjauan Kembali, Memori
Feninjauan Kembali kepada Para Pihak

- Petugas Meja 1l mengirdim Berkas

Perkara terssbut untnk dikirim ke
Mahkamah Agung K1
Hari

Segual dengan SK Biaya, Panjar Perkara
| Peninjawan K+mbali
| Salinan Puiusan

Melalul aplikasi STWAS -

e sivas. mahkamahapung go.id

Melalui Welxite Pengadilan Negeri Brabes -
wiyw, pn- brehes_po_id

Melalul oomor telpen Fengadllan Negen
Brebes | 02836779

Melalul nomor WA Fengadilan Negeri Brebes
- PES0458405528

Melaiui emaitl Fengadilan Negeri Brébes -
pn.brebesiivahoo.com



ETANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN GUGATAN

SEDERHANA
| No Komponsn | Uraian |
1. | Dasar Hokum 1. Rechireglement voor de Buittngewsstsn
(R.EE}.

2. Undang-undang MNomor 14 Tabon 1085
tentang BMahkamab Ayung sebagaimana
itlah  diubah dan dltambab  dengan
Undeng-undang MNomor 5 Tahun 20404
tcrakhir dengan Undang-undang Numor 3
Tahun 2009 cneng Mahkamah Agung:

. Surar Edaran Ketus Mahkamah Aging K.1
Momor 3 Tabun 19948 Téntang Penyelesaionn
Perkara

4, Undang-undang Nomor : 42 Tahun 2000
tentang Kekuasaan Kehakiman.

S, Undepg-Undang Nomor ; 49 Tahon 2000
Tentang Peradilayv U

6.  Peramaran Menteri Pendaragunaan
Aparatar Negara Nomaor H

I Per/21/M.PAN/11 /2008, tehtang Pedoman
Pemyusunan Standar Crperasional Prosedur
| (SOF Administrasi Pemeriolaban.

7. Bumat Keputusan Ketua Mabkarsah Agung
omor : O026/KMA/SK/N/20§2 teniang
Sranlar Pelayanan Peradilan

5 Buku [ dan il temgsng  Pedoman
Pelaksattaan Tuges dan  Administrasi
Peradilan

% Perma Ng, 7 Tabun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Ketja Kepaniterasn
dan Kesgkretariatan Peradilan

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R1
Mo. 2 Tahun 2092 temtang Pedoman
Penysunan Standar Operasional Prozedor
di lingkungan Mahlkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibsawahnya

11. Peraturan Menpan Nomwr - 35 Tahun 2012
Tentang Tedeman Penyusunan Standar
Dpemsional Frossdar [(BO0F) Admingstasi

_ | 5 | Pemerintah,

2. | Forsyaratmn | 1. Burat Kuasa Keheratan Qugatan

Sederhana

Relaas Pemberftahuan lai Putusan

FN jopsinnal)

Memoeri Keberatan Gugatan

Sederhana

_ | Panjar Biave Perkatrs

3. | Gistem, Mckanisme dan Petugny PTSF memeriksa Sueak

Prosedur | Kuasa Keberatan CGugatan

| Sederhana, Memori Kebeeratan dan
Relans Peamberitehuan 18i Putusan
PH {opsiomal)

2. Petugas FTAP mcnerima tandatecina
Pembayaran Panjar Biaya Perkara
Keberartan dari Principal / Kuasg
Pemohon Keberatan I

3. Petugas Meja [l menyiapkan Alcta |
Pamyataan Keberatan untuk
ditandatangani oleh Principal f
kKuaza Pemobion Keberatan

4, Petugas Meja II menyerahkan Akta
Pernyatpan Fomohon Keberaten

' kKepads Fanitetra untuk «i |

tandatangani dan diserahkan
kembali ke Principal /| Kuasa '

ad I



| 4,

| 6.
[ 7.

5. | Meva fTanf
Prodduk Pelayanan
dan Baran

: Jangka Waktu Pelayanan

| Penanganen Pengaduan

Pemchon Keberatan
Priugas Meja II menginput ranggal
Lreb-eratail

- Berkas perkara mendapatican nomor

regisier dulam sistem SIFF
Berkas perkara mendapatican
Penetapan Majelis Haldm,
Fenunjultlean Panitera Pengganti |
Fenunjukkan Juriwsits /o Jucusita
Fengganti dan Penclapan Harl

Sidang

B, Max 7 harl set=lah tanggal
penetapan penunjukan majelis
hakim

| 7 Hari

Fesual dengan SK Biaya Panjar Peikara

l,
2.
3.
4+

5.

| Keberatan
| Salinan Fuinzan

Melalui aplikasi STWAS -

worw siwa s inahkamahagung. go.id

Melalui Website Pengadilan Negeri Embes -
www. pn-brebes. go.id

Melalvi nomér telpon Pengadilan Neperi
Hrebes - 0283-6TL70HG

Melalui nomur WA Fengadilan Negert Bivhes
- DB56a584 0886

Melalui emed] Pengadilan Negeri Brebes -
pn.brebesiivahoo.com



ETANDAR FELATANAN PENGEMBALIAN S]54 FANVAR PERKARA PERDATA

| Ho | Komponen : Uranian .
1. | Dasar Hukum | 1. Rechtreglement voor de Buitenpewssten
{F.Bgl. |
2. Undeng-undong MNomor 14 Tahun 1985
venteng Mahkamah Agong sebagaimana
telah diubah dan ditambal  dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahan 2003
terekhir dengan Undangundang Nomor 3
; Tabivn 200% tentang Mahkamgh Agung;
| 3. Suworat Edaran Kelur Mahkamah Agung R
Nomaor 2 Tahun 1998 Tentang Fenvelesaian
Perkara
4, Umdang-ondang Nomor @ 48 Tahun 24
Entang Keluosaan Kehalomegmn,
5 ndang-Undeng MNomor @ 49 Tabun ml

Tentang Feradilan Uwom
I 8. Peraturan Menterl Fenﬂu.y&gunuan
I Aparatur Negarg Nomor

Per/21/M.FAN; 1172008, tentang Pedoman |
Penyusunan Jtandar Operasional Frosedur
[FOP Administrasi Pemerintahan,
7. Surat Keputusan Ketna Mahkamah Agung
' Nemaer . 6 /KMAJSSEKSHF2012  tentang
Btandar Pelayanan Peradilan |
4 Buknm | dam I  tentang Fedoman
. Pelaksanaan Tugas den  Administrosi
Peradilan
|9, Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang |
Onganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kegrkretariacan Peradilan |
10. HPeraturan Selkoetans Mahkapah Agung RL
Ma. 002 Tabun 2012 tentang Pedoman
Penvusunan Standar Operasional Prozedur
df lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berads dibawahnya
11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahan 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Stendar
Opcrasionsl Prosedur (R0 Adwministrasi
4 Pemcerintal.
2. | Peisyaralar | 1. Swurat Pemberitabiuan pengembalian
515A panjar perkarg
2. Surat Kuasa Penggugst jika,

_ . _ diwaldlkan
3. | Sistern, Mekanizme dan 1. Kagir Perdata menelid dan
Frogedur rmenghitung jurnal keuangan perkara

actelah perkara dipuius dan celah
dilakukan pemberitahuan putusan
kepada pihak vang tidak hadir ;

2. Kasir perdata mmelaporkan pada
Peniters sisa panjar perkara vhs |
aegual yang tercantam dalam jurtal
keuangen petkara |

3. Kasir menyerahican sisa panjar
zesual yang tercantum delarm =syurak
pemberitabuan kepada Penggugst /
kuasanya di PTSP I

4. Kasir mencatat pengembalian siaa
panjatr perlcara di jurnal

| kevangan kemudian mengarsipkan
dekumen pengembalian sisa panjar |

| Jangka Wakiu Priavenan | 60 Menit |
| Blava/ Tarit | Tidak ada biaya !
.| Produk Pelayanan Ewitznsi Pangembalian 5153 Panjar Perkara

&R

Penanganan Pengaduan | 1. Melalui aplikasi STWAS -
| davts Saran | wwrw siwas. mahkamahasing go.id



. Melalui Website Pengadidan Negerd Brebes -
www. pn-brebes.go.id

. Melalui womor telpon Pengadilan Negeri
Biebey - 0283-671T96

. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri
Brebes - Q85545840883

- Melalui email Pepngodidan Negeri Brebes -
pn.brebesavahoo.com




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EHSEEUSI

‘Fo|  EKomponen
1. | Dasar Huktm

' 2. | Persyaratan

| 3. | Bimtem, Mekanisme dan
PFrosedur

- D B

Draian
Het Herzieme: Infardach Reglement | HIE ) f
Rechisreglemeaent voor de Buitengewesten
().
Undang-Undarng Nomoer 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum  sebagalwana
telab Deberaps kali diubal terakhir dengan
Undang- Undang Nomer 949 tahun 2009
tentang Perobahan Kedua atas Uredang-
Umdang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Urnums.
Unpdeng-Vodang Nemor 48 tabun 2000
tenteng Kekuasaan Kehaliman.
Peraturan Mahkamah Asung BRI Nomor 1
takun 2019 Tentang Adminisirasi Perkara
Dan Persidampan Di Pengodilan Secara
Flektvondk  sebagamana  telah  diubah
dengartt Peraturan Mahlamah
Fepublik !ndonezin Nomor 7 Tahun 20022
tentang Perubshan Peraturan Mahkamah
Agung R Notner ! tabun 201% Tentang
Administrasl Perkara Dan Persidangan Di
Penpadilen Secara Ekeleronil,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Bl
Nomor KMA/O32/BK/IV/2006  tentabg

Femberlaknan Buku 1 Fedomah
Pelaksanaan Tugsas den  Administrasi
Pengadilan,

Keputusen Ketua Mahkamah Agung Namor
026 /KMA/SK/I/2012  temiang Smandar
Pelavaran Peradilan.

Keputugem Ketus Mahkamah Agung RI
Homor 363/KMAJSK/XI/ 2022  tentang
Petunjuk  Teknis  Afmunistrasi | dan
Persidongan Perkara  Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaka HNegara di
Pengadilen Secara Elektronik.

Keputuzsan  Direltur Jepderal  Badan
Peradilan Umum Normor
1060 DU ST 1 210 20025 tentang
Perubahar EKeputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Uroum Nomor
114/DMI/SKHML. 1. 1/1/ 2024 Tentang
Pembargan Pedoman Standar Peisyanan
Terpadu Sata Pintu (PTSE) pada Pengadilan

Tinggl dan Pengadilat Megeri
Keputusoy Direltur  Jenwlersl  Badan
Peradilan Umym HoDuor

40/ DU S HM. 02.3/1/2010 kntang
Pedomal Eksekusi Pada Pengadilan Negeni.
19, Swat Keputasan Direktur Jenderal
Badun Permdilan Umum MNamor
L270/DJUSSK OT1A/ 2026 tentang
Fembaman Standar Operasional Progedur
(SOF] Penanganan Perkara dan Layanan
Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilen Negerl;

Surat Fermoahonan Eksckuai
Fotesopy ealinan putusan

Surat Kuasa (Apabila diluasaican)
ldentitay peohon eksekusl

Folocopy BUTHL-SUrat Isin vang relevan
Petugas FL'SP meansrima surat
permohionan ¢kzelusi beserta
persvaratan lainoyva



2. Panitera Muda Perdata meneliti sucat
permohonan ekseknai beserta
persyaratan lainmya

3. Hetua Pengadilan menelaplan
Aasnmaning ke Termohon =kseknsi

4, Paniters menunjgk
Jurusita f Juwrusita Penggantl untuk
pemberitahuan Asnmaning

| | 5. Pelakeanaan ekeekusi
| Jangks Waktu Pelayenan | &0 Mendt

M

Biaya/ Taril | Besuai dengan 3K Biaya Panjar Eksekusi
| Produk Peloyvanat | Penetapan ERsekus

Penanganan Pengadias 1. Melalui aplikasi SEFAS -

dan Saran W 3iwa s mahbkatoahapung. oo.id

2. Meiaiut Webaite Pengadilan Negerl Brebes -
www. mn-brebes, po.id

3. Melalui swanor belpon Pengadilan Megerd
Brebea : 0283-671756

4. Meclalwi nomr WA Perngadilan Negerl
Brebes - 335645840588

3. Melalui email Pengadiian Negerl Brebes -
pn.brebesi@ivahoo.com




STANDAR PELAYANAN SALINAN FUTUSAN / PENETAPAN FERDATA

 No | Ecmponen . Uraian _
1. Dasar Hukum 1. Eechtregiement vom de Euitengewesten
IR.Bg).

2. Tadang-undang MHemer 14 Tehua 1985
tentong Mahkamah Agung sebagaimana
telah divbah dan digrobab  deogan
Undang-umlang HNemor 53 Tahao 2004
wmkhir dengan Undang-unvdang Homor 3
Tahun 2000 tentang Mahlmmah Agung:

3. Burat Edaran Ketua Mabkamah Agung R1
Momor 2 Tahuii 1998 Tentang Pényelesaian
Perkara

4. Undeng-undang Notoor @ 48 Tehun 2009
tentang Keknazasan Kehakiman,

5. Undang-Undarng Momaor ; 49 Tahun 2000
Tentang Peradilan Lmum

| . Peroturan Menten Prnda:.rag.l.mmu
Aparatunt MNepara Nomor
Per/21/M.PAN/ 1172008, tentang Pedoman
Penyusmnan Slendar Jperusional Prosedur
(S0P Admintatras] Pemerintaban,

7. Surat Keputusen Kema Mahkamah Aguhg
Nomor : 026/KMA{SK/If2012 tentang

| Standar Pelayanan Peradilan

IE- Buku | dem Il  tentang  Pedoman

Pelakaangan Tugas dan  Administresi
Peraaditan

|9 Perma Mo, V7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kenpa Kepanitersan
dan kKegskeetariatan Peradilan

10. Peraturan Selrztsiis Mahkamah Agung RI
Mo, M2 Tahun 2012 twntang Pedoman
Penyusunan Standar Opcrasional Prosedur
di lingkungan Mallkamah Agung dan Bedan
Peradilan yang berada ditmwahnya

11. Peraturan Menpan oot | 35 Tahon 2012

‘ Tentang Pedoman Perrvusunan Standar

Operasional Prozedur {S0F) Administrasi
| ~ Pemetintah. o '
2. | Persyaratan [ 1. Surat permohonan salinan putusan
| . E-Mail Pengguna Terdaftar stan
| I Pengouna lain beserta password
3. | Sistem, Mekanisme dan | 1. Petugas PTSP Mencrima Permohonean |
['rosedur | Saliney Fulusnmn
| 2. Petugas PTSP Masuk kehalaman situs
| www ecourtmahkamahapong. goid dan
login menggunakan email Pengguna
Terdaftar atau Pengguna lain
| 3. Petugas PTSP menyerahitan  nomor
| wvirtnal account pembayaran PNBP |
salinan putusan fpinctapan

4, Pemohon mea1ryerahlcan Lukti
pembayarar; F&BFP galinan
putuzanypenetapan kepada  Petugas
PTSP

5. Peagas PTSP  mendownload selinan
putusan / pemdtapan

4, | Jangka Waltu Pelayanan | 30 Menit

5. | Bilaya/Tarif | Sesual dengan SK Biava Panjar
6. | Produk Prlayansan Eralman Putusan / Penstapan
7. | PFenanganan Fengaduan Melalui aplikas] SIWAS -

2. Melalui Website Pengadilan Negerd Brebes -

dan Saran | www.siwas-malﬂmmah& g, ookl
1
[ www.pn-brebes. go.id



3. Mzlalad nemor telpon Fengadilan Negeri
Brehes - 02A3-67 1706
4. Melalul nomor WA Pengadilan Negen
Brebes - 085645840885
3. Melalui email Pengadilan Negeri Erebes -
pri. brebesivahoo.com



STANDAR FELAYANAN PERMOHONAN KONSINYARI

| Ho | Komponen
1. | Dasar Hukwm

(PERGADAAN TANAH]}

Umian

| 1. Hel Hetziene Inlarklsch Reglement | HIR ) / |

Eechisreghement woor de Buitengewssten

{kbg).

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

tentang Peradilan Uniun sebagaimane telad
beberapa kali dinbah terakhir dengan
Undang-Undang WNomor 4% tahun 2009
tentang Fernbahan Kedus atas Undang- |
Undang Nomor 2 whonm 1986 tantang
Peradilan Ulmum.

. Undang-Undang Homor 48 tahun 22400

tentatp Kelsuasaan Kehakiman,

. Peraturen Mahkamah Agung R.I Homor 1

tehun 2019 Teotang Administrasi Perkata
Dan Persidangan Di Pengzdilan  Secarg
Elekuonik schagaimana telah diobah dengan
Feraturgn Mahkamah Agung  Hepublik
Indenesis Nomot 7 Tabun 2022 tentang
Ferubahan Feratuyan Mahkamabh Agung E.I
Nomor 1 tabun 2019 Tentang Adminisirasi
Perkara Dan Persidangan D Pengadilan
Secara Elekironik.

. Keponasan  Ketua Mahkamah Agung RI

Momor  KMA/O32/SK/TV/2006  tentang
Pemberlaluan BEukn | Pedoman
Pelakoapnan Tugas dan  Admindsfrasi
Pengadilan.

« Keputizan Ketua Mahkamah Agung Nooor

026/ KMA/ S/ 2012 woting  Standar
Felayanan Pecadilan.

. Kepumisan Ketga Mahkamah Agung RI

Nomr363 4 KMA S /A1 2022 tenta g
Fetunjuk  Teknds Administrasi  dan
Persidangan  Perkarg  Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usahs Negara 4i Petngadilan
Secars Eleldronike

- Keputuzan  Direktor  Jenderal  Badan

Peradilan Umum
Mamor 1060/ DU S T11.1 /TIL/ 2025 tentang
Perubahan Keputnsan Diveltur Jenderal
Badax Peradilsn Desirn Homar
114/DJU/SBETIML 1.1 /T4 2024 Tenlang
Pembaruan Pedoman Standar  Pelayanun
Terpadu Saty Pintu (FTSP) pada Pengadilan
Tinggl dan Pengadilan Hegerd.

. Peraturan Pemerintgh Nomor 19 Tahun 2021

temiang Fenvelknggaraan Progedaan Tanah
Bagi FPembangunan uwntuk Kepéntopgan
Umurn sebagaimana ielah diubah dengan
Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia
Homor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan
atay Perataran Pemerintalh Momor 1% Tahun
203) tentang Penyelenggaraan Pepngadaan
Tanah Bagi Pembangunan uniuk
Kepentingan Umaein,

Peraturan Mahkamah Agung Nemor 32
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengojuan
Eeberalan dan Penitipan Gant Kesuglan ke
Pengadilan Megeri dalem Pengadaan Tansd:
Bagi FPembanguiian wuntuk Kepentinguas
Umurn sebaglaman telah dinbah dengac
Feraturan Mabhkamah Agung BRI Nonaor 2
Tahun 2024 tcntang Porubaban Hedue atas



11. Peraturan Mahlaimoah Agurtg Nomor 3
Tahun 2016 i(entang Tata Cam Pengajuan
Keberatan dan Penitlpan Ganti Keruglan ke
Fengadilan Negeri dalam Pengadasn Tanah
Bagi Pembangunan uniuk EKeperkingan
Cirmoum,
| 12, Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umnm Moroor
1270/ DJUSSEOTLASII 2026 et
| Fembaruan Standar Operagiona! Prosedur
(80P) Penanganen Perkara dan Layapan
Frhgadilan Pada Pengadilan Tinggl dan
| Pengadilan Negeri;

Surat permohonan Koensinvasi.
Fotocopy klentitas Pempoahon dan Temmnohon
Surat Kuasa vang sudab didaftarkan i
Kepanitergan Hukum
. Surat tugas dari mstansi terkait
- Berita acam hasll Musyawarah Penstapan
Gant Karugien
. Fobocopy sumt penolakon Termohon otas
bentuk danfatan besar Gaotl Kerygiap
berdasarkun Musyawarah Penetapan Ganki
Kerygian j
7. Surag keputusan Gubertur, bupati/wali kota
entang penetapan kildas pemtmngunm
2. Fotocopy surat darl aprizal perthal nilai gant
Tugi,
9. Fotocopy bukti bahwa termwhon scbagai
pihak vang berhak atzs objek pengadasn

2, | Persyaratan

L& ek

]

| - | tansh. )
3. | Bistew, Mekanisme dan 1. Pemohon / XKuasa menyerahkan syarat- |
Frosedur syoraft tersebot kepads Petupas PTSP

2. Panitern Muda  Pendate  menelitin | dan
memerikza kelengkapen berkas permohonan
Konsinyasi,

3. Panitera Mwda Perdata membuat rezume
permohonan Konsinyasd f Eksekusi;

4. Fanitera nwiwlaah déan  memberikan
ptodapat  terhadap msume Ehkselnasif
Konsinyasi,

- Ketua  Pengadilan mempelgjarl  dan
membxrikan pendapat ierhadap Permobhonan
Ekaelkus!, resume berkas perkara vang
dimohonkan Eksekiisi dan Konsinyasai:

&. Panitera Moda Pendatsa membuat SKUM dan
pengajn menyetotkan panjar biara ke Bank
yang sudahb ditunjuk;

7. Kasir memberikkan SHp Setoran dan Ponjar
Bieya ekselusi/konsinyasi dan menginput
ke dalam BIPP serta buky jusmad;

&. Fetugas FISP mencatat permohonan
eksekusly konsinyasi dalam regigtrasi

| permohonan eksekusi/ konsihy asd; -

4. | Jangka Walty Pelavanan | 60 Menit

=+ Biava Taalf | Sesuai dengzan SK Biava Panjar Konsinyasi
6. | Produk Pelayvanan | Penetapan Konsityasi

¥

FPenanganan Pengadusmn 1. Melalui aplikas SIIWAS -
dan SBaran | waw, siwas. mahkamahaetrg. oo bd
2. Melahod Websdte Pengadilan Negeri Brebes -
www. pti-brebes. go.id
3. Melaluf unenor telpon Pengadilan Negerl
| Burebes | 02835367 1796
4. Melalui nomor WA Perpadilan Negeri
Brebes - 05645240885
2. Melalh email Pengadidan Neger] Brebes -
_pn.brebesiiyahoo. oy



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT HKUASA KHUSUR

Ho | Eompenen

1. Dasar Hukum

2. | Persvaratan

3. | Sistem, Mekanisme

| dan Proasdur

4. | Jang,l-:a Wakiu

6. | Produk Pelayanan

I
7. | Penanganan
| Penigaduan dan
Saran

B

k1 =L b

L

. Burst Kuass Khusua
- Karty Advoloat
- Berita Acara Sumpah

Uralan

.HIR/FBg: FPasal 123 Herziene Inlandsch |

Reglement (HIR} ataw  Pasal 147 |
Rechtraglement roor de Brotengewresten (REg).

UL Kekuesaan Kehakiman: Undn,ng-Undangl

Nomior 48 Tabhun 2009

. Burat Edaran Mahkamah Agung Republﬂ-:

Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat
Kuasa Kkhasus

Petugas FTSF menerima berkas surat kuasa
khusus

Fanmud Hukum menelin kelengkapen
permohonian surat jjin lkuasa khusus dem |
membubuhbi paral

Stal Kepaniteraan Hulkum membuat konsep |
surat kusss khusus

. Parmmud Hulkim mencatat surat ijin kuasa,

khusus kedalam buku regintar

. 2taf Kepaniteraan Hulium memungut dan

menystor FPensrimaan Negara Bukan Fa_lak
(PWBF)

- Petugas FPTSP menysiahian Sgrat Kuasa

vang telah didaftar kepada Pemohon

- Staf Hukum mengarsipkan berkas surat ifin |

kuass thusue

| 2 jdua) jam, 10 menis

(<.

baid

Rp10.000,00 ' f
FPenerimaan Negara Bukan Pajak [PNER

Register Surat Kuasa Khusus

1.
2,

3

o

Melalui aplikasi SIWAS -

www. siwas nahkamabagung. eo.id |
Melalui aplikasi LAPOR -
www.lapor. go.id
Melajui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei |
Harian]
www_ssitrvey. badilum .mahksmahagung, go.id |
Melaiui nomor telpon Badan Pengawazan @ |
021-3255 783 Q0
Melaiul Website Pengadilan Negeri Brebes - |
waw. pi-brebes. po.id
Melalui nomor telpon Penigedilan Negeri |
Hrebes - 0283-67 1 7946
Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes
- GB5645840883 |
Melatui #mail Pangadilan Negeri Brebes - '
pn.brebesiiyahoo.com '



STANDAR PELATANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN MELALIN

APLIKAS]I ERATERANG

Ho Komponsn _ Uratan

1. Dasar Hukum 1. Burat Keputusan Dirsktur Jenderal Badan
Peradilan Umum [SK Difjen Badliumj)
Nosnordd [ DJD f 8K f HM.02.3 / 2 /2010
tentang  Pemberlakuan  Aplikesi  Surat
Keterangan Elektronik d&i  Linghungan
Peradilan Urnum

2. Peraturan Mahkamah Agung [PERMA) Rl
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Administrasi
Petlkara di Pengadilan Secara Elsktronik.

3. Undang-Undang MHomer 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (sebagaimana
telah divhah terakhir dengan UL No. 3 Tahun
20093,

4. Undang-Undang HNomor 48 Tahun M0
tentang Kekuasaan Kehakiman,

=

2 | Persyaratan Surat  Permwohonan ( sEslad dengan
kebutuhan Femahon)
Fotocopy SKCK yang masih berlaku
Pas foto 4x6 berwarna 2 lembar
Surat pertyatasn  tidal:  pernah dijatuhi
philana.
| Fotocopy KTP Paspor/ 34
3. Sistem, Mekanieme Petugas PTSP Hukum mencrima dan menelit
dan Prosedur berkas Surat Permwhonan dan kelenglapan
data persyaratan baik vang digjukan sscara
alelitronikt ataupun menusl.
2, Panmud Hukum mengverifikasi kelengkapan
permohonat
3. SBtaf Hukum mencetak komsep Surat
Keterangan.
4. Panitera Muda Hukum memeriksa Lonsep
SuraT Keterengan Elektronik.
3. Panitera memeriksa konsep Surat Keterangan
Elektronik
Ketua Pengadilan Negeri menandatangani
Surat Keterangan Tlekironile.
Kasir memungut dan menyetor Penerimaat
Megers Bulean Pajak (FNBF).
Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat
Keterangan Elskiromik kepada Pemohon.
Panmyd Hukbom mengarsipkan nbeckas
permohonan aurat keteranpan  didak
tersangkut perkara

O

o @ o @

4. Jangks Waktu | 3 [tiga) jam, 30 menit
. Pelayanan _ .
5. | Biaya /Tarf Epl10.000,00

| | Penerimaan Negara Bukan Pajalc (PNBP)
6. | Froduk Pelayanan 1. Tanda terima penyetoran PNEP
| 2. Burat Keterangan tidak tersangkut perkara

7.  Penanganan 1. Melalui aplikasi SIWAS -
Fengaduan dan | www.siwas mahkameahagung. go.id
Searan 2 Melalui aplikasi LAPOR -

www.lapor.go.id
3. Melalui aplibasi SISUFEER (SKM, SPAK, Survei
Haran)
www esurvey badilom. mabkamabaeung so.id
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan -
| 021-255 783 00




® =~ o ¢

Melalui Website Pengadilan Neger Brebes -
www.pn-brebes.go.id

Melalui nomor talpon Panpadilan Negeri
Brebes ; 02836717046

Melaivui nomor WA Pengadilan Negen Brebes
- 085643840383

telalul amail Pengadilan Negeri Brebes -
po brebesiivahoo.com



STANDAR FELAYANAN PENDAFTARAN SURAT 1JIN KUASA INSIDENTILL

No|  Komponen
1. | Dasar Hukum

2. | Persyaratan

a, | Sigtemn, Mekanigme
dan Prosedur

[
|

4, | Jangka Wakty,
| Pelayanan

2. | Biaya/Tarif

&. | Produk Pelavanan

7. | Penanganan
Pengaduan dan
Saran

W e

ko

9

10.

Uralan

. U Nomor 42 Tahun 2009 tentang |

Kekuasaan Kehakiman
U Nomor 23 Tahyun 2002 tentang Pelayanan

Publik, serta hulum acara vang berlaku
seperti HIE atau EBg

Permohonan ijin kuasa insidentl,

Surat keterangsn dari kepata

desafkelurahan /atasan

ETP Pemberi dan Perierlma Kussa
Kartu Heluargs Pemohon

Petugazs PTRP menerima berkas surat |

permohonan ijin kuasa insidentil

Panmud Hulum meneliti  kelenglkapsn

permohonan surat jiin kuasa insidentil den
membubuhi peraf

Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep
surat ijin kuasa insidentil

. Pantnud Hukum memeriksa konsep surad ijin
kuasa insidentil dan pemberi paraf

. Panitera  menerima  dan  memberi  paraf
konsep surat jin kuasa insldentl

. EFN  menandatangani surat jjijn  kuasa
insidentil

. Panmud Hukum mencatat surat ijin kuasa

insidentil kedalam buku register pemberian
iin kuasa insidentil

. tal Kepaniteraan Hukum memungut dan

menyetor Penerimaan Negara Bulkan Pajak
{PNEF)
Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa
yang telah didaftar kepada Pemohon

Staf  Hukum mengarsipkan  berlkas
permohonakn surat ifin kuass msidentil dan
salinan surat jjin ingidentil

| 2 (dua) jam, 10 menit

| Bp10.000,00

| Penerimaan Negarg Bukan Pajak (PNBP)
| Register Surat ljiin Kuasa [nsidentl

1.
2,
3.

S - N

Melalui apliksgi SIWAS -

www.aiwas mahkamahagu ng, go,id

Melalui aplikast LAPOR -

www.lapor.go.id

Melalui aplikasi SISUPER (SKM.SPAK, Survel
Harian)

www ssurvey badilum mahkamahasung go.id
Melalui nomor telpon Badan Pengawasan ;
O21-255 783 00

Melalui Website Pengadilan Negeri Brabes -
www, pn-brebes.go.id

Melalui nemor telpon Pengadilan Negeri
Brebes : 223671706

Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes
- DBS643540886

Melalui exmail Penpgadilan Negeri Brebes -

—rorE e



L.

4.

3. | Sistem, Mekamisme

Amen &

STANDAR PEHLAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA

. Eom ponan
Dasar Huloam

| Peravaratan

dan Prosedur

Jangka Wakiu

| Pelavanan

| Biava/Tarit

| Produk Pelavanan
Penanganan
Pengaduan dan
Saran

S.

G.

S

7.

PENGADUAN

Urninn

. Undatig-Undang Nomaor 2 Tahun 1986 rentang |

Peradilan Umgm.

- Undang-Undang MNomor 43 Tahun 2000

tentang Kekuassan Kehakiman,

-Undang-Undang HNomor 49 Tehun 2009

tentatig Peradilan Umum {(Perubahan kedua
atas UU No. 2 Tahun 1986)

- Feraturan Mahkamah Agung HNomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja  Kepeniteraan dean  Kesekretariatan
Peradilan beserta perubahannys

Peraturan Mahkamah Agung (FEERMA} Nomor
9 Tabhun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Fengaduan di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawaiinva.

Surat keputusan (SK] EKetua Mahkamsh

Agung atau aturan intermal pendelegazian
wewenang dar Badan Pengawasan BAWAS

| Surat pengaduan tertulis/elelktronik
1.

Petugas PISP menerima  pengaduan
tertulig felaldronik menghadap langsung dan
mittegiater pengaduan

Panmud Hukom menerima surat pengaduan
dari mefa pengaduan dan informasi dan
meneriskan ke KPN

EPH/WHEPH Mengkiarifikasi pengaduan dan
memberikan disposisi tindakianjut
ptngaduan

Panitera menindaklanjuti disposisi KFN
Fanmud Hukum menginput pengaduan
kedalam SIWAS

Panmud Hukum memberikan Nomor PIN
kepada Pengadu

Pengarsipan oleh Panmund Hulkium

| 1 (satu) jam, 35 menit

| Tidak ada biava

Nomor FIN Pengaduan

1.
2,

3.

Melalui aplikas! SIWAS -

www siwas mahkamahagung, go.id

Melalui aplikasi LAPOR ~

www.lapor.go.id

Malalui aplilasi SISUPER (SKM SPAK, Survei
Haran]
www.esurvey badiluin mabkeamahagung go.id
Melalui nomor teipon Badan Pengawasan :
021-255 783 00

Melalui Wehsite Pengadilan Negeri Brebes -
waw. pn-brebes. go.id

Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri
Brebes ; 0282-57 1706
Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes
- 035615840885
Melalul emal Pengadilan Negeri Brebes -
prubrebesgvahion com



STANDAR PELAYANAN LEGALIBASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN

[(WAARMERETNG
No | Kompotien ; Uradan
1.  Dasar Hukum 1. Undang-Ulndang Nomor 14 Tahun 1985 |
tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehaldman,
2. | Perevaratan 1. Surat Permaohonan
2. KTP masing-masing ahli waris
3. Rartu Keluarga
4. Fotocopy Buku  Tabungan/ Depositof
Asuransi yang akan dicairkan
5. Surat Keterangan Waris
f. Surat Keterangan Kemation
7. Alita Kelahiran masing-masing ahli waris
8. Akta Nikah Almarhum
| 9. Materai 2 Buah
J. | Sistem, Mekanisme | 1. Petugas PTSP menenma Surat Permohonan
dan Prosedur Akta Dhbawah Tangan; Waarmerking dari
Pemohon
2, Panmud Hukum mencliti kelengkapan surat
permchonan Akta dibawah
tangan/Wasrmerking dan kelengkapantiva
3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat catatan
Waarmetking pada pernyataan Ahli Waris
4. Panitera menelii dan membubuhkan peraf
pada Catatan Waarmerking sural pemmyataan
ahli waris
5. KPM/WEPHN menandatangani catacan
waarmerking surat pemygtaan ahli waris
6. Staf Kepaniteraan Hubum mencatat ke dalam
buka register Akta dibawabh tangan/
waarmerlking dan memberikan nomor
pendaltaran seita tanggal pendaftaran akez
dibawah tangan
7. Petugas PTSF menyerghizan surat pertivatean
kepada Pemobon setelab permnohon rembearar
| . PNBF dan diberikan tanda terima
4.  Jangke Wakiu 3 |tiga) jam, 25 menit
Pelavanan 1 B
5. | Biaya/Tanil Rp10.000,00

| _ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
0. | Produk Pelayanan | a. Tanda Terima Penyetoran PHBF
b. Surat Pernyataaty Ahli Waris

7.  Penanganhab ‘1. Melalui aplikasi SIWAS -
FPengaduan dan wuw siwas mahkamahasung, go.id
Zaran 2. Melalui aphkasi LAPOR ~

www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER [3KM,3PAK, Survei
Harian)
Wy esurvey. badilum. mahkamahagung. go.id

4. Malalui nomor telpon Badan Pengawasan
021-2533 783 00

3. Melalui Website Pengadilan Megeri Brebes -
www. pn-brebes. go.id

9. Melalui nomor telpon Pengadilan Negen
Brehes @ 028267 1756

7. Melalyi noinor WA Pengadilan Negerl Brebes
- D&5643840588

8. Melalui #inail Pengadilan Wegeri Brebes -
p. brebestivahoo.com




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALTNAK PUTUSAN YARG SUDAH

Ho |

ey

Komponan
Dzar Hulowm

| Fersyaratan

| Bistem, Mekanisme

dan Prosedur

| Jangka Waktu
| Pelayvanan

Biaya/Taril

| Produk Pelayanan

Penanganan
Fengaduen dan
Saran

e

—f g

Lt

3.

6

2.
= |
Femohon Menerime Sallnan Putusan

L.
2.

3.

INKRACHT

Urafan
Undang-Undang HNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Undaog-Undang MNomer <4& Tahun 2009
tentang Kekiassan Kehakiman.
Permohonan Salinan Putiisan
Fotocopy KTP

Surat Kuasa [jika diwaldlkan)

Petugas PTEP Menerima Permohonan
Pemintaan Jalinan Putussn
Memerileaa Surat Permohonan

Stal Kepaniteraan Hukum Mencatat Dalam
Buln Register

. Staf Kepaniteraan Hulum Mencari Berkas

yang Dimchonlkan

Apakbila berlcas ditemukan, Staf
kepaniteraan Hokum menyiapksn Salinan
Pemohon Salinan Putusan membayar FNFB

| 120 menit

Rp10.000,00 Penerimaan Negarz Bukan
Pajak (FNBF)

Fp00 Biaya Potacopy Per Lembar
Rp10.000 Biaya Materai

Melalui apliliasi SIWAS -
www . siwas. mahkainabagung go.id

Melalui aplikasi LAPOR -

www.lapor.go.id

Melalui aplikasi SISUPER (SKM,3PAK, Survei
Haranj

wirw esuivey badilum mahkamahagung, so. icd
Melalui nomer telpon Badan Pengawasan .
(21-255 753 00

Melalui Websiie Pengadilan Neger Brebee -
www, pn-brebes. go.id

Melalui nomor telpon Fengadilan Negeri
Brebes | 0383-671706

Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes
- (85645840688

Melaiui #mail Pangadilan Negeri Brebes -
pn.brebesiiyahoo.com




1.

2.

3.

+

|5 n

ETANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI MEJA

| Kom ponen
Dasar Huloum

' Ferayaratan

| Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Jangks Wakiu

. Pelavanan

_ Biaya/Tarif
Frodul: Pelayanan
Penanganan
Fengaduan dan
Saran

0 |

— e

| Tidal Ada Biaya

INFORMAST

TUraian

‘1. Undeng-Undang Nomor L4 Tahun 2008

tentang Keterbultaan loformasi Publik den
Undang-Undang Nomor 25 Tahun X000
tentang Pelayanan Poblik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publhk,

3. Peraturan Pemerintah Homeor 61 Tahwn 2010
tentang Pelalizanaan Undang-Undang
Keterbulmaan Informes Publik,

+. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
7 Tahun 2015 beserta perubabannya tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariaian Peradilan

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2001 tentang Siandar Layanan Informasi
Puhbilik.

6. Keputusan Ketua Mahkamah  Apung
Republik Indonesia Nomor 2-
144 fKMAFSEK/VI/ 2022  tentang  Standar |
Palayanan Informasi Publile di Pengadilan
gsetta diperbarii melalui petunjuk teknis

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 2-144/KMA/SK/VIE/ 2022 temang

Standar FPelayanan  Informasgi Publik di

Penpadilar.

Surat permohonan dapat disampaikan |

melalui PTSP, Email, Pos, dab.

Fetocopy KTP

Petugna PTSF  Menerima Fennohotian
Pemintaan Salinen Putusan

2. Memeriksa Surat Permohonan

3. Stal Kepaniteraan Hukum Mencatat

4, Stal  Kepaniteraan Hukum mencar
data / informasi vang diminta

5. Petupas tmeneruslan ke pejabat PPID bils
inforiasi yang diminta membutuhksn
pertimbangan lebih lanjut

6. Apabila infermasi butuh  persetujuan
pimpinenn  dalam hal  informasi tidalk
dapat/boleh diberikanf atau digolal akan
dissrnpaikan melalai mekanisme penclakan
vang ditetapkan

3 hari

......

_ Pemohen Menerime [Ihformansi

1. Melalui aplikasi SIWAS -
www. siwasnalibamahagung, go.id
2. Melalui aplikasi LAPOR -
www.lapor.go.id
3. Melalui aplitasi SISUPER (2KM SPAK, Survei
Hariao)
www tsurvey. badilpm, mahkesnahagung. go.id
4. Meladui norner talpon Badan Pengawaszan :
021-255 783 O0



g,
_pa brebesiivahioo.com

. Melalui nomer WA Pengadilan Hegeri Brebes

. Melalii Website Pengadilan Negeri Brebes -

wwvw. pii-Brebes go.id
Mealnlui nomer cslpon Pangadilan Negeri
Brebes ; 0283-671796

- 085645840888
Malalul ernail Pengadilan Negeri Brebes -

ﬁﬁ?ﬂngﬁmhﬂ Hegeri Brebes

(R e 8




